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ABSTRAK

ASPEK-ASPEK HUKUM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG
BAIK (GOOD GOVERNANCE}

(Studi Kasus Di Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Telcnologl Dalam
Penyelengpgaraan Pemerintahan)

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintah yang penting dilakukan dalam
penyelenggaraan pemerintahan di instansi Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi adalzh adanya konsistensi dan kemauvan yang kuat dari pimpinan BPPT
terhadap pelaksanean pemerintahan berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum
pemerintahan yang baik (Good Governance).

Berbagai karakteristik utama Good Governance merupakan pilar dalam
menyelenggarakan pemerintahan yang baik di BPPT. Efektifitas,efisiensi,dan
transparansi yang dilaksanakan oleh pejabat di lingkungan BPPT adalah wujud
akuntabilitas kinerja pemerintah, dalam hal ini BPPT dalam pelaksanaan
pembangunan.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dilingkungan BPPT, pimpinan BPPT
telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang mengacu kepada aturan yang lebih
tinggi, mulai Instruksi Kepala mengenai percepatan pemberantasan korupsi,
pembentukan organisasi dan tim laporan akuntabilitas kinerja inslansi pemerintah
(LAKIP), pembentukan organisasi dan tim koordinasi, monitoring dan evaluasi
(KORMONEYV) dalam rangka pengawasan, pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana korupsi, keputusan tentang wajib lapor harta kekayaan bagi pejabat yang
memangku jabatan strategis dan potesial/rawan KKN, pembentukan dan
pengangkatan tim kerja reformasi birokrasi, dan kemudian pembentukan dan
pengangkatan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (LPSE-BPPT).

Aspek-aspek hukum pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan
definisi yang berkaitan dengan aturan-aturan, segala proses dan tingkah laku
pemerintah (BPPT) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPPT selaku
Lembaga Pemerintah Non Kabinet yang bergerak dalam bidang penelitian dan
pengembangan teknologi.

Berdasarkan data dan kenyataan yang ada, bahwa terciptanya pemerintahan yang
baik (Good Governannce) di lingkungan BPPT sangat tergantung pada kemauan
yang kuat dari pimpinan BPPT yang di dukung oleh pengawas internal dan eksternal
serta bagaimana kedepan menyempumnakan aturan-aturan yang terkait, khususnya
yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.
Yil
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ABSTRACT

LEGAL ASPECTS ON IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNANCE
{ A case Study of Governance at the Agency for the Assessment and Application of
Technology / BPPT)

Paradigm shift on running governance which is necessary in the administration of
government at BPPT is consistency and a strong willingness from the head of BPPT
for the implementation of government which is based on Principe of Good
Governance.

Main characteristics of Good Governance are the pillars of Good Govemance in
running the BPPT. Effectiveness, efficiency, and transparency, which is carried out
by officers within BPPT is a form of povernment performance and accountability, in
this case in the BPPT on the implementation of development.

To achieve good governance within BPPT, Head of BPPT have issued several
policies that refer to higher rule, starting from insiruction on the acceleration of the
Head of the eradication of Corruption, establishment of organizational and team
performance Accountability Reports of Governments Agencies (laporan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah - LAKIP), the formation of the organization and
coordination team, monitoring and evaluation ( tim Koordinasi Monitoring dan
Evaluasi - Kormonev) within the framework of surveillance, prevention, and
eradication of corruption, the decision about the obligation to report the official's
property who had served in a strategic position and vulrerable to Corruption,
Collusion, an Nepotism (KKN), the establishment formation and assignation of
burcaucratic reform work team, and subsequent the creation and procurement
services electronically (LPSE —BPPT).

Legal aspects of Good Governance is the definitions relating to the rules, all the
processes and the behavior of the govermment (BPPT) in carrying out the main duties
and functions of BPPT as non cabinet institution which is engaged in research and
technology development,

Based on data and facts, the creation of Good Governance at BPPT Is highly
dependent on a strong willingness from the head of BPPT, which is supported by
internal and external supervisors as well as how future improvements to the related
rules, especially those relating to procurement of goods and services.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Paradigma penyelenggaraan pemerintahan telah terjadi pergeseran
dari paradigma “rule government” menjadi “good governance” atau biasa juga
disebut kepemerintahan yang baik. Pemerintah dalam menyelenggarakan
pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik (public services) menurut
paradigma “rule government” senantiasa lebih menyandarkan pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Berbeda dengan paradigma “good
governance”, dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan
pelayanan publik tidak semata-mata didasackan pada pemerintah (government)
atau Negara (stafe) saga, tapt harus melibatkan seluruh elemen, baik di dalam

intern birokrasi maupun di luar birokrasi publik (masyarakat).

Kualitas penyelenggara negara sangat mempengaruhi
penyelenggaraan negara yang baik dan akan mencapai tujuen yang tepat . Hal
ini sangat berpengaruh terhadap aspek pelayanan publtk, pengambilan
kebijakan umum, penerapan regulasi, dan redistribusi kewenangan yang
profesional bagi penyelenggara pemerintahan. Semua pengaruh tersebut pada

gilirannya akan menunjukkan, “derajat keberhasilan suatu negara dalam

! Joko Widodo, Good Governance (Surabaya: Insan Cendikia, 2001), him. 1.
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melaksanakan pembangunan pasional, yang tidak dapat dilepaskan dari

kualitas sistem admiristrasi negaranya.”

Pandangan di atas memperlihatkan bahwa antara personalitas
penyclenggara negara dan sistem birokrasi pemerintahan yang dijalankan
mempunyai Keterkaitan yang saling mendukung. Sistem yang baik akan
mendukung penyelenggara negara untuk berfungsi den berjalan mencapai

tjuan yang diinginkan.

Manajemen dari suatu birokrasi pemerintahan negara sangat
mendukung konsep dan prilaku penyelenggara negara untuk bekerja sesuai
dengan maksud dan tujpannya. Ketidakmampuan birokrasi negara untuk
menerapkan manajemen  dalam penyelenggaraan pemerintahan akan
menyebabkan penyimpangan dan pergeseran nilai etika birokrasi yang lambat

laun akan mengarah pada pelanggaran hukum.?

Saat ini fungsi birokrasi belum sepenuhnya mendukung pengaturan
pemerintahan sebagaimana tujuannya atau belum mendekatkan pemerintahan
kepada masyarakat. Ada beberapa yang menyebabkan situasi demikian terjadi,
Pertama, ikilim politik memungkinkan birokrasi diatur oleh sistem
pemerintahan yang otoriter dan monolistik. Kedua, perilaku kultural birokrat

yang berpandangan sempit dan bersifat superior. Ketiga, terkekangnya sistem

% Moeljarto Tjokrowinoto, “Meletakkan Mekanisme Pengawasan yang Efisiensi dan Efektif,” Prima 6
(Juli 1989) : 3.
* R. Soewandi, Peryalahgunaan Hak, (Misbruik Van Rechi), (Jakarta: Djambatan, 1956), him. 17.
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administrasi publik.* Dengan keadaan tersebut, maka sangat sulit dipenuhi
karakteristik birokrasi ideal yang dikemukakan oleh Max Weber, yang antara
fain, mengatakan bahwa birckrasi secara umum memposisikan diri umtuk

memberikan pelayanan,’

Berbagai upaya pencepahan dilakukan antarza fam  dengan
memperkenatkan paradigma good governance atau kepemerintahan yang baik.
Paradigma tersebut menanamkan svatu konsep keterpaduan antara tiga aspek
‘penting dalamn pemyelengparazn pemerintalan negara, yaitu transparansi,
partisipasi, dan akumtabilitas. Adanya keterpadvan tiga aspek penting dalam
‘penyelenggaraan pemerintahan tersebut memposisikan pemerintah tidak hanya
sebagai suatu kantor (first official), tetapi sebagai pelayan {(the first servam).
Dalam pemahaman tersebut, birokrasi tidak menjadikan institusinya sebagai

‘wahara yang jauh dari tajuannya melayani masyarakat.

Dengan demikian dapat terlihat bahwa paradigpma kepemerintalan
yang ‘batk mempunyai dorongan yang kuat bagi terselenpparanya manajemen
pemerintaan nepara yang baik pula. Orientasi penerapan paradigma ini
semuanya didasatkan pada akar tujuan yang sama, yaitu mendekatkan fungsi
pemerintahan kepada masyarakat, Akan tetapi, prinsip tersebut hanya dapat
dijalankan apabila diterapkan dalam kehidupan kenmegaraan dan lingkup

administrasi yang sesunggnhnya.®

* Said Rahman, “Konscp Birokrasi Negara : Suatu Tinjauan,” Sinfesa 4 (April 1998) : 45
% Hal ini dikemukakan Max Weber dalam tulisannya berjudul Essays in Sociology.
 Wahyudi Kumorotomo, Etika Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Press, 1999), him. 265.
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Penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good governance
merupakan salah satu komitmen untuk memperbaiki berbagai permasalahan
yang dihadapi bangsa Indonesia. Pengelolaan pemerintahan di berbagai bidang
yang tidak dilandasi oleh prinsip-prinsip tatz pemerintahan yang baik tetah
membawa dampak <yang sangat buruk terhadap kehidupan berbangsa,

bernepara dan bemmasyarakat di Indonesia. ’

Qleh karena itu penerapan prinsip kepemerimtahan yang baik atau
good governance tidak terlepas dari upaya untuk memabami tindelan menusia
yang menjalankan pemerintahan atas dasar pertimbangan moral yang
mendasarinya. Kesadaran moral (moral consciousness) yang akan memumtun
aparatur negara nenuju kewajiban moral dzn ketakuan moral (moraf conduct)
yang tampak dalam fimgsi pemerintahannya kepada masyarakat.® Berkaitan
dengan hal mi, Rifyal Ka’bah dalam tulisannya Clean Govermment dan
Moralitas Penyelengparaan Negara, menyatakan bahwa® Clean government
(pemermtahan yang bersih) sebenamya adalah pemerintatan yang berjalan
seswai dengan aturan hukum yang berlaku dan sesnai moralitas yang dianut
oleh budaya mrasyarakat.

Good governanve sebagai sebnah konsep yang digunakan untuk

memperbaiki kinerja tata pemerintahan yang tidak transparan, aspiratif, dan

" Pusal Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A), Mode! Pengukuran Pelaksanaan
Good Governance di Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Bandung: PKP2A I LAN, 2008).

* Kumorotomo, op. Cit. him. 137.

9 Rifyal Ka’bah, *Clean Government dan Moralilas Penyelenggara Negara ™ Media Dakwah, (Jakarta:
Rajab 1425/Agustus-Scpiember 2003), hal. 31.
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efisien dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pemerintah pada hakekatnya
adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintzh tidak diadakan wnmtuk
melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptzkan
kondis_i yang memungkinkan setiap angpota masyarakat mengembangkan

kemamgpuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama.'®

Orientasi untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bebas dari
‘praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sebenamya dimulai sejak awal
berdirinya Orde Baru. Berbapgai instrumen hukum dan fembaga telah dibentuk
dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik dan berwibawa. Termasuk
dalam instrumen hukum yang telah dibentuk antara lain dengan dikeluarkannya
Undang-Undang No. 3 tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-
Undang No. 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, dan Keputusan
Presiden No. 33 tahun 1986 tentang Kewajiban Pelaporan Pajak Pribadi bagi
Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Angkatan Bersenjate Repubiik
Indonesia, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah

menunjukkan hal tersebut.'!

Namun ternyata kemudian terlihat, upaya-upaya tersebut hanya
berhenti sampai tataran normatif dan tidak berlanjut ke tataran yang kongkret
dan operasional. Ekonomi biaya tinggi dan krisis kepercayaan kepada

pemerintah merupakan bukti dari tidak pernah adanya komitmen dan tindakan

'® Ryaas Rasyid, Desentralisasi Dalam Memmjang Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan
Administrasi di Indonesia, {Jakarta: PT. Pustaka LP3ES, 1998), hlm. 139,

'' Masyarakat Transparansi Indonesia, Kajian RUU lentang Penyelengara Negara Yang Baik dan
Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, 1999,
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yang sungguh-sungguh dari pemerintah Orde Baru untuk mencapai tujuan

tersebut.'?

Tuntutan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bebas dari
korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) kembali marak setelah terjadinya krisis
ekonomi mulai pertengahan tahun 1997. Pemerintzhan yang baik dan bebas
dari KKN semakin menjadi tuntitan masyarakat Indonesia. Dalam beberapa
laporan terakhir lembaga pemantau korupsi, Trasparency International (T1),
sehantiasa menempatkan Indonesia dalam 10 (sepuluh) Negara paling korup
disamping Nigeria, Pakistan, Kenya, Bangladesh, Cina, Kamerun, Venezuela,
Rusia, dan India."? Kenyataan inilah yang mengakibatkan tuntutan masyarakat
untuk menciptakan pemeriniahan yang baik dan bebas dari KKN semakin

besar.

Bab 14 RPIMN 2004-2009, untuk lima tahun ke depan telah
menetapkan pencapaian ferciptanya tata pemermmtahan yang baik dan
berwibawa, yang ditvangkan kedalam kegiatan penegakan hukum, percepatan
pemberantasan korupsi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kegiatan
aparatur negara pada tahun 2006 diprioritaskan pada penegakkan hukum,
pemberantasan korupsi, dan reformasi birokrasi, dengan sesaran meningkatnya
upaya pemberantasan korupsi dan peningkatan kualites pelayanan publik,
khususnya reformnasi birokrasi pemerintahan. Reformasi Birokrasi adalah

upaya sistematis, terpadu dan komprehensif untuk mewujudkan

12 y1.-
Ibid
B Ahmad Sanusi Tambunan,”K ctika Korupsi Dijadikan Hak Asasi”, Republika, 26 Agustus 2003.
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kepemerintahan yang baik (penataan, perbaikan, penyempumaan, birokrasi
aparatur, lembaga instansi, organisasi pemerintah, pegawai pemerintah, sistem

kerja, dan perangkat).

Koran Kompas terbitan tanggal 12 Maret 2005 memuat ungkapan
pengamat ekonomi Bustanul Arifin mengenai korupsi di Indonesia, sebagai
berikut :

»Korupsi di Indonesia semakin sulit diberantas karena pemimpin politik
dan pebinis * bersekongkol” dan itu telah mempengaruhi selurzh

kebijakan publik yang diambil pemimpin politik. Persekongkolan saat ini
sudah sangat sistematis.”

Hal ini disampaikan oleh Bustanul Arifin dalam diskusi
Pemberantasan Korupsi melalui gerakan Transparansi Anggaran” yang
diselenggarakan Forum Indonesia untuk Transfaransi Anggaran (Fitra),
Jakarta, sabtu (12/3). Oleh karena itu sistem penyelenggaraan pemerintahan
negara merupakan unsur penting dalam suatu negara, dan tidak berlebihan
apabila salah satu faktor penentu krisis nasional dan berbagéi persoalan yang
melanda bangsa Indonesia bersumber dari kelemahan di bidang manajemen
pemerintahan, terutama birokrasi, yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip

tata pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN

Pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN sepertinya dominasi
negara-negara modern atau maju, artinya di negara-negara berkembang tingkat

KKN menjadi sedemikian tingginya. Kenyataan ini mengandung arti bahwa
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suatu negara apabila ingin menjadi negara yang modern atau maju, ia harus
mampu menciptakan pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN.

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) merupakan salah
satu Lembaga Pemerintah Non Kabinet (LPNK) yang mempunyai tugas pokok
melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengkajian dan penerapan tekmologi
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berdaku.” Dalam
melaksanakan tugas pokok tersebut BPPT menggunakan anggaran yang
berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) murni dan dari
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta dari Badan Layanan Umum.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa BPPT dalam kegiatannya
menggunakan anggaran yang berasal dari uang rakyat. Berkaitan dengan
keuangan negara ini, Koran Kompas tanggal 24 Nopember 2007 di dalam
Tajuk “Sosok dan Pemikiran Huguette Labelle Melawan Koruptor”
menjelaskan  tentang fokus Tranparency Intemational (TI) dalam
pemberantasan korupsi, menekankan pada tiga sektor yang harus diawasi, yaitu
pengadilan, sistem pengeluaran dan pemasukan keuangan negara, serta

pengumpulan dana politik selama masa kampanye.

Sehubungan dengan fokus TI tersebut yang ada kaitannya dengan
BPPT dan sangat perlu dilakukan pengawasan adalah dalam sistem pengadaan
barang, karena hal tersebut merupakan kendala dalam mewujudkan tata

pemerintahan yang baik. Sebagai contoh . kekurang sempurmnaan perundang-

" Lihat Peraturan Badan Pengkajizn dan Pencrapan Teknologi Nomor 170/Kp/KA/1V/2006 tentang
Struktur Organisasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
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undangan dalam bidang pengadaan barang menjadi salah satu penyebab
terjadinya beberapa bentuk penyimpangan di lingkungan BPPT.

Berdasarkan uraian di atas dan merujuk pada peraturan perundang-
undangan yang ada, maka penulis menulis tesis ini denganr mengambil judul -
ASPEK-ASPEK HUKUM DALAM PEMERINTAHAN YANG BAIK
(GOOD GOVERNANCE) (Studi Kasus Di Lingkungan Badan Pengkajian

dan Penerapan Teknologi)

Pokok Permasalahan

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, permasalabhan yang dapat
dirumuskan adalah :

1. Apakah Good Governance yang telah dimimuskan dalam Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan
Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme telah dilaksanakan pada
setiap pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan Pengkajian dan

Penerapan Teknologi ?

2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi sehingga dapat menghambat
terciptanya pelaksanaan tata pemerintzhan yang baik (Good Governance)

dilingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 7
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C. Kerangka Konsepsional
Untuk keperluan penulisan penelitian ini, diperfukan perumusan kerangka
konsepsional atas beberapa istilah penting yang digunakan dalam penelitian ini,
yaitu :

1. Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance), adalah suatu
kesepakatan menyangkut pengaturan Negara yang diciptakan bersama oleh
pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta. Untuk mewujudkan
tata pemerintzhan yang baik perlu dibangun kemitraan antara pelaku-
pelaku penting dalam Negara, agar semua pihak merasa memiliki tata
pengaturan tersebut. Tanpa kesepakatan yang dilahirkan dari kemitraan ini
kesejahteraan tidak akan tercapai karena aspirasi politik maupun ekonomi
rakyat tersumbat. Tata Pemerintahan adalah penggunaan wewenang
ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara
pada semua tingkat tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme,
proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok
masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum,
memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara
mereka.'’

2. Rule Governmem adalah kekuasaan yang didasarkan kepada peraturan
perundang-undangan yang berlaku, segala kebijakannya diambil secara
transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Kekuasaan juga harus didasarkan atas aspek kelembagaan dan bukan atas

13 Dokumen Kebijakan UNDP Tahun 1997.
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kehendak seseorang atau kelompok tertentu. Kekuasaan juga harus taat
kepada prinsip bahwa semua warga Negara itu mempunyai hak dan
kewajiban yang sama dimata hukum.'®
Birokrasi dalam fiteratur ilmu administrasi Negara dan Hmu Poltik ada
tujuh pengertian yang sering termuat dalam istilah birokrasi, yaitu :
a) Organisasi yang rasional;
b) Ketidak efisienan organisasi;
c) Pemerintahan oleh para pejabat;
d) Administrasi Negara;
¢) Administrasi oleh pejabat;
f) Bentuk organisasi dengan ciri-ciri dan kualitas tertentu seperti - hirarki
dan peraturan-peraturan;

g) Salah satu ciri yang essensial dari masyarakat modern.
Teori dari George Wilhem Friedrich Hegel

Analisis Hegelian menggambarkan bahwa, Administrasi
Negara atau Birokrasi secbagai suatu jembatan antara Negara (the state)
dengan masyarakat madani (the civil society). Masyarakat madani ini
terdii dari para profesi dan pengusaha yang mewakili dari berbagai
kepentingan khusus (particular interesf), sedangkan Nepara mewakili
kepentingan umum (the gereral interest). Diantara keduanya, birokrasi
pemerintah itu merupakan perantara (medium) yang mungkinkan pesan-

pesan dari kepentingan khusus tersalurkan kepada kepentingan umum.

16 Ibid
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Birokrasi Hegel meletakan pengertiannya melawankan antara kepentingan
khusus dengan unum, Hegel menghendaki kenetralan birokrasi. Bahwa
birokrasi itu letaknya ditengah-tengah sebagai perantara antara masyarakat
yang terdiri dari kaum profesi dan pengusaha, dan Negara dalam hal ini
pemerintah."’
5. Teori Karl Marx
Menurut Marx, Negara itu tidak mewakili kepentingan umum
akan tetapi mewakili kepentingan khusus dari kelas dominan. Berdasarkan
perspektif ini maka, birokrasi ity sebenamya merupakan perwujudan dari
kelompok sosial yang amat khusus. Lebih tepatnya birokrasi itu menurut
Marxis merupakan suatu instrumen dimana “kelas Dominan”
melaksanakan dominasinya atas kelas sosial [ainnya. Dalam hal ini jefas
masa depan dan kepentingan birokrasi, menurut konsepsi marxis pada
tingkat tertentu menjalin hubungan sangat intim dengar kelas yang
dominan dalam suatu Negara. Marx yang terkenal dengan Teori Kelasnya
int menyatakan dengan tegas bahwa, birokrasi itu tidak bisa netral dan
harus memihak, yakni memihak kepada kelas yang dominan.'®
Berdasarkan definisi teknis dan konsep yang ada pada uraian
sub bab ini, akan dijadikan pedoman dalam menganalisa masalah yang
timbul. Kondisi birokrasi di Indonesia (sebelum reformasi) menurut Kari

Marx, dapat dikategorikan birokrast merupakan instrumen bagi kelas

' Miftah Thoha, Beberapa Aspek Kebijakan Birokrasi, (Y ogyakarta: PT Media Widya Mandala,
1991), hal. 53-59.
" 1bid,

Unlversitas Indonesia

Aspek-aspek hukum ..., Ulfiandri, FH Ul, 2010



13

sosial Iainnya. Dengan kata lain birokrasi tidak bersikap netral melainkan
sebagai alat kekuasaan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Sedangkan
menurut teori Hegelian kondisi birokrasi yang ideal adalah birokrasi
sebagai suatu jembatan antara Negara dan masyarakat. Birokrasi
pemerintah itu harus bersikap netral, sehingga kebijakan yang dikeluarkan
mervpakan pencerminan masyarakatnya baik kelompok profesi dan
pengusaha serta Negara.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebelum lahimya

Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negera Yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, sering menimbulkan

KKN. Untuk itu landasan yang akan digunakan menganalisa permasalahan

yang timbul, adaiah Undang-Undang No. 28 tahun 1999.

Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan thesis ini adalah :

1.

Mengetahui pelaksanaan Good Governance yang telah dirumuskan dajam
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme telah
dilaksanakan pada setiap kegiatan di lingkungan Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi.

Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi sehingga dapat menghambat
terciptanya pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (Good Governance)

di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
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Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak diperoleh dalam penelitian ini adalah

1.

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan
mendalami mengenai pelaksanaan Good Governance dan Asas-Asas
Umum Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi, dan Nepotisme di lingkumgan Badan Pengkajian dan Penerapan

Teknologi;

2. Hasil penelitian ini bermanfaat untuk pembelajaran mengenai
permasalahan-permasalahan yang ada selama ini dalam pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 di pemerintahan khususnya
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang merupakan Lembaga
Pemrintah Non Kabinet (LPNK).

Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan delam penelitian ini adalah

deskriptif analitis untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai

fakta dan permasalahan yang berhubungan dengan objek penelitian, kemudian

dilakukan analisis terhadap permasalahan tersebut berdasarkan norma-norma

yang berlaku.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu

dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan topik yang

dibahas berupa peraturan perundang-undangan, buku, makalah, jumnal, majalah,

Koran, internet, dan lain sebagainya.
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Data-data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan cara
sebagai berikut :

1. Analisis terhadap data dan informasi hasil studi kepustakaan non yuridis
dilakukan secara kualitatif dan bahan studi kepustakaan yuridis dilakukan
secara normatif.

2. Analisis terhadap data dan informasi hasil penelitian lapangan dilakukan

secara kualitatif.

Penelitian im dilakukan secara kualitatif, artinya menganalisis data
yang diperoleh berdasarkan kualifikasi. Informasi yang diperoleh juga

berdasarkan kualifikasi dan sesuai dengan norma hukurn yang berlaku.

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Tesis ini disusun dalam lima bab, dimana
masing-masing bab akan dibagi lagi dalam beberapa sub bab. Adapun
gambaran umum untuk setiap bab adalah sebagai berikut :

BAB H Mermpakan bab pendahuluan yang memberikan gambaran
umum guna memberikan informasi yang bersifat umum dan
menyeluruh tentang permasalahan yang timbul.

Bab ini terdiri dari pendahuiuan, rumusan masalah, kerangka
konsepsional, tujuan penufisan, metode penelitian dan
sistematika penelitian.

BAB H  Bab ini berisi mengenai scjarah lahimya konsep Good
Govenance dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.
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I Bab ini berisi tinjavan umum terhadap pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 1999 ifentang serta pelaksanaan
Good Governance.

Bab ini berisi pembahasan masalah berupa analisis terhadap
kharakteristik dan hubungan timbal balik antara pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dengan pelaksanaan Good
Governance, serta fakior dominan apa yang menghambat
atau menjadi kendala pelaksanaan Good Govermamce dan
Petaksanaan Undang-Undang Nomeor 28 Tahun [999.

Pada bab ini divraikan mengenai kesimpulan yang didasarkan
pada rumusan masalah dan kemudian diberikan saran-saran

atas dasar uraian dan pembahasan bab sebelumnya.
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BAB II
SEJARAH KONSEP GOOD GOVERNANCE

DAN UNDANG-UNDPANG NOMOR 28 TAHUN 1999

A. Sejarah Konsep Goad Governance

Sejak tumbangnya rezim Orde Baru dan digantikan dengan Orde
Reformasi, istilah Good Governance begitu popular, Hampir di setiap even/
atau peristiwa penting yang menyangkut masalah pemerintahan, istilah ini tak
pernah ketinggalan. Bahkan dalam pidato-pidato, pejabat negara sering
mengulip kata-kata di atas. Pendeknya Good Governance telah menjadi

wacana yang kian popular di tengah masyarakat '

Tata pemerintahan yang baik atau good governance, saat ini sedang
menjadi acuan dalam mencari cara perbaikan birokrasi sesuai dengan tuntutan
reformasi. Konsep “governance” berbeda dengan “governmens”, konsep
government menunjuk pada suali organisasi  pengelolaan t;erdasarkan
kewenangan tertinggi (negara dan pemerintah) sedangkan konsep governance
melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, tapi juga peran berbagai aktor

di luar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat

¥ “Good Governance,” hitp:
Govemance.doe, 6 Juli 2006.

17
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luas. Proses globalisasi mempercepat berkembangnya paradigma good
governance. Ada figa institusi dalam domain governance yaitu : negara atau
pemerintah (the state), sektor swasta dan dunia usaha (private sector), dan
masyarakat {citizen) mungkin lebih tepat organisasi lokal/kemasyarakatan yang
berinteraksi dalam fungsinya yang paling tepat bagi masing-masing, ada

partnership in governance.”

Safri Nugraha pada pidato pegukuhan sebagai Guru Besar Tetap di
Fakultas Hukum Universitas Indonesia tanggal 13 September 2006,

mengatakan :*!

“Governance merupakan istilah yang popular pada tahun 1990an,
namun sebenamya istilah tersebut felah muncul jauh sebelum itu.
Sebagai contoh, Drucker pada tahun 1968 berargumentasi bahwa di
negaranya, we heeded more governance, not less. Oleh karena ity
diskusi tentang governance sebenamya sudah larna dimulai oleh para
pakar manajemen seperti Drucker yang mengisyaratkan kebutuhan
masyarakat akan terwujudnya governance di pemerintahan Amerika pada
saat ifu.”

Pemerintahan yang buruk dianggap sebagai salah satu akar penyebab
dari semua kejahatan dalam masyarakat. Oleh karena itu mayoritas negara

donor dan lembaga keuangan intemasional mendasarkan bantuan dan pinjaman

Y Bintoro Tjokroamidjojo, Good Governance , Paradigma Baru Manajamen Pembangunan,

(Jakarta: Ul Pres, 2001) , hlm. 31,

2! Safri Nugraha, “Hukum Administrast Negarn dan Good Governance,” Pidalo pada upacara
Pengukuhan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 13 Seplember
2006, hlm. 8- 9.
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mereka dengan syarat bahwa reformasi yang menjamin “pemerintahan yang

baik” yang dilakukan.

Good governance di Indonesia juga bermula dari usulan Badan-badan
pembiayaan Internasional seperti The World Bank, International Monetery
Found (IMF}, Asia Development Bank (ADB), yang mengajukan konsep ini
untuk memperbaiki manajemen pembangunan di negara-negara penerima
bantuan (termasuk Indonesia). Mereka berupaya agar konsep tersebut bisa
diterima oleh nepara-negara, masyarakat-masyarakat bangsa, good governance
bahkan sering dijadikan conditionallity dalam rangka structural adjustment
program (program baniuan reformasi ekonomi). Apabila suatu ekonomi negara
tertentu dalam kesulitan antara lain karena krisis moneter/ekonomi, maka perlu
perbaikan dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pemerintabh, Untuk
Indonesia misalnya dicantumkan dalam Lefrer of Intent (Lol) dalam
Memorandum of Economic and Financial Policies (MEFP). Di Indonesia
disebutkan antara lain hubungan pemerintah dan bisnis kurang baik, banyak

bureaucratic delays dan cost dalam transaksi kegiatan-kegiatan ekonomi.

Menurut Dokumen Kebijakan United WNations Development
Programme (UNDP) 1597, yang dimaksud dengan tata pemerintahan yang baik
(good governance) adalah “the exercise of political, economic and
administrative authority to manage a nations affair at all levels”. Pengertian
governance yang dikemukakan oleh UNDP ini, menurut Lembaga

Administrasi Negara mempunyai tiga pilar, yaitu : Economic governance
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includes processes of decision making that directly affect a country’s economic
activities or its relationships with other economics.”’ Economic governance
mencakup proses pembuatan keputusan yang mempengaruhi langsung atau
tidak langsung aktifitas ekonomi negara atau berhubungan dengan ekonomi
lainnya. Economic governance memiliki pengaruh atau implikasi terhadap
equity, powerty, dan quality of life. Political governance refer 1o decision
making and policy implementation of a legitmaie and authoriative state.
Political governance menunjukan pada proses pembuatan keputusan dan
implementasi kebijakan suain negara yang flegitimaie dan autoritatif
Karenanya negara seharusnya terdiri dan tiga cabang pemerintahan yang
terpisah yaitu :  Legistatif, Eksekutif, dan Yudikatif yang mewakili
kepentingan politik pluralisme dan membolehkan setiap warga negara memilih
secara bebas wakil-wakilnya Administrative governance is a system of policy
implementation carried out through an efficient, independent, accouniable and
open public secior. Administrative governance adalah sistem implementasi
kebijakan vang melaksanakan sektor publik secara efesien, tidak memilih,

akuntabel dan terbuka.

Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik perlu dibangun
dialog antara pelaku-pefaku penting dalam negara, agar semua pihak merasa
memiliki tata pengaturan tersebut. Tanpa kesepakatan yang dilahirkan dari

dialog ini kesejahteraan tidak akan tercapai karena aspirasi politik maupun

2 Joko Widodo, op. cit., hlm. 19
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ekonomi rakyat tersumbat Tata Pemerintahan adalah pengpunaan wewenang
ekonomi, politik, dan adminisirasi guna mengelola urusan-urusan negara pada
semua tingkat tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan
lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat
menguiarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi

kewatiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Pada pengertian seperti itu, good governance merupakan bagian yang
sangat penting dari pengembangan polittk dan demolratisasi. Pembangunan
politik sebagai bagian dari strategi pembangunan berarti demokrasi, dimana
good governance sangat berperan didalamnya. Tanpa demokrasi, transparansi
kebijakan, penegakan aturan perundang-undangan, akuntabilitas publik, dan
kontrol sosial tidak mungkin dicapai. Keberhasilan pertumbuhan ekonomi
mensyaratkan dipenuhinya aspek good governance agar dapat meneiapkan
kebijakan ekonomi makro yang tepat, sehingga tidak beriebihan apabila
dikatakan bahwa tidak adanya good governance menjadi salah satu penyebab

terjadinya krisis.”

Untuk mewujudkan tata pemenntahan yang baik, harus memenuhi

unsur-unsur sebagai berikut %

2 Jusuf Wanandi, “Good Governance dan Kaitennya Dengan Stabilitas Datam Negeri dan Kawasan :
Agenda Masa Depan, * Jumal Analisis CSIS (Kumpulen makalah, Jakerla, 1998), him. 214,

™ UNDP, Partrership for Governancereform, (Tala Pemerintehan yang Baik dari Kita untuk Kita :
Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 1997).
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Partisipasi, semua pria dan wanita yang mempunyai suara dalam
pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-
lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi
menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan
mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara
konstruktif.

Supremasi hukum, kerangka hukom harus adil dan diberitahukan tanpa
pandang bulu, terutama hukum-hukum vang menyangkut hak asasi
manusia.

Transparansi, dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh
proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat
diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang
tersedia harus memadat agar dapat dimengerti dan dipantau.

Cepat tanggap, lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus
berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan

Membangun konsensus, tata pemerintahan yang batk menjembatani
kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu
konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-
kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal
kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.

Kesetaraan, semua pria dan wanita mempunyai kesempatan memperbaiki

dan mempertahankan kesejahteraan mereka.
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7. Efektif dan efisien, proses-proses pemerintaban dan lembaga-lembaga
membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan
menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin,

8. Bertangpung jawab, dimana para pengambil keputusan di pemerintah,
sektor swasta dan organisasi-organisast masyarakat bertanggung-jawab
kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang
berkepentingan. Benfuk perianggung-jawaban tersebui berbeda satu
dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.
Dengan kata lain, kinerja atau performance pemeriniah, sekior swasta
dan organisasi-organisasi kemasyarakatan harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas ini harus
memenuhi beberapa syarat, diantaranya adalah : (1) sesuai atau tidak
bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, dan (2) sesuai dengan
standar efisiensi dan ekonomis.®

9.  Visi strategis, para pemimpin dan masyarakat memiliki perspekiif yang
luas dan jauh kedepan atas tata pemerintahan yang baik dan
pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan
untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus
memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahaan, budaya dan

sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

B TB. Silalahi, “Membangun Sosok Aparatur Profesional dalam Kompetisi Global,” (Seri

Membeangun Bangse Bidang Ekonomi/ Politik dan Teknologi Buku 3, Jakarta, 1998).
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Pada tabun 1999 ftelah didirikan Komite Nasional Kebijakan
Corporate Govemnance (KNKCG) yang kemudian dibentuk melalui Keputusan
Menteri Koordinator Perekonomian RI beberapa kali dan tferakhir dengan
Keputusan Nomor Kep-14/M.EKON/03/TAHUN 2008 dengan nama Komite
Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Komisi ini mempunyai visi untuk
mewujudkan Indonesia sebagai salah satu nepara dengan pelaksanaan
governance terbaik di dunia, dan misinya adalah mendorong dan meningkatkan
efektivitas penerapan good governance di Indonesia dalam rangka membangun
kultur yang berwawasan good governance baik disektor publik maupun

korporasi.?°

Pada awal 2007, Komite Nasional Kebijakan Govemance telah
menyémpumakan Pedoman Umum Good Corporate Governance (GCG) dan
merintis pembuatan Pedoman Good Public Governance (Combined Code)
yang pertama di Indonesia, dan mungkin bahkan di dunia. Ini merupakan
sebuah terobosan dan bukti kepedulian terhadap penciptaan kondisi usaha yang

lebih baik dan menjanjikan di Indonesia jika diterapkan dengan konsisten.”’

¥ profile KNKG, http://wwuw.knkg-indonesia.com.

? Bisnis Indonesia, “"Membangun Good Governance,” (17 Januart 2008).
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B. Sejarah Undang-Undeng Nomor 28 Tahun 1999

Sejarah terbentuknya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 di
Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan korupsi di
Indonesia. Ahmad Heryawan dalam situs internetnya tanggal 30 Mei 2009

yang berjudul “Sejarah Pemberantasan Korupsi”, mengatakan :**

“Sejak pemerintahan pertama Indonesia terbentuk sejak saat itu
pula benih-benih korupsi ada dalam oknum-olnum yang perlahan namun
pasti menggerogoti kekayaan Negara dan menyengsarakan rakyat.
Presiden Soekarno saat itu membentuk “Pasukan Khusus” yang
dikomandani oleh Kolonel Zulkifli Lubis, Wakil KSAD dengan
mengeluarkan Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957.
Operasi Budhi pemnah dijalankan pada tahun 1963 dan dalam waktu 3
(tiga) bulan mampu menyelamatkan vang Negara Rp. 11 Miliar, fetapi
karena dianggap menggangeu prestise Presiden operasi tersebut
dihentikan,

Ketika pemerintahan Soekarno jatuh dan menandai kelahiran
Orde Baru, Presiden Socharto dengan semangat memberantas tindak
korupsi membuat lembaga negara yang sama dengan nama berbeda. Tim
Pemberantasan Korupsi yang diketuai oleh Jaksa Agung, akan tetapi,
tetap saja tidak menyentuh Bulog, Pertamina, Departemen Kehutanan
dan lembaga negara yang dianggap sarang korupior. Pada tahun 1967
keluar Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967 untuk membentuk
Tim Pemberantasan Korupsi. Selanjuinya dibentuk Komisi Empat
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1970. Komisi ini
bertugas meneliti dan mengkaji kebijakan dan hasil yang dicapai dalam
pemberantasan korupsi. Selanjutnya untuk pertama kalinya, Indonesia
memiliki Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor
3 Tahun 1971.

Pemerintah Orde Baru juga mencanangkan Operasi Tertib
(Opstib) yang berlanjut dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1977
tentang Pembentukan Tim Operasi Tertib. Tim itu untuk meningkatkan
daya dan hasil guna serta meningkatkan kewibawaan aparatur pemernintah

% Ahmad Heryawnan, "Sejarah Pemberantasan Korupsi,” <http:/Awvww shmadheryawan.com®>, 30 Mei
2009.
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dan mengikis habis praktek-praktek penyelewengan dalam segala bentuk.
Dipenghujung era Orde Baru Pemerintsh dan DPR menghasilkan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.
Menurut undang undang itu, baeik pember: maupun penerima bisa
didakwa melakukan kejahatan. Juga muncul peraturan tentang Disiplin
Pegawai Negeri yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30
Tahun 1980.

Namun nampaknya langkah ini tidak menemui hasil maksimal.
Hal ini tercermin dari laporan Bank Dunia yang menyatakan 30% dari
utang Luar Negeri Indonesia telah dikorupsi pada era pemernintahan
Soeharto dan dampaknya sangat dirasakan pada pemerintahan
selanjutnya. Paling tidak selama kurun waktu sepuluh tahun sebelum
rezim Orde Baru muntuh sejumiah 651.130 Milyar Rupiah telah
diselewengkan.

Sejak tanggal 13 Nopember 1998 kita telah memasuki era reformasi
pembangunan nasional dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan
nasional, Era ini dalam pokok-pokok Reformasi Pembangunan dikenal sebagai
“Haluan Negara”. Dalam pokok-pokok reformasi tersebut secara tegas
dinyatakan bahwa bangsa Indonesia diharuskan untuk mengkaji ulang
ketetapan dan langkah-langkah pembangunan nasional selama imi. Untuk itu,
diperlukan koreksi terhadap wacana pembangunan Orde Baru sebagai dasar
pijakan dan sasaran reformasi. Langkah-langkah ini bersifat mengikat bagi
rakyat Indonesia untuk bersama-sama mengatasi krisis atas dasar rujukan yang

disepakati bersama.

Dalam rangka mengatasi krisis tersebut, telah dibuat pokok-pokok
reformasi sebagai pedoman penyelenggara negara dalam melaksanakan
pembaharuan yang menyeluruh dan memulihkan kehidupan nasional, pedoman

tersebut juga merupakan dasar bagi para penyelenggara negara dalam
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merumuskan undang-undang dan program-program yang terintegrasi serta

terukur.

Dari berbagai Ketetapan MPR Tahun 1998 dapat disimpulkan bahwa
penekanan reformasi dalam pembangunan nasional adalah pembaharuan
disegala bidang baik bidang ekonomi, politik, hukum, agama, maupun bidang
sosial budaya. Salah satu langkah pembangunan dibidang hukum, yaitu dengan
memberi dasar pengaturan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dan
korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana yang diamanatkan oleh Tap MPR-

RI Nomor XI/MPRRY/1998.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dar Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ini,
merupakan salah satu perwujudan politik hukum nasional, yakm untuk
mengiptakan  atau  pembenfukan hukum baru, dalam era reformasi
pembangunan nasional. Penciptaan atau pembentukan hukum tersebut,
dilakukan untuk mendukung reformasi dibidang hukum, serta mengatasi dan

memulihkan krisis di bidang hukum.,

Keterangan pemerintah di hadapan rapat paripuma Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 18 Pebruari 1999 mengenai pokok-
pokok pikiran menyebutkan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan bagi
penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggara Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, adalah :
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Selama 32 (tiga puluh dua) tahun kita melaksanakan pembangunan
nasional, telah terjadi prakiek-praktek birokrasi berupa pemusatan
kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab pada Presiden (Mandataris
MPR), dan mengakibatkan para penyelenggara negara tidak dapat
menjalankan tugas dan fungsi secara optimal. Selain hal tersebut
lembaga-lembaga pengawasan dan masyarakat tidak dapat
sepenuhnya berperan serta dalam menjalankan konrtrol sosial yang
efektif terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
Dampak ikutannya adalah terjadinya penegakkan hukum yang lemah
dan pada akhirnya menimbulkan budaya tidak bertanggung jawab
yang diwamai suasana anomis yang menghalalkan segala cara untuk
sukses. Pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tangpung jawab
tersebut, juga berdampak negatif dalam pembangunan dibidang
ekonomi, antara lain telah terjadi praktek penyelenggaraan negara
lebih menguntungkan kelompok tertenfu, yaitu dengan munculnya
praktek konglomerasi dan sekelompok pengusaha kuat, vang tidak
didukung oleh semangat dan etika kewirausahaan sejati. Keadaan
demikian telah menyuburkan tumbuhnya praktek-praktek korupsi,
kolusi, dan nepotisme yang melibatkan para pejabat negara dengan
para pengusaha, yang berpuncak telah terjadi penyimpangan, berupa
penafsiran yang hanya sesuai dengan selera penguasa,
penyalahgunaan wewenang pelecehan hukum, pengabaian rasa

keadilan, kurangnya perlindungan dan kepastian hukum bagi
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masyarakat, sechingga sanpgat membahayakan eksistensi negara,
merusak sendi-sendi kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan
negara, yang merugikan masyarakat dan negara Struktur yang kontra
pruduktif semacam ini jelas merusak fundamental ekonomi.
Akibatnya krisis moneter yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997
dan berlanjut menjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan, sulit dan
belum dapat diatasi secara baik, sebab itu diperiukan kerja keras kita

semua guna bangkit kembali.

Untuk melaksanakan amanat Tap MPR-RI Nomor XI/MPR/1598
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme. Penyelenggaraan negara vang dilakukan oleh
lembaga-lembaga eksekutif, legisiatif, dan yudikatif harus sesuai
dengan tuntutan hati nurani rakyat, yakni adanya penyelenggaraan
negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugas secara sungguh-
sungguh  dan  penuh  tanggungjawab uniuk mewujudkan
penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari praktek korupsi,
kolusi, dan nepotisme disegala bidang agar dapat berdaya guna dan

berhasil guna

Untuk meletakkan landasan hukum yang kuat, bagi penyelenggara
nepara, agar dalam menjalankan fungsi dan tugas pemerintahan
nepara, terdapat kebebasan bertindak dan kewenangan mengambil

kebijakan baik oleh lembaga-lembaga eksekutif, [egeslatif maupun
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yudikatif. Namun, kebebasan dan kewenangan tersebut tetap harus
berdasarkan pada tujuan yang dibenarkan hukum dan dilakukan secara
wajar, pantas, jujur, serta terbuka, tidak sewenang-wenang, tidak
diskriminatif serta tidak meniadakan kepastian hukum, tunduk
sepenuhnya pada hukum yang berlaku. Semuanya ini merupakan

bagian dari prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Penyediaan perangkat hukum ini sekaligus sebagai upaya untuk
mempercepat memberikan kejelasan dan kepastian hukum kepada masyarakat,
bahwa pemerintah benar-benar ingin mewujudkan tekadnya untuk melakukan
pemberantasan praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan diharapkan
dapat mengembalikan'kepercayaan masyarakat terhadap penegakkan hukum
dan jaminan hukum, baik bagi investor dalam negeri maupun investor dari luar

negen.

Undang-undang tersebut merupakan implementasi Ketetapan MPR
Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Koiusi, dan Nepotisme yang berusaha untuk menciptakan tata

pemerintahan yang baik dan berwibawa (Good Governance).
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TINJAUAN UMUM PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28

TAHUN 1999 DENGAN PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE

A, Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999,

Berkaitan dengan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara, Pasal 3

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, menyatakan asas-asas

umum penyelenggaraan negara di Indonesia meliputi:2*

1.

2.

Asas Kepastian Hukum,

Asas Tertib Penyelengparaan Negara;
Asas Kepentingan Umum,

Asas Keterbukaan;

Asas Proporsionalitas;

Asas Profesionalitas; dan

Asas Akuntabilitas.

Selanjuinya pada Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun

1999, dinyatakan bahwa ; Asas Umum Pemerintahan yang baik adalah asas

yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum untuk

mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dar korupsi,

% Indonesia , Undang-Undang Penyelengearcon Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang No. 28 LN No. Tahun 1999, TLN No. 3851, Ps. 3.
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kolusi, dan nepotisme. Secara lebih terperinci, asas umum pemerintahan yang

baik diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, pada Pasal 3 dan

penjelasarmya, serta dalam hubungannya dengan good governance, dapat

dinyatakan sebagai berikut:

1.

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang
mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan
keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

Asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan
keteraturan, keselarasan, dan keseimbangan dalam pengendalian
penyelenggaraan negara

Asas kepentingan umumn adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan
umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat
untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif
tentang  penyelenggaraan negara, dengan tetap memperhatikan
pertimbangan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia
negara.

Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan
antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara

Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang
berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.
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7. Asas akuntabilitas adalah asas yang menetukan bahwa setiap kegiatan dan
hasil akhir dar kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang
kedaulatan tertinggi negara

8. Asas efesiensi dan efekfivitas adalah asas yang menentukan umtuk
memperoleh efesiensi dilaksanakannya desentralisasi, yaitu pemberan
otonomi yang luas supaya lebih efisien (berdaya guna) mengenai waktu
dan tenaga. Sedangkan untuk mencapai efektivitas (hasil guna) dilakukan

sentralisasi yaifu untuk keperluan ekonomi dan politik.

Dalam perkembangannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ini
ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Insiruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pererintah. Undang-Undang Nomor 28
tahun 1999, penyelenggara negara wajib menjalankan ftugasnya dengan
menjalankan prinsip kepemerintahan yang baik. Sementara itu, dalam Instruksi
Presiden Nomor 7 tahun 1999 dirumuskan prinsip pertanggungjawaban mikro
aparatur pemerintahan yang pada dasamya dilakukan guna menerapkan prinsip
akuntabilitas publik dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.*® Akan tetapi,
pertanggungjawaban yang dilakukan Kepala Lernbaga Administrasi Negara

tersebut sebenarnya lebih ditekankan pada pelaporan tertulis dan evaluasi yang

¥ Indonesin, Instriksi Presiden tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden
No. 7 tahun 1999, butir pertama.
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tidak mengandung efek yang kuat untuk menciptakan aparatur birokrasi
pemerintahan yang baik

Dengan mekanisme yang ditentukan dalam Instruksi Presiden Nomor
7 Tahun 1999 sebenarnya pemerintah kesulitan dalam menerapkan pedoman
berpemerintahan yang baik. Adapun pengawasan yang menjadi salah satu
bagian penting dalam konsep berpemerintahan yang baik juga tidak
mempunyai dorongan yang signifikan membentuk aparatur birokrasi yang
baik. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai prinsip berpemerintahan yang baik
periu diterapkan dengan konsep yang bersifat memaksa dan konsisten
(consistent and corcieve power) kepada birokrasi pemerintahan Negara.
Dengan kondisi sekarang ini tampaknya tepat uniuk menerapkan prinsip
tersebut mengingat birokrasi dewasa ini telah menjadi institusi yang
mengabaikan kepatutan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Dengan kata
lain, sudah selayaknya apabila prinsip berpemerintahan yang baik meletakkan
tanggung jawab mengenai kinerja birokrasi yang dikelola pemerintah kepada

hukum yang tegas dan konsisten.”’

Unituk memperkuat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1999 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme, maka kemudian banyak sekali aturan yang dibentuk,

sebagairnana diuraikan dibawah ini.

*! Husen Tskandar, “Prinsip-prinsip Akuntabilitas Birokrasi Pemerintahen,” Prajz 3 (Maret 1998),
him. 40.
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Tahun 1999 lahir Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai
pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi. Ada hal-hal penting yang diatur dalam Undang-

Undang ini adalah sebagai berikut :*2

1. Mengatur kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai
dengan tingkat penanganan perkara untuk dapat langsung meminta
keterangan tentang keadaan keuangan tersangka/terdakwa kepada bank

dengan mengajukan hal tersebut kepada Gubemur BI,

2. Menerapkan pembuktian terbalik vang bersifat terbatas atau berimbang,

3. Memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakaf untuk
berperan serta untuk membantu upaya pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana korupsi dan diberikan perlindungan hukum;

4. Mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi dalam waktu 2 tahun.

Pada tahun 2000 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dan
Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi. Peraturan ini dimaksudkan untuk mewujudkan hak dan tangpung

jawab masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih dari tindak

* Indonesie, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undeng-Undang No. 31
Tahun 1999. LN No. 140 Tahun 1959, TLN No. 3874,
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pidana korupsi.”® Peran serta masyarakat ini diwujudkan dalam bentuk antara
lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak
pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung
jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.™

Pada tahun 2001 Majelis Permusyawaratan Rakyat kembali
mengeluarkan Ketetapan MPR RI Nomor VIII Tahun 2001 tentang
Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme akibat adanya desakan kuat dari masyarakat yang
menginginkan terwujudnya berbagai langkah nyatz oleh pemerintah dan
lembaga-lembaga tinggi negara lainnya dalam hal pemberantasan dan

pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme.*®

Rekomendasi ini dimaksudkan untuk mempercepat dan lebih
menjamin efektivitas pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme
sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenppgaraan Negara

¥ Indonesia, Penjelasan Peraiuran Pemerintah tentong Tata Cara Pelaksanaan Peran Seria
Masyarakar dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, PP No, 71 LN No. 144 Tahun 2000, TLN No. 3995.

¥ Ibid.

¥ Indonesia, Kefetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Rekomendasi
Arah Kehijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. TAP Nomor VITT
Tahun 2001.
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yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta berbagai

peraturan perundang-undangan yang terkait.*

Arah kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang

dimaksud adalah *’:

1.

Mempercepat proses hukum terhadap aparatur pemerintah terutama aparat
penegak hukum dan penyelenggaran negara yang diduga melakukan
praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dapat dilakukan tindakan

administrafif untuk memperlancar proses hukum,

Melakukan penindakan hukum yang lebih bersungguh-sungguh terhadap
semua kasus korupsi, termasuk korupsi yang terjadi dimasa lalu, dan bagi
mereka yang telah terbukti bersalah agar dijatuhi hukuman yang seberat-
beratnya.

Mendorong partisipasi masyarakat luas dalam mengawasi dan melaporkan
kepada pihak berwenang berbagai dugaan praktek korupsi, kolusi, dan
nepotisme yang dilakukan oleh pegawai negeri, penyelenggara negara dan
anggota masyarakat.

Mencabut, mengubah, atau mengganti semua peraturan perundang-

undangan serta keputusan-keputusan penyelenggara Negara yang

* Ibid.

 1bid,
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berindikasi melindungi atan memungkinkan terjadinya korupsi, kolusi, dan

nepotisme.

5. Merevisi semua peraturan perundang-undangan yang berkenan dengan

korupsi sehingga singkron dan konsisten satu dengan lainnya

6. Membentuk Undang-Undang beserta peraturan pelaksanaannya untuk

pencegahan korupsi yang muatannya meliputi :

a

b.

g.

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Perlindungan Saksi dan Korban,

Kejahatan terorganisasi;

Kebebasan mendapatkan informasi;

Etika Pemerintahan;

Kejahatan Pencucian Uang;

Ombudsman,

7. Perlu segera membentuk undang-undang guna mencegah terjadinya

perbuatan-perbuatan kolusi dan/atau nepotisme yang dapat mengakibatkan

terjadinya tindak pidana korupsi.

Kemudian pada tahun 2001 diterbitkan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 fentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal-hal yang diatur antara lain

adalah sebapai benikut :

1. Perluasan sumber perolehan alat bukti yang sah;

Universitas Indonesla

Aspek-aspek hukum ..., Ulfiandri, FH Ul, 2010



39

2. Pembuktian terbalik sebagai ketentuan yang bersifat “premium remidium
dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus bagi Pegawai Negeri
Sipil dan penyelenggara negara

3. Pembuktian terbalik yang diberlakukan pada tindak pidana baru tentang
gratifikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang
diduga berasal dari salah satu tindak pidana;

4. Mengatur hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta
benda terpidana yang disembunyikan atau tersembunyi dan baru diketahui
setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan tetap. |

Tanggal 27 Desember 2002 juga telah diundangkan Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Undang-Undang ini lahir dalam rangka melaksanakan amanat Ketetapan MPR

RI Nomor VHI Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan

Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Pasal 43

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Presiden sebagai kepala pemenintahan dan kepala negara pada tanggal
9 Degember 2004 juga telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun
2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi untuk mengoptimalkan
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Instruksi tersebut

ditujukan kepada seluruh jajaran yang ada dibawahnya
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Menindak lanjuti Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 Menter

Pendayagunaan Aparatur Negara diantaranya telah menerbitkan :

Keputusan Nomor :Kep/94/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Umum
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi;

Surat Nomor SE/14/M.PAN/08/2005 penhal Tindak Lanjut Pelaksanaan
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004,

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan Keputusan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Kep/94/M.PAN/8/2005 dan

Surat Edaran Nomor SE/14/M.PAN/08/2005  tersebut, maka Badan

Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) diantaranya telah menerbitkan :

1.

Instruksi Kepala BPPT Nomor : Ol/INS/Kp/BPPT/V/2006 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi;

Peraturan Kepala BPPT Nomor 164/Kp/BPPT/V/2007 tentang Wajib
Lapor Harta Kekayaan Bagi Pejabat yang Memangku Jabatan Strategis
dan Potensial/Rawan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme Di Lingkungan
BPPT:;

Keputusan Sekretaris Utama Nomor : 25A/SETAMA/BPPT/VII/2008

tentang Organisasi dan Pengangkatan Tim Koordinasi, Monitoring dan

Unlversitas Indonesia

Aspek-aspek hukum ..., Ulfiandri, FH Ul, 2010



41

Evaluasi (KORMONEV) Dalam Ranpka Pengawasan, Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan BPPT.

Uraian tugas dan aktivitas tim kefja KORMONEY diantaranya adalah

sebagai berkut :**

1.

Bertanggungjawab atas terlaksananya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun
2004 di lingkungan BPPT;

Mengkoordinasikan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004
di lingkungan BPPT;

Menyusun petunjuk teknis KORMONEYV,

Bertanggung jawab atas pengeloaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat
Negara (LHKPN) di lingkungan BPPT dan peningkatan pengawasan dan
pembinaan aparatur;

Melakukan inventarisasi atas prilaku koruptif di lingkungan BPPT;
Bertanggungjawab atas peningkatan kualitas pelayanan publik,
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai Keputusan Presiden Nomor
80 Tahun 2003, pelaksanaan kesederhanaan hidup, dan pelaksanaan
terhadap dukungan kepada penegak hukum di lingkungan BPPT;
Bertanggungjawab atas penetapan kinerja, proram dan wilayah bebas
korupsi, dan kajian system yang menimbulkan korupsi di lingkungan

BPPT.

* Indonesia, Keputusan Seketaris Utama BPPT Pembentukan Orgaisasi dan Pengangkatan Tim Kerja
Kordinasi, Monitoring dan Evaluasi (KORMONEY) Dalam Rangka Pengawasan, Pencegahan dan
Pembherantasan Tindak Pidena Korupsi ] Finglungan RPPT, Keputusan
No.2Z5A/SETAMA/BPPT/VII/2008.

Universitas Indonesia

Aspek-aspek hukum ..., Ulfiandri, FH Ul, 2010



42

B. Pelaksanaan Geod Governance di Indonesia

Clean Government merupakan bagian penting dari good governance,
karena kemitraan antara Pemerintah organisasi masyarakat, dan swasta harus
bersinergi dengan baik Koordinasi atau hubungan kerjasama antara ketiga
aspek tersebut harus saling mendukung bukan melakukan praktek Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (KKN), yang akan merusak efisiensi.

Gejala-gejala kemandekan atau kebangkrutan (discontinuity) birokrasi
suatu negara dapat mempengaruhi laju kemajuan suatu negara. Salah satu
penyebab kemerosotan kualitas penyelenpparaan negara adalah kesalahan
manajemen birokrasi negara dengan menggejalanya korupsi di dalam tubuh
birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian tahun 2002 mengenai kondisi korupsi di
negara-negara seluruh dunia, yang dilaksanakan oleh Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) Internasional yang bemama Transperency International
(TT), secara jelas menunjukan bahwa Indonesia menduduki ranking 10 negar-a
terbawah, nomor 96 (diantara 95 sampai 102)* Artinya termasuk 10 negara
terkorup di dunia. Di dalam {aporan itu, Indonesia hanya berada di atas Kenya,
Angola, Madagaskar, Paraguay, Nigena, dan terakhir Bangladesh, yang
notabene adalah negara-negara sedang berkembang. Bila dibandingkan dengan
Singapura, negara ini menduduki ranking tertinggi, yaitu nomor 5 hanya di
bawah Finlandia, Denmark, New Zealand dan Iceland (antara 1 sampai 5),

artinya merupakan negara paling rendah korupsinya. Dengan kondisi birokrasi

% Sarundajang, Birokrasi dalam Otonomi Daerah, (Jakarta; Pustaka Sipar Harapan, 2003), him. 140.
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(good governance) yang buruk membuat Indonesia sangat sulit untuk bangkit
dari keterpurukan ekonomi akibat krisis. Hal ini berbeda dengan negara yang
kondisi good governance-nya lebih baik seperti Malaysia, Thailand, dan Korea
yang mudah bangkit dari krisis ekonomi yang dihadapi.

Pada tata pemerintahan yang buruk (bad governance), pemberantasan
korupsi akan sangat sulit dilakukan karena korupsi melibatkan beberapa pihak,
ada negara (public sector), swasta/pelaku usaha (privat sector), dan masyarakat
(civil society). Korupsi biasanya terjadi jika ada ketidakseimbangan hubungan
antara negara, civil society, privat sector.®® Pada masa Orde Baru bisa dilihat
hubungan sektor privat dan negara begitu kolusif sehingpa sebagian sumber-
sumber nepara jatuh kepada kelompok perorangan misalnya konglomerasi
tumbuh begitu pesat karena adamya proteksi dari negara dan rakyat menjadi
korban. Di dalam konsep good governance, yang dicari adalah keseimbangan
hubungan antara negara, masyarakat, serta negara dan sektor swasta
Kebijakan-kebijakan publik akan efektif jika proses pembuatan kebijakan itu
melibatkan ketiga pihak tersebut.

Mekanisme pasar dan demokrasi menjadi saringan pengambilan
kebijakan publik, khususnya kebijakan persaingan untuk melakukan kegiatan
(usaha) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bukan
keputusan berpihak, seperti: penunjukkan sepihak, monopoli dan proteksi

untuk kepentingan kelompok dan golongannya. Misalnya sistern pelelangan

“ Teten Masduki, “Implementasi Prinsip Good Governance di Indonesia,” Jurnal Keadilan - Pusat
Kajian Hukum dan Keadilan, Jakarla, 2002.
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(tender) yang jujur, adil, dan terbuka dalam proses procurement. Artinya yang
paling baik memenuhi persyaratan harga dan kualitas, sehingga prinsip penting
good governance yaitu akuntabilitas dan transparasi dapat terakomodir. Di
Indonesia prinsip-prinsip ini menjadi sangat sulit untuk diterapkan, karena
hubungan kerja pemerintah dan sektor swasta (pelaku ekonomi) di masa lalu,
bukan untuk menghasilkan yang paling efisien dan paling baik secara
ekonomis, melainkan hubungan penguasa yang kolusif. Penanganan kontrak-
kontrak bisnis menggunakan pendekatan kepentingan dengaan moral hazard
yang lebih dominan bukan merupakan kontrak yang fair deal. Pemberian hak-
hak monopoli atau oligopoli oleh pemerintah kepada pelaku usaha tertentu
yang menghambat proses persaingan sehat, dibidang industri dan perdagangan
seperti: impor mobil, cengkeh, jeruk, gula pasir, tepung terigu dan lain-lain.
Sinergi antara sektor publik (pemerintah) dengan sektor masyarakat
dan sektor swasta (khususnya dunia usaha) ke arah oufpuf transaksional
diharapkan dapat melahirkan efisiensi yang tinggi, dan ekonomis melalui
mekanisme pasar yang sehat. Upaya menyeimbangkan ketiga unsur tersebut
diatas merupakan tugas birokrasi pemerintah. Jika peran yang dimainkan tidak
mampu menjamin adanya kongruensi dan keterpaduan antara ketiganya, maka
akan terjadi ketidakseimbangan, karena ada kemungkinan satu komponen

mempengaruhi bahkan menguasai komponen lainnya *!

' Sarundajang, op cit., hlm. 156,
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Good governance merupakan suatu konsep ketika otoritas megara
dalam hal membuat kebijakan publik, hukum dan sebagainya sudah tidak
efektif lagi karena peran negara sudah tidak fungsional, tidak simpel, dan tidak
relavan dalam konteks perkembangan sosial ekonomi.** Berdasarkan studi
penelitian dari Booz-Allen and Hamilton tentang tata pemerintahan yang baik
(good governance) dalam lingkup Asean, bahwa Indonesia adalah negara
dengan tingkat good governance paling rendah dengan indeks 2,8 sementara
Singapura 8,9, Malaysia 7,7, Thailand 4,8, dan Philipina 3,474

Konsep birokrasi menuwut Hegel bahwa administrasi negara
(birokrasi) sebagai suatu jembatan yang menghubungkan antara negara
(pemerintah) dengan mesyarakatuya Adapun masyarakat itu terdin dan
kelompok-kelompok yang mewakili bermacam-macam kepentingan partikular
(khusus). Diantara keduanya itu birokrasi pemerintah merupakan medium yang
bisa dipergunakan untuk menghubungkan kepentingan partikular (khusus)
dengan kepentingan general (umum).**

Karl Marx mengelaborasi birokrasi dengan cara menganalisis dan
mengkritisi philosofi Hegel tentang negara. Marx berpendapat negara itu bukan

mewakili kepentingan umum. Tidak semua kepentingan umum (general) itu

® Masduki, op. cir.

® Rjant Nugroho Dwidjowijoto, Reinventing Indonesia, (Jakarda: PT. Elex Media Komputindo,
2001), him. 9.

“ Mifiah Thoha, Birokrasi dan Politik di Indonesia, Ed. 1. Cet. 3. (Jakarta; PT. Raja Grafindo
Persada, 2004), hlm. 22.
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ada, yang ada hanya kepentingan partikular yang memenangkan perjuangan
kelas sehingga kelas yang dominan itulah yang berkvasa. Birokrasi merupakan
instrumen vang dipergunakan oleh kelas yang dominan untuk melaksanakan
kekuasaan dominasinya atas kelas-kelas sosial lainnya. Dengan kata lain
birokrasi memihak kepada kelas partikular yang mendominasi tersebut.
Berdasarkan kc;nsep pemikiran tersebut maka birokrasi itu sendiri pada
tingkatan tertentu mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kelas yang
dominan pada pemerintzh ** Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konsep
Karl Mark tentang birokrasi menunjukkan bahwa keberadaan birokrasi
pemerintah memihak kepada kekuatan politik yang memerintah. Hegel
berpendapat sebaliknya, birokrasi berada ditengsh-tengah sebagai mediator
yang menghubungkan kedua kepentingan general (pemerintah) dan partikular
(kekuatan politik dalam masyarakat), dengan kata lain birokrasi Hegelian
menekankan posisi birokrasi netral terhadap kekuatan-kekuatan masyarakat
lainnya.

Analog dengan kondisi sejarah birokrasi di Indonesia, dimana
birokrasi (aparat pemerintah) pada masa pemerintah Orde Lama (ORLA)
maupun Orde Baru (ORBA) menjadi kendaraan politik kelompok mayoritas,
dan hanya dijadikan alat pencapaian tujuan kelompok dominan, seperti apa
yang dikemukakan oleh Karl Marx Birokrasi seharusnya seperti apa yang

dikemukakan oleh Hegel, yaitu adminisirasi negara (birokrasi) sebagai suatu

* Ibid., hlm. 23.
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jembatan yang menghubungkan antara negera (pemerintah) dengan
masyarakatnya Negara (pemerintah) dalam melaksanakan fungsinya
mengeluarkan regulasi (seperti dibidang ekonomi), hendaknya bersifat mediasi
dan tidak berpihak pada suatu kelompok atau bersifat netral. Apabila dikaitkan
dengan konsep good governance, maka konsep birokrasi Hegelian yang lebih

tepat untuk dijadikan dasar teori pemecahan masalah birokrasi di Indonesia.

1. Pengertian Good Governance

Krisis yang terjadi di Indonesia beberapa tahun terakhir
disebabkan oleh penyelenggaran pemerintahan yang tidak dikelola dan
diatur dengan baik Akibainya fimbul berbagai masalah seperti korupsi,
kolusi dan nepofisme yang sulit diberantas, penegakan hukum yang sulit
begalan, monopoli dalam kegiatan ekonomi, serta kualitas pelayanan
kepada masyarakat yang memburuk.

Penyelengaraan pemerintahan yang baik adalah landasan bagi
pembuatan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era
globalisasi. Fenomena demokrasi ditandai dengan menguatnya kontrol
masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sementara fenomena
globalisasi ditandai dengan saling keterganfungan antar bangsa, terutama
dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi dan dunia bisnis.

Oleh karena itu, tata pemenntahan yang baik perlu segera
dilakukan agar segala permasalahan yang timbul dapat segera dipecahkan

dan juga proses pemulihan ekonomi segera dapat dilaksanakan Disadar,
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mewujudkan 1ata pemerintahan yang baik membutuhkan waktu yang
panjang dan disertai upaya yang terus menerus. Selain itu, diperlukan juga
membangun kesepakatan antara komponen-komponen bangsa yaitu para
aparatur negara, pihak swasta dan masyarakat madani untuk menumbuh
kembangkan rasa kebersamaan dalam rangka mencapai tata pemerintahan

yang baik.*

Pendapat Safri Nugraha mengenai Good Governance atau tata

pemerintzhan yang baik adatah ;*’

“pada dasawara terakhir, berkembang istilah governance dan good
governance yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan dalam
suatu nepara Secara umum, governance adalah fhe process of
decision making and the process by which decisions are implemented
{or not impiemented) atau proses pembuatan keputusan dan proses
bagaimana keputusan diimplementasikan atau tidak di berbagai
tingkat pemerintahan. Istilah governance dapat digunakan dalam
berbagai keperluan seperti corporate governance international
Bovernance, national governance, dan local governance. Pemerintah
merupakan salah satu pelaku dari governance, sedangkan pelaku
lainnya adalah lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama,
universitas, koperasi, dan pihak yang terkait lainnya

Istilah governance menurut Bappenas*® adalah -

% Loina Lalolo Krina P, “Indikator & Alat Ukur Prinstp Akuntabilitas, Transparansi, & Partisipasi®,
<http:/fwww, goodgovernancebappenas.go.id/konsep files/good%20 povenence. pdf>

# Safii Nugreha, et. al, Hukum Adminisirasi Negara, Cel. Perlama, (Depok: Fakultas Hukum
Universilas Indonesia, 2005), him. 4.

® «Good Publik Governance,” <hitp://www.goodgovernancebappenas.go.id/seloetariat htm>
Diakses 13-10-06,
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“Dalam persepekiif Bappenas, governance merupakan istilah umum
(general term) mengenai suatu altemative pengelolaan masyarakat
(society) dan organisasi (organization) dalam menjalankan kehidupan
berbangsa dan bernegara. Walaupun demikian, Bappenas menyadari
bahwa pengertian good governance bervariasi dari waktu ke waktu,
dan dari suatu tempat ke tempat lainnya ™

Menurut United Nations Economic and Social Commission for
Asia and the Pacific (UNESCAP), governance berarti “the process of
decision-making and the by wich decisions are implemented (or not
implemented)”.” Terminologi  governance dapat digunakan dalam
beberapa konteks vaitu infernational governance, national governance dan
local governance. Lembaga Administrasi Negara memberikan pengertian
governance scbagai proses penyelengparaan kekuasaan negara dalam
melaksanakan penyediaan public good and services.”® Menurut United
Nations Development Programme (UNDP)*!
“governance is defined as the exercise of political, economic, and
administrative authority to manage a nation’s affair at all levels. It 's
complex mechanisms, process, relationships and institutions through

which citizens and group articulate their interests, exercise their
rights and obligations and mediate their difference.”

® “Whar is Good Governance” <hutp./fwww.unescap.org/pdd/prs/Project Aclivities/ Ongoing/
gg/govemnance asp>

% HR. Syaukani, Akses dan Indikator Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, (Jakaria:
LKHK Ctda, 2003), him. 14.

3 “Dokumen Kebijakan UNDP : Tala Pemerinishan Menunjang Pembangunan Manusia
Berkelanjulun”, dulum bullelin informesi Program Kemitraan unluk Pembaharusn Tata Pemerintahan
Di Indonesia, 2000.
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Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan
lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat
mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi
kewajiban dan menjembatani perbedaan di antara mereka Pendapat lain
mengenai pengertian governance adalah mekanisme pengelolaan sumber
daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan
sektor non pemerintah dalam suatu usaha kolektif *> Pengertian yang
terakhir menunjukan bahwa banyak aktor yang terlibat dimana tidak ada
yang dominan yang menentukan gerak aktor lain. Pesan pertama dan
terminologi governance membantah pemahaman formal tentang
bekerjanya institusi-institusi negara. Governance mengakui bahwa dalam
masyarakat terdapat banyak pusat pengambilan keputusan yang bekera

pada tingkat yang berbeda.

Istilah “good governance” sebagaimana dikemukakan Prajudi

Admosudiradjo yang dikutip oleh Rukiah Handoko™ menyatakan bahwa :

“akhir-akhir ini kembali masalah Good Governance (Behoorlijk
BestUndang-Undangr) baik public governance (openbaar) maupun
corporafe governance (bedrijfshestUndang-Undangr) merupakan
bahan wacana yang hangat. Konsep governance berasal dari bahasa
Perancis “gouverner” atau “governing” dalam bahasan Inggris
merupakan perkembangan dari government Pada waktu ini ada
semacam “gerakan” di beberapa kalangan di Amerika Serikat untuk
menggantikan fungsi Pemerintah “government” (pemerintahan atau
Penguasa) dengan gavernance (pemberdayaan dan pengarahan).”

 Meuthia Ganie-Rochman, “Geod Governance : Prinsip, Komponen, dan Penerapannya,” dalam
HAM : Penyelengparasn Negara yang Baik & Masyarakat Warga, (Jakarla: Komnas HAM, 2030).
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Berdasarkan pengertian tersebul, good governance dapat
diartikan pemberdayaan dan pengarahan kepemerintahan yang batk. Unsur-
unsur kepemerintahan dalam hal ini bukan hanya Pemerintahan
(governance). Tata kepemerintahan yang baik merupakan suatu kondisi
yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi dan
keseimbangan peran serta adanya saling mengontrol yang dilakukan tiga
komponen, yakni pemerintah atau negara (state), rakyat (society) atau civil

society, dan usahawan (private sector).”

Pemerintah

.

Swasta
Rakyat

Ketiga komponen diatas mempunyai tata hubungan yang sama
dan sederajat. Negara atau pemerintah (s/ate) sebagai salah satu unsur
governance, di dalamnya termasuk lembaga-lembaga politik dan lembaga-
lembaga sektor publik tugas terpenting suatu negara adalah mewujudkan

pembangunan manusia vang berkelanjutan  (sustainable  human

 Suzanne Taschereau dan Campos, Jose Edgardo L. Building Govermment Citizen-Business
Parmerships, (Oltawa: Insiitute on Governance, 1997).
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developmenf) dengan meredefinisi peranan pemerintsh dalam
mengintegrasikan sosial, ekonomi dan melindungi lingkungan, melindungi
kerentanan dalam masyarakat (the vulnerable in the population),
menciptakan komitmen politik mengenai restrukturisasi ekonomi, sosial
dan polittk, menyediakan infrastuktur dan pelayanan politik,
desentralisasi dan demokratisasi pemerintahan, memperkuat financial dan

kapasitas administrative pemerintah lokal.

Terselenggaranya good governance di tingkat pusat tentu akan
membuka ruang bagi terselenggaranya good local governance di tingkat
provinsi, kabupaten, maupun kota. Sistern pemerintahan yang baik akan
menciptakan lingkunpgan yang kondusif bagi akfivitas pasar dan sekior
swasta untuk menciptakan barang dan jasa. Kebutuhan masyarakat akan
terpenuhi dengan baik. Sebaliknya, sistem pemerintahan yang buruk akan
menghambat kinerja aktivitas pasar dan sektor swasta yang berdampak
pada kehancuran ekonomi, terbengkalainya kebutuhan dan pelayanan
publik, ditambah dengan meningkatnya angka pengangguran akibat

terhambainya usaha di berbagai bidang sektor swasta

Pemerintah dan sektor swasta mempunyai korelasi yang sangat
erat dalam suatu bingkai kerja yang disebut “incentives and rewards”
yang bermanfaat secara ekonomis bagi individu dan organisasi yang
memiliki kinerja yang baik. Sektor swasta meliputi perusahan swasta yang

bergerak di berbagai bidang dan sumber informal lain di pasar. Sektor
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swasta dibedakan dengan masyarakat karena sektor swasta mempunyai
hubungan dan pengaruh yang sangat besar terhadap kebijakan sosial,
polotik dan ekonomi yang dapat menciptakan lingkungan yang lebih

kondusif bagi pasar dan perusahaan itu sendin.

Penyelenggaraan kepemerintahan bukan hanya bergantung pada
negara yang mampu pemerintah dan sektor swasta yang mampu
menyediakan pekerjaan dan penghasilan namun tergantung pula pada
masyarakat. Masyarakat terdini dari individual maupun kelompok (baik
yang terorganisasi maupun tidak) yang berinteraksi secara sosial, politik,
dan ekonomi dengan aturan formal maupun informal. Masyarakat meliputi
organisasi masyarakat sipil yang memfasilitasi interaksi sosial dan politik,
serta yang memobilisasi berbagai kelompok dalam masyarakat uniuk

terlibat dalam aktivitas sosial, ekonomi dan poltik.

Organisasi masyarakat sipil tidak hanya melakukan checks and
balances terhadap kewenangan kekuasaan pemerintah dan sektor swasta,
namun juga dapat memberikan kontribusi dan memperkuat unsur
pemerintah dan sektor swasta.” seperti telah dijelaskan di atas mengenai
masing-rasing unsur, maka ketiga unsur tersebut harus seimbang, seperti
vang tergambar dibawah ini, agar tidak timbul chaos dan tidak

menimbulkan tata pemerintahan yang kurang serasi.

M Syaukanpi, op. ¢if., him. 19.

Universitas Indonesla

Aspek-aspek hukum ..., Ulfiandri, FH Ul, 2010



54

Konstelasi keseimbangan dari tiga komponen tersebut
membawa pengaruh yang sangat besar terhadap terciptanya tata
pemenintahan yang baik. Fungsi menyeimbangkan ini tidak mudah karena
seringkali tergoda oleh penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh
pembuat kebijakan. Pembuat kebijakan biasanya bekerja dalam wilayah
politik, sedangkan administrasi publik berada di wilayah birokrasi publik
Penggambaran dari tiga komponen itu dalam pengalaman sistem
pemerintahan Indonesia hingga kini mengalami beragam bentuk.

Ketika pemerintahan pertama setelah merdeka hubungan antara
rakyat dengan pemerintzh atau nepgara sangat baik. Sementara itu peranan
sektor swasta belum begitu nampak. Hanya hubungan sebatas untuk
berjuang bersama menegakan kemerdekaan saja. Setelah itu Presiden
Sukarno mulai memberikan angin bagi beberapa usahawan untuk ikut
berperan dalam konstelasi keseimbangan. Peranan pemerintah masih
sangat besar, namun selang beberapa bulan kemudian peran rakyat melalui
partai polittk mulai tampak berpengaruh Keadaan ini berlangsung lama
dan mulai merisaukan militer dan Presiden Soekarno sendiri sehingga pada
akhimya Presiden Soekarmo memutuskan untuk kembali ke Undang-

Undang Dasar 1945 yang memberikan peran besar kepada pemerintah,
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Pada seat pemerintah memegang kendali kekuasaan inilah Presiden
Soekarno memberikan kelongparan kepada para usahawan untuk ikut

berperan, seperti yang terlihat dalam diagram dibawah ini >

F

Swasta
Pemenintah

Swasta

Rakyal

Ketika Orde Baru, konstelasi keseimbangan ketiga komponen
tersebut beralih tekanannya Peran pemerintah sangat dominan, rakyat
terpuruk pada posisi paling bawah Sementara itu, konglomerat atau
usahawan memperoleh kelonggaran peran oleh pemerintah yang
menghimpit peran rakyat, bahkan bisa dikatakan peran konglomerat
berada di atas penguasa pemerintah. Tidak bisa di pungkiri bahwa selama
pemerintah orde baru hubungan antara komponen pemerintah dan
usahawan ini sangat erat sehingga timbul sebutan adanya kolusi, korupsi

dan nepotisme. Hal dimikian dapat terlihat dalam diagram berikut :*®

% Thoha, ap. cit., hlm. 67.

* Ibid. , hal , 68,
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Swasta

Pemerintah

Rakyat

Timbulnya korupsi adalah salah satu penyakit yang
menghalangi terciptanya tatanan kepemerintahan yang baik, karena pada
hakekainya keseimbangan peram dari ketiga komponen tersebut berat
sebelah. Peran pemerintah yang sentral memberikan kontribusi yang besar
terhadap komponen sektor swasta tanpa diimbangkan peran rakyat untuk
mengontrolnya. Komponen rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi
di negara ini memberikan sebagian kekuasaanya kepada pemerintah.
Dengan demikian kekuasaan pemerintah yang berasal dari rakyat tersebut,
agar bisa dijalankan dengan baik harus diimbangi dengan pengawasan
yang dilakukan rakyat.’’

Perubahan  paradigma  tentang  pemerintah  dalam

penyelenggaraan negara merupakan perkembangan sistem ketataneparaan

37 Ibid. , him. 69.
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yang telah menjadi pemikiran global di berbagai negara Peranan
pemerintah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
semakin luas. Kecendrungan pemeriniah sebagai penguasa tunggal dalam
penyelenggaraan negara akan berdampak pada proses pelaksanaan
pembangunan.

Meskipun mengakui tedapat banyak aktor yang fterlibat,
governance bukanlah suatu yang terjadi secara tidak terduga. Ada aturan
main yang wajib diikuti oleh aktor-aktor yang bermain di dalamnya
dengan peran yang berbeda Salah satu aturan main yang penting adalah
adanya wewenang yang dijalankan oleh negara Namun yang perlu diingat
adalah dalam konsep governance, wewenang diasumsikan tidak diterapkan
secara sepihak, melainkan melalui semacam konsensus dari aktor-aktor
yang berbeda. Oleh karena itu, karena melibatkan banyak pihak dan tidak
bekerja berdasarkan dominasi pemerintah, maka aktor-aktor di luar
pemerintah harus memiliki kompetensi untuk ikut membentuk,
mengontrol, dan mematuhi wewenang yang dibeniuk secara kolektif.

Eksistensi pemerintah sebagai penanggung jawab pemerintahan
memerlukan paradigma baru dalam menjalankan roda pemerintahan
Konsep negara dalam penyelenggaraan pemerintahan di berbagai negara
maju dan berkembang telah mengalami perubzhan Fungsi dan tugas
pemenntah dalam mengatur dan mengurus masyarakat hukum harus
dilakukan melalui pemberdayaan dan pendayagunaan potensi masyarakat

dalam kemitraan terhadap pelaksanaan pembangunan. Konsep kemitraan
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pembangunan tersebut telah merubah paradigma terhadap keberadaan
eksistensi pemerintah Konsep kemifraan pembangunan tersebut

dimaksudkan sebagai bentuk lain dari governance (kepemerintahan).
Safri Nugraha® menyatakan :

“Secara umum, definisi hukum tentang governance di berbagai
negara belum dapat memberikan definisi yang tepat dan jelas yang
mengenai hal tersebut. Sebagai contoh, Uni Eropa memberikan
definisi tentang governance scbagai berikut : rules, proceses and
behaviour that affect the way in which powers are exercised at
European level, particular as regard openness, participation,
accountability, effectiveness, and coherence. Definisi yang seperti ini
merupakan definisi yang berkaitan dengan aturan-aturan, segala
proses dan tingkah laku yang mempengaruhi pemerintah dalam
melaksanakan kekuasaan pemerintahannya melalui berbagai aktivitas
yang dilakukan oleh administrasi negara. Namun demikian dapat
disimpulkan bahwa penerapan governance tidak dapat dilepaskan dari
berbagai aktivitas yang dilakukan cleh administrasi negara, baik di
pusat maupun di daerah. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan yang
ditetapkan oleh Intermational Moneter Fund (ZAMF) bahwa the
responsibility for governance issues lies first and foremost with the
national authoriries. Oleh karena itu | tanggung jawab utama untuk
menerapkan Good Governance di suaty negara memang berada di
tangan pemerintah, dan administrasi negara sebagai pelaksana
kegiatan pemerintahan sehari-hari merupakan unsur utama yang dapat
menentukan keberhasilan penerapan Good Governance melalui
aktivitas-aktivitas pemerintahan yang mereka Iaksanakan setiap hari,”

2.  Prinsip-Prinsip Good Governance
Tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan. Keadilan dalam
perspektif negara hukum adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat

suatu negara yang bersangkutan. Dalam mewujudkan kesejahteraan

* Nugraha, op. cit., hlm. 12.
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masyarakat diperiukan konsep pembangunan strategis. Dealam
perkembangan negara hukum pada saat ini, konsep Good Governance
dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara merupakan solusi

dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya, menurut Safri Nugraha™

“istilah good governance mempunyai berbagai tefjemahan Indonesia.
Sebagai comtoch terjemahan yang sering dipakai adalah
kepemerintahan yang baik, tata kelola, tata pemerintahan, dan tata
pamong. Secara umum, good governance mempunyai delapan
karakteristik utama, vaitu :

Farticipation;

Rule of law;

Transparency;
Responsiveness;

Consensus oriented;

Equity and enclusiveness;
Effectiveness and efficiency;
Accountability.

80N O ln A Lo by

Adapun karekteristik good governance menurut Bappenas®

adalah :

“beberapa karakteristik penting good governance yang dapat dijadikan
acuan adalah : pembagian/pemisahan kekuasaan (government
powers), pengawasan dan keseimbangan (checks and balances),
tranparansi (fransparency), partisipasi (participation), akuntabilitas
(accountability), desentralisasi (decentralization), dan penegakan
hukum (rule of law including respect for human rights).”

_w Nugraha, et. al, op.cit., him. 4.

€ “Good Publik Gavernance,” op.cit.
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Selain itu, menurut United Nations Economic and Sccial
Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) terdapat 8 karekteristik
good governance yaitu partisipasi, orientasi pada konsensus, akuntabel,
transparan, responsif, efektif dan efisien, wajar dan harus berdasar hukum,
Kedelapan karakteristik tersebut dapat mengurangi korupsi, lebih aspiratif
terhadap suara kaum minoritas dan karakteristik yang terdapat dalam
prinsip good governance dapat lebih responsif terhadap kebutuhan

masyarakat pada saat ini dan masa yang akan datang *'

Consensus oriented

Participate
Transparent

Follows the rule of law
Responsive

Effective and Efficient
and inclusive

J

GOOD

GOVERNANCE

\

4

Accountabie

Equitable

Sedangkan

United  Nations

Development  Program

merckomendasikan beberapa karakteristtk good governance yaitu
legitimasi politik, kerjasama dengan institusi masyarakat sipil, kebebasan
berasosiast dan berpartisipasi, akuntabilitas birokratis dan keuangan,
manajemen sektor publik yang efisien, kebebasan informasi dan ekspresi,

sistem hukum yang adil dan dapat dipercaya. World Bank® juga

' Bhat is good governance”

52 Krina P, op.cit.

,0p-cil.
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mengungkapkan sejumlah karekteristik good governance yaitu masyarakat
sipil yang kuat dan partisipatoris, terbuka, pembuatan kebijakan yang
depat diprediksi, eksekutif yang bertangpungjawab, birokrasi yang
professional dan aturan hukum.

Masyarakat Transparansi Indonesia®® menyebutkan sejumlah
indikator seperti transparansi, akuntabilitas, kewajaran dan kesetaraan
serta kesinambungan. Asian Development Bank® juga menegaskan
adanya konsensus umum bahwa good governance dilandasi oleh 4 pilar
yaitu akuntabilitas, transparansi, pembuatan kebijakan yang dapat
diprediksi, dan partisipasi.

Peranan hukum dalam pranata sosial serta hubungan antara
individu dengan individu dan hubungan individu dengan negara
merupakan suatu keniscayaan. Para pelaku governance (governance, civil
society, and stakeholders) dalam pemberdayaan dan pendayagunaannya
harus diatur dalam suwatu konsep hukum (positif) sehingpa upaya
pencapaian sasaran tujuan akan tercapai secara efektif,

Ketiadaan Hukum Administrasi Negara (substantif) akan

berdampak pada ketidakpastian hukum. Hal ini sebagaimana dinyatakan

@ “Prinsip-Prinsip Goed Governance” ,<hllp // www.lmsparansi.or.id> /pilih=lihat good governance

&id=3.

# Asian Development Bank, “Efements of Governance™, hitp:/fwww.adb.org/Governance/gov
elements.asp.
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oleh Safri Nugraha® dalam suatu wawancara dengan harian Kompas,

bahwa ;

“apa darnpak ketiadaan hvkum administrasi negara ini 7 Tak ada
kepastian hukum. Misalnya, tidak ada yang tahu hak dan kewajiban
publik atau hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan, misalnya
soal good governance itu tidak hanya bicara soal pejabatnya, tetapi
juga organisasi dan masyarakatnya. Kalau tak ada hukum
administrasi, juga sulit menentukan kriteria apakah suatu organisasi
dibutuhkan atau tidak Kemudian sampai berapa jauh rentang
pengawasan birokrasi. Sekarang banyak sekali lembaga penpawasan,
tetapi apa hasilnya? Toh, KKN tetap ada.”

Permasalahan ketidakpastian hukum sebagaimana pendapat
Prof. Safri Nugraha tersebut merupakan indikator dari permasalahan good

governance, sebagaimana menurut pendapat Satya Arinanto® :

“Good Governance telah menjadi isu penting di dunia dewasa ini.
Menurut Transperency Internasional (T1), suatu lembaga yang banyak
meneliti dan mempublikasikan masalah-masalah yang berkaitan
dengan hal ini, indikator good governance mencakup sekurang-
kurangnya 21 bidang sebagai berikut : (1) Legisiature, (2) executive,
(3Wudicary, (4) Ombudsman, (5) Anti-corruption Government, (6)
public Service, (7) Local Government, (8) Media, (9)Civil Society,
(10) Private Sector,(11} International Agencies, (12) Elections, (13)
Administrtive Law, (14) public Service Ethnics, (15) Conflic of
Interests, (16) Public Procurement, (17) Good Financial
Management, (18) Access to Information, (19) Citizen Voice,
(20)Competition Policy, dan (21)Fighting Corruption.”

Dengan demikian, pemerintah sebagai penyelenggara

pemerintahan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya diberikan

¢ Safri Nugraha, *“Negara Perlu Hukum Administrasi, “Kompas (14 Oktober 2006 y:5.

* Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia,Cet. 2, (Jakarta; Pusal Studi Hukum Tata Negara Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 273 — 274,
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kebebasan (diskresi atau freies ermessen), akan tetapi pelaksanaan diskresi
tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku serta asas-asas umum pemerintah yang baik

Kepemerintahan yang baik (governance publik) harus
berdasarkan prinsip-prinsip hukum. Hal ini sebagaimana Rukiah
Handoko®” menyatakan

“prinsip-prinsip hukum Govemance publik yang baik ini terdiri dar
dua golongan teori yang sebenamya atau seharusnya harus diketahui
secara luas oleh semua pihak yang bersangkutan, yakni (1) teori-teori
tentang persyaratan permohonan serta jenis-jenis keputusan
(beschiking) yang dimungkinkan oleh hukum Indonesia, dan (2) teori-
teori tentanp syarat-syarat keabsahan suatu keputusan administratif,
penetapan atau beschikking. Berdasarkan teori-teori tersebut di atas
maka dapatlah dikembangkan struktur dan mekanisme evaluasi
tethadap ‘pemerintahan yang baik’ di masing-masing departemen,
propinsi dan daerah-daerah otonom. Organisasi evaluasi itu, misalnya
dapat merupakan bagian dari fungsi Kementrian Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) atau inspektorat jenderal,
untuk mengadakan evaluasi secara berkala”

Dalam perkembangan paradigma baru, konsep pemerintahan
yang bersih dan berwibawa (clean government, good government) kearah
pemberdayaan dan pengarahan kepemerintahan yang baik (good
governance) dapat dilihat dari upaya strategi pembangunan yang
melibatkan seluruh lapisan masyarakat terkait dengan tenggung jawab

pelaksanaanya barada dalam kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan

% Rukjah Handoko, “Prinsip-Prinsip Hukum Govemance Publik vang Baik,” Hiwdum dan
Pembangunan 2 (April — Juni 2002} : 197.
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fungsi dan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk memperkaya perbendaharaan, pengertian good governance, Bintoro

Tjokroamidjojo™ menyatakan bahwa :

“Good Governance  adalah suatu sistem dan proses dalam
penyelenggaraan  pemerintahen  dan  pembangunan  yang
mengindahkan prnsip-prinsip supermasi hukum, kemanusiaan,
keadilan, demokrasi, partisipasi, transparansi, profesionalitas dan
akuntabilitas, serta memiliki komitmen yang tinggi terhadap tegaknya
nilai-nilai dan prinsip desentralisasi, daya guna, hasil guna
kepemerintahan yang baik, bertanggungjawab dan berdaya saing.”

Upaya pemerintahan untuk melayani kepentingan umum dapat
dilakukan dengan strategi penerapan prinsi-prinsip good governance.

Menurut GH. Addink®:

“it is very interesting fo see that in the White Paper the Commission
has mentioned and develoved five principles Good Governance:
openes, parficipation, accountability, effectiveness and coherence,
But also earlier-in the White Paper on Administrative Reform that
was adopled by Commission on 1 March 2000-key principles of
European Public Administration were siressed on Services,
independence,  responsibility,  accountabiliry, efficiency and
transparency; these elements were elaborated in a rather limited way
in the Commision's Code of Good Administrtive Behaviour.”

Jumlah komponen atau prinsip atau karakter good governance

sangat bervariasi antar institusi. Namun setidaknya ada tiga prinsip yang

%8 Tjokroamidjojo, op. ¢it., hlm. 7.
 Safri Nugraha, Reading Material : Birokrasi & Good Governance, (Jakarta: Program Pascasarjana
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004}, him. 328,
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dianggap sebagai prinsip utama yang dilandasi good governance yaitu
akuntabilitas, iransparansi dan partisipasi.

Ketiga prinsip tersebut tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, ada
hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi, masing-masing
edalah instrument yang diperlukan untuk mencapai prinsip lainnya, dan
ketiganya adalah instrument yang penting untuk mencapai good
governance. Hal pertama adalah mengenai akuntabilitas. Dan menurut

Allan Rossenbaum’™®

“there is no issue more cenfral to good governance than
accountability of those in government fo their citizen particular.
Consequently, there is no issue more to any discussion fo challenges
Jacing government and civil servants, either now or in 2ist century,
than the martter of commitment to a high degree of accountability.”

GOOD GOVERNANCE

AKUNTABILITAS

o Equitable
» Responsive
Transparences > \_ =~ coreeeeeeee

" Allan Rossenbaum, Good Governance, Accourtability and Civil Servants, htiip:/Awww, umpanl . un.
org/intradocs/proups/public/documents.
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Akuntabilitas merupakan istilah yang diterapkan guna mengukur
apakah dana publik telah digunakan imiuk tujuan sebagaimana dana publik
tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal”'  Dalam
perkembangannya, akuntabilitas digunakan juga bagi pemerintah untuk
melihat akuntabilitas efisiensi ekonomi program Usaha-usaha tadi
berusaha untuk mencari dan menemukan apakeh ada penyimpangan staf,
inefisiensi, dan ada prosedur yang tidak diperlukan, Chandler and Plano,”
menyebutkan akuntabilitas sebagai “refers fo the institution of checks and
balances in an administrative system.” Akuntabilitas menunjuk pada
institusi mengenai checks and balances dalam sistem administrasi.
Akuntabilitas berarti menyelenggarakan penghitungan (accoun?) terhadap
sumber daya atau kewenangan yang digunakan

Prinsip akuntabilitas menuntut dua hal yaitu kemampuan
menjawab dan konsekuensi. Komponen pertama berkaitan dengan tuntutan
bagi aparat untuk menjawab sacara periodik setiap pertanyaan yang
berkaitan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka,
kemana sumber daya telah dipergunakan dan apa saja yang telah dicapai

dengan menggunakan sumber daya tersebut. Miniam Budiardjo

* Syaukani, op. cit., hlm. 25,

7 Ralph C Chandler dan Jack C. Plano, The Public Administration Dictionary, (New York: John
Wiley, 1992), him.107.
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mendefinisikan akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang
diberi mandat untuk memerintah kepada yang memberi mandat itn.”
Akuntabilitas  bermakna  pertanggungjawaban  dengan
menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai
lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan
sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi. Lembaga yang
dimaksud adalah eksekutif, yudikatif, dan legislatif Akuntabilitas publik
merupakan landasan bagi proses penyelenggarasn pemerintahan. Hal
tersebut  diperlukan = karena  aparatur  pemerintah  harus
mempertanggungjawabkan tindakan dan pekerjasnnya kepada publik dan
organisasi tempat kerjanya.” sehubungan dengan hal ini, Jabra dan
Dwivedi”, mengemukakan :
“accountability is the fundamental prerequisite for preventing the
abuse of delegated power and of ensuring instead thai power is
directed toward the achievement of broadiy accepted national goals

with the greatest possible degree of efficiency, effectiveness, probity,
and produce.”

P Miriam Budiarjo, Menggapai Kedaulatan Untuk Rakyat, (Bandimg: Mizan, 1998), him. 107-120

™ Irfan Islamy, “Agenda Kebijakan Reformasi Administrasi Negara” (Pidato Pengukuhan Jabatan
Guru Besar dalam Thnu Kebijakan Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijava
Malang, 1 Agustus 1998), him. 15.

7 Ibid, hal, 8.
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Kemudian berdasatkan the oxford Advance Learner’s
Dictionary  yang dikutip oleh Lembaga Administrsi Negara™ |
akuntabilitas diartikan sebagai “ required or expected to give an
explanation for ome's action.” Menurut Asian Development Bank,”’
“accountability Is Imperative to make public officials answerable for
government behavior and responsive to the entity from which they derive

their authority.”

Dengan demikian akuntabilitas merupakan kewajiban untuk
memberikan pertanggungjawaban  atau menjawab dan menerangkan
kinerja atas tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan suatu
organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan uniuk
meminta keterangan atau pertanggungjawaban.”® Alkuntabilitas publik
dengan demikian menghendaki birokrasi publik dapat menjelaskan secara
transparan dan terbuka kepada publik mengenai tindakan apa yang telah

dilakukan.

% Ibid., hal. 21.

™ Accountability”, www.adb,org/downloads/policies/povernance/gov3 1 0.asp?p=policies

™ Krina P. op. cit.
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Meririt- Irfan- Islamy,” tojuan dari- hat tersebut adalah umtuk
menjelaskan. bagaimana pertanggungjawaban yang hendak dilaksanakan,
metode apa yang dipakai untuk melaksanakan tugas, bagaimana realitas
pelaksanaannya dan apa dampaknya Dengan adanya penjelasan secara
transparan dan terbuka, masyarakat atau publik menjadi tahu tentang apa
yang telah dilakukan birokrasi publik, berapa besamya anggaran yang
digunakan, dan bagaimana hasil tindakan

Romzek dan Dubnick, seperti yang dikutip dalam Syaukani,
menyatakan bahwa akuntabilitas dalam pengertian yang luas melibatkan
lembaga politik dan birokrat untuk mengendalikan bermacam-macam
harapan yanp berasal dari dalam maupun dari Iuar organisasinya Strategi
untuk mengendalikan harapan akuntabilitas administrasi publik akan
melibatkan dua faktor kritis yaitu bagaimana kemampuan mendefinisikan
dan mengendalikan harapan yang diselenggarakan oleh keseluruhan
lembaga khusus di dalam maupun di luar organisasi dan mengenai derajat
kontrol keseluruhan terhadap harapan yang telah didefinisikan.

Dengan  demikian, akuntabilitas administrasi  publik
sesungguhnya berkaitan dengan cara birokrasi publik mewujudkan
harapan publik. Untuk mewujudkannya, tidak saja bergantung pada

kemampuan birokrasi publik di dalam mendefinisikan dan manajemen

® Istamy, op. cit., 15.
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harapan publik namun bergantung pada kemampuan pubbk dalam
melaksanakan kontrol atas harapan yang telah didefenisikan, baik yang
dilakukan oleh lembaga konirol resmi maupun para politisi dan
masyasrakat. Birokrasi publik dapat dikatakan akuntabel apabila dapat
mewujudkan harapan publik yaitu pelayanan publik yang profesional dan
kepuasaan publik.®

Selanjutnya adalah ftransparansi. Transparansi merupakan
prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk
memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yakni
informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanzannya serta
hasil-hasil yang dicapai .** Transparansi berarti adanya kebijakan terbuka
bagi pengawasan Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah
informasi mengenai setiap aspek kebijakan. pemerintah yang dapat
dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi  diharapkan akan
menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan di buat
berdasarkan pada preferensi publik.>*

Transparansi merupakan konsep yang sangat penting dan
menjadi semakin sejalan dengan semakin kuamya keinginan untuk

mengembangkan praktik good governance. Praktik good governance

5 Syaukani, ep. ¢if., him. 26.

® Buku Pedoman Pengustan Pengamianan Program Pembangunan Daersh, Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional & Departemen Dalam Negeri, 2002, hhn, 18,

€ Genie, op.cir., him. 151.
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mensyaratkan adanya fransparansi dalam proses  penyelenggaraan
pemerintah secara keseluruhan Pemerintah dituntut untuk terbuka dan
menjamin akses stakeholders terhadap berbagai informasi mengenai
kebijakan pubfik , alokasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan, serta
pemantauan dan evaluasi pelaksansan kebijakan. [mformasi mengenai
tindakan pemerintah harus tersedia bagi stakeholders dan masyarakat [uas.

Dengan memiliki akses ferhadap berbagai jenis informasi itu
maka masyarakat dan stakehoiders dapat menilai apakah pemerintah telah
benar-benar mengabdi pada kepentingan masyarakat. Masyarakat dan
stakeholders dapat menilai sejauh mana keberpihakan pemerintah terhadap
kepentingan mereka dan mengambil sikap yang fepat dalam merespon
kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Dengan memberikan kesempatan pada masyarakat luas untuk
mengetahui berbagai informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah,
maka dapat mempermudah upaya masyarakat dalam menifai keberpihakan
pemenntah terhadap kepenfingan publik, Masyarakat secara mudah dapat
menentukan apakah akan membenkan dukumgan kepada pemerintah alau
sebaliknya Kritik dan protes pertu dilakukan agar pemenntah lebih
berpihak kepada kepentingan publik Lebih dari itu, hak untuk
memperoleh informasi adalah hak asasi dari setiap warga negara agar
dapat melakukan penilaian terhadap kinerja pemerintah secara tepat.

Pada nepara maju yang demokratis, biasanya pemerintah

menjamin akses warganya untuk mengetahui apa yang terjadi dalam
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kegiatan pemerintah, Warga memiliki hak untuk mengetahui terhadap
apapun yang terjadi di dalam instanst pemerinish Berbagai aspek deari
sefiap kegiatan pemerintah harus ferbuka dan dapaf diakses secara mudah
oleh warga. Sefiap pengelola birokrasi publik harus bersedia dan harus
dapat menjelaskan setiap aspek dari kehidupan birokrasi kepada warga
Warpa dijamin haknya untuk mengetahum kepiatan-kegiatan yang akan dan
sedang dilakukan oleh swafu birokzast pemerintah, pihak-pihak yang
ferlibat datam kegiatan serta jumlah dan rincian angparan yang digunakan
wntuk melakukan kepiatan tersebut.”’

Prinsip transparansi memifiki dua aspek, yaitu aspek komunikasi
publik oleh pemerintzh dan aspek hak masyarakat terhadap akses
informasi.*® Manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dan
transparansi, Komunikasi publik menuniut usaha afirmatif’ dari pemerintah
unfuk membuka dan mendiseminasi informasi maupun aktivitas
pemerintah yang relevan Transparansi mengarah kepada kejelesan
mekanisme formulasi dan implementasi kebijakan, program dan proyek
yang dibuat dan dilaksanakan pemeriniab.

Pemerintah yang bak adalah pemerintah yang bersifat
transparan terhadap rakyatnya baik di tingkat pusat maupun di tingkat

daerah Ralvat secara pribadi dapat mengetahni  gecara ielac tanpa ada

i
-

B o._

- ek | 2 SFop e | B 5 AFIPRE e RPN [ gup iy PR o U PRI & P B L1
SAJSUD LAY LY LIS, Wl L G UM PR N A OAULE AL P NI LG JPAC RIS 4 Sl barreasd I LILFRIM., L

[T SEPTEnpu P p
LirEydada,

Gajeh Mada University Press, Yogyakaris, 2005), him 231.

* Bappenas dan Depdagri, op.cir., hlm. 60.
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yang ditutupi mengenai perumusan kebijakan publik dan implementasinya.
Pengan kata lain, semua kebijakan dam implementast kebijakan baik di
pusat maupun di daerah harus dilaksanakan secara terbuka dan diketahui
lunumﬂj

Sasaran pemerintah dewasa ini adalah kepercayaan yang
diperintah terhadap pemerintah dan hal ini adalah karena bukti bukan
karena janji. Keterbukasn pemerintah terhadap masyarakat atas berbagai
aspek pelayanan publik, akan membuat pemerintah menjadi bertanggung
gugat kapada semua stakeholders yang berkepentingan dengan proses
maupun kegiatan dalam sektor publik.*

Dari pendapat tersebut, prinsip-prinsip good governance yang
sangat penting pada pelaksanaan pembangunan adalash prinsip
keterbukaan, partisipast, pertanggungjawaban, efektivitas, koherenst,
efisiensi, dan transparansi. Prinsip-prinsip tersebut merupakan batasan-
batasan uraian sebagal pelaksanaan asas-asas umum penyelenggaraan
pemerintahan yang baik (AAUPPB). Prnsip-prinsip tersebut telah
difejemahkan dan diimplementasikan dalam perafuran perundang-
undangan di Indonesia.

Pada sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang

1945, Presiden sebagai kepala pemerintahan negara dan penanggung

¥ Syaukani, op. eit., hal. 27

¥ Krina P, op.cit.
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jawab birokrasi negara, mempunyai tanggung jawab yang besar dalam
mencitrakan  birokrasi yang baik  Presiden harus  dimintai
pertanggunpjawaban jika penyelenggaraan birokrasi pemerintahan jauh
dari kadar kebutuhsn dan tuntutan masyarakat. Hal ini yang seharusnya
menjadi jaminan bagi terselenggaranya birokrasi pemerintahan negara
yang mencakup pada akuntabilitas publik yang mendorong terlaksananya
prinsip pemeritahan yang baik

Upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan
berwibawa juga menjadi salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004—2009. Upaya ini dilakukan
dengan penckanan peda pembangunan aparatur negara melalul
pelaksanaan reformasi birokrasi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip tata
kepemernntahan yang balk (good governance), yaitu antara lain
keterbukaan dan transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien,
menpunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, responsif, dan membuka
partisipasi rnasyarakat.

Bappenas sendiri dalam Buku Indikator Good Public
Governance cetakan ketiga memaparkan ada empatbelas prinsip tata
kepemerintahan yang baik serta indikator minimal dan perangkat
pendukung indikator yang diperlukan untuk mewujudkan (ata
kepemenntahan yang baik di Indonesia, yaitu ;

1.  Wawasan ke Depan (Visionary),
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Visi merupakan pambaran masa depan yang ideal dan
menjadi dasar/arah/pondasi dalam proses perencanaan. Indikitor
minimal dari visi yaitu memiliki perencanaan kedepan yang berisi vist
dan strategi, adanya kejelasan setiap tujuan kebijakan dan program,
dan adanya dukungan dari pelaku untuk mewujudkan visi. Perangkat
pendukungnya adalah kebijakan yang memberikan kekuatan hukum
pada pefencanaan yang bersi visi dan strategis{dalam bentuk
Keputusan Meneter/Pimpinan), adanya peraturan yang memuat
dokumen perencanaan yang terukur, dan proses penenfuan visi dan

strategi secara partisipatif.

Keterbukaan dan Transparansi (Upenness & fransparency),

Keterbukaan adalsh tersedianya data atau informasi bagi
masyarakat yang dapat diakses sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Indikator minimalnya adalah tersedianya intormasi
yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi
kebijakan publik, dan adanya akses pada informasi yang siap, mudah
dijangkau, bebas diperoleh, dan tepat waktu. Perangkat pendukungnya
berupa peraturan yang menjanun hak untuk mendapatkan intormasi,
pusat/balai informasi, website (e-goverment, e-Frocurment, dsb),
iklan layanan masyarakat, media cetak dan elektronik, papan

pengumuman, dan pameran pembangunan.
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Parfisipasi Masyarakat (Pariicipafion),

Partisipasi masyarakat merupakan keferlibatan akfif
masyarakat dalam proses penyusunan dan pengambifan keputusan
yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintzhan. Indikator
minimainya adalah adanya pemahaman penyelenggara negara tentang
proses/metode partisipatif, dan adanya pengambiian keputusan yang
didasarkan komsensus bersama. Perangkat pendukung dari parfisipasi
masyarakal berupa pedoman pelaksanaan proses partisipatif,
mekantsme/peraturan  untuk mengakomodasi kepentingan yang
beragam, dan forum konsultast dan temu publik, termasuk forum
stakeholders, serta media massa nasionzl maupun media lokal sebagai

sarana penyaluran aspirasi masyarakat.

Tanggumg Gugat (Accountabilify),

Akuntabilitas publik adalah suatu ukuran atau standar yang
menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan
penyusunan kebijakan publik dengan peraturan hukum dan
perundang-undangan yang berlaku untuk orgamisasi publik yang
bersangkutan, Indikatornya adalah  adanya kesesuaian antara
pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan, adanya sanksi
yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan

kegiatan, dan adanya output dan outcome yang terukur. Perangkat
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pendukungnya adalah adanya Standar Oprating Procedure (SOP)
dalam  penyelenggaraan wurusan pemermtzh  atan  dalam
penyelenggaraan kewenangan/pelaksenaan kebijakan, mekanisme
perfanggungjawaban, laporan tahunan, faporan pertanggungjawaban,
sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara, sistem pengawasan,
dan mekanisme reward and punishment.

Supremasi Hukum (Rele of Law),

Wujud nyata dan prinsip supermast hukum mencakup upaya
pemberdayasn lembaga-lembaga penegak hukum, penuntasan kasus
KKN dan pelanggaran kasus hak asasi manusia, peningkatan
kesadaran HAM, peningkafan kesadaran hukum, dan pengembangan
budaya hukum. Indikator minimainya adalah adanya peraturan
perundang-undangan yang fegas dan konsisten, adanya penegak
hukum yang adil dan tidak diskriminatif, adanya penindakan terhadap
setiap pefanggar hukum, dan adanya kesadaran dan kepatuhan kepada
hukum. Perangkat pendukungnya adalah peraturan perundang-
undangan, sistem peraditan pidana vang terpadu/teriniegrasi
(Kepolisian, Kehakiman, Kejaksaan), reward and punishment yang
jelas bagt aparat penegek hukum (Kepolisian, Kehakiman,
Kejaksaan), sistern pemantauan dan pengawasan terhadap lembaga
penegak hukum yang dilakukan secara objektif, independen dan

mudah diakses publik, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan.
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Demokrasi (Democcracy);

Demokrasi diarttkan pemerintaban dari rakyat. Indikator
minimalnye adalah adanya hak-hak dasar rakyat seperfi hak
berkumput, berserikat dan mengetuarkan pendapat, adanya kesamaan
di depan hukum, adanya kesempalan yang sama unfuk turut serta
dalam penpambilan keputusan kebijakan publik, adanya kesempatan
yang sama untuk memperoleh berbagai informasi publik, adanya
kesempatan yang sama untuk berusaha dan berprestasi, dan adanya
kesempatan yang sama untuk berinovasi, berkreasi dan
berproduktivitas. Perangkat pendukungnya adalah peraturan yang
menjamin adanya hak dan kewajiban yang sama bagi anggota
masyarakat untuk turut serta dalam pengambilan keputusan kebijakan

publik.
Profesionalisme dan Kompetensi (Profesionalism and Competency),

Pemberian pelayanan publik dan pembangunan daerah
membutuhkan aparat pemerintahan yang memiliki kuatifikasi
kemampuan tertentu dengan profesionalisme yang sesuai. Indikator
minimalnya adalah berkinerja tinggi, taat asas, kreatif dan inovatit,
dan memulikt kuatitas dibrdangnya. Perangkat pendukungnya adalah

standar kompetensi yang sesuai dengan fungsinya, kode etk profest,
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sistem reward and punishment yang jelas, sistem pengembangan
sumber daya manusia (8DM), dan standar dan indikator kinerja.

Daya Tanggap (Responsivenetivilas),

Daya tanggap membutubkan aparat pemerintah yang
memiliki respon yang cepat, tepat, dan tanggap fterhadap
permasalahan publik. Indikator minimalnya adalah tersedianya
fayanan pengaduan, baik berupa crisis cenfer, Unit Pelayanan
Masyarakat (UPM), kotak saran dan surat pembaca yang mudah
diakses masyarakat, dan adanya stander dan prosedur dalam
menindaklanjuti laporan dan pengaduan Perangkat pendukungnya
adalah standar Pelayanan Minimal, prosedur dan layanan pengaduan,

hotline, dan fasilitas akses informasi yang bebas biaya.
Efisiensi dan Efekektivitas {(efficiency & Effectiveness);

Pemerintzh harus selalu berupaya mencapai hasil yang
optimal dengan memanfaatkan dana dan sumber daya lainnya yang
tersedia secara efisien dan efekiif. Indikator minimalnya adalah
tertaksananya adminisirasi penyelenggaraan negara yang berkualitas
dan tepat sasaran dengan menggunakan sumber daya yang optimal,
mefakukan monitoring dan evaluasi untuk perbaikan, dan
berkurangnya tumpang findih penyelenggaraan  fungsi organisasi

atau urnut keja Perangkat pendukngnya adalah standar dan indikator
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kinerja untuk menilai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan, survey-survey kepuasan siakeholders, peraturan
organisasi dan tata laksana penyelenggaraan negara yang efektif\ dan
efisien, serta program kerja yang tidak tumpang tindih.

Desentralisasi (Decentralization)

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan
oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan
mengurus urusan pemernntzh dalam sistem Negara kesatuan Republik
Indonesia. Indikator minimainya adalah adanya kejelasan pembagian
tugas dan wewenang antar tingkat pemerintahan dan antar fingkatan
jabatan di daerah sesuai dengan Perawran Pemerintah tentang
Pembagian Urusan Pemerintah revisi PP Nomor 25 1ahun 2000, dan
adanya kejelasan standar dalam pembagian dukungan terhadap
pelayanan masyarakat (Standar Pelayanan Minimal). Perangkat
pendukungnya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Kenangan Anfara Pemerintah Pusat dan Daerah,
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) ientang Pembagian Urusan
Pemerintah, RPP fentang Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah,
Peraturan Daerah (Perda) tentang Urusan Wajib Pemenntah Daerah,

Perda Urusan Struktur Organisasi Daerah, dan peraturan pendanaan
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dan standar operasi yang mendukung aparat pemerintah dapat
melakukan pelayanan sesuai dengan standar yang ada.
Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (Private

Sector & Civil Society Partnership),

Pembentukan kerjasama antara pemerintah dengan dunia
usaha swasta atau masyarakat harus didasarkan kepada kebutuhan
yang riil. Indikator minimainya adalab adanya pemabaman tentang
pola-pola kemitraan, adanya lingkungan yang kondusif bagi
masyarakat kurang mampu (powerless) untuk berkarya, terbukanya
kesempatan bagi masyarakat/dunia usaha swasta untuk turu¢ berperan
dalam penyediaan pelayanan umum, dan adanya pemberdayaan
institusi ekonomi {okal/usaha mikro, kecil dan menengah. Perangkat
pendukungaya adalah perawuran-peraturan dan pedoman yang
mendorong kemitraan pemerintzh-dunia usaha swasta-masyarakat,
peraturan-peraturan yang berpihak pada masyarakat yang kurang

mampu, dan program-program pemberdayaan

Komitment pada pengurangan Kesenjangan (Commirment to Reduce

Ineguality),

Kesenjangan merupakan fakta adanya perbedaan potensi
sumber daya, kondisi peografis dan ketidaktepatan orientasi kebijakan

dibidang ekonomi, hukum, dan sosial. Indikator minimainya adalzh
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adanya kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhen dasar
bagi masyarakat secara seimbang (subsidi silang, affirmative action),
tersedianya layanan-layanan/fasilitas-fasilitas khusus bagi masyarakat
tidak mampu, adanya kesetaraan dan keadilan gender, dan adanya
pemberdayaan kawasan tertinggal. Perangkat pendukungnya adalah
peraturan-peraturan yang berpihak pada pengurangan kesenjangan
secara regional, ekonomi, hukum, dan kebijakan mengenai
pepanggulangan kemiskinan, pemberdayaan gender, masyarakat
kurang mampu dan kawasan tertinggal, program-program kebijakan
moneter dan fiskel, sistem hukum yang transparan, pembangunan
regional, pemberdayaan gender, masyarakat kurang mampu dan
kawasan tertinggal, dan pelaksanaan sisiem pemantauan dan evaluasi
yang mendukung pelaksanaan strategi dan kebijekan yang terkait
dengan pengurangan kesenjangan dari berbagai bidang pembangunan.
Komitmen pada perlindungan lingkungan hidup (Commitment to

Environmental Protection),

Masalah lingkungan dewasa ini telah berkembang menjadi
isu yang sangal penting balk pada 1ataran nasional maupun
internasional disebabkan pemanfaatan sumber daya alam tdak
memperhatikan daya dukung lingkunpan Indikator minimalnya
adalah peraluran dan kebijakan untuk memberi perlindungan dan

pelestarian sumber daya alam dan [ingkungan hidup, dan menurunnya
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tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan  Perangkat
pendukungnya adalah forum kegiatan peduli lingkungan hidup/wadah
keikuisertaan masyarakat, dan ketentuan insentif dan disintensif
dalam pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan
hidup.

Komitment pada pasar yang jair (Commitment to Fair Marke!).

Prinsip ini merupakan keinginan yang kuat untuk menganui
mekanisme pasar dalam sistem perdagangan internasional ianpa
hambatan, baik hambatan yang dibuat oleh negara maupun oleh blok
negara Indikator minimalnya adalah berkembangnya ekonomi
masyarakat, dan terjaminnya iklim kompetisi yang sehat. Perangkat
pendukungnya adalah menjamin iklim kompetisi yang sehat,
mengendalikan dan mengarahkan invesiasi pemerintzh, investasi
swasta yang mendorong peningkatan kesempatan berusaha, dan
adanya affirmasive action dari pemerintah untuk mendorong

kesempatan berusaha bagi pengusaha kecil dan menengah.

Rencana Pembangunan Pemerintah Jangka Menengah Nasional

yang telah dijelaskan di atas, kemudian ditindak lanjuti oleh Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara diantaranya dengan menerbitkan

Peraturan Mentei Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

:Per/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi,
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dimana pedoman Umum Reformasi Birokrasi ini digunakan sebagai acuan
bagi kementerian/lembaga/ pemerintah daersh untuk menyusun dan
melaksanakan program reformasi birokrasi di lingkungan instansi
masaing-masing.®’

Pedoman umum reformasi birokrasi ini mempunyai tujuan

umum dan khusus, yaitu :**

Tuyjuan Umum adalah untuk membangun profit dan prlaku aparatur

Negara dengan :

1. Integritas tinggi,

2. Produktivitas tinggi dan bertanggungjawab;

3. Kemampuan memberikan pelayanan yang prima

Tujuan Khususnya adalah untuk membangun dan/atau membentuk :
1. Birokasi yang bersih;

2. Birokrasi yang efisien, efektif dan produkiif;

3. Birokrasi yang transparan;

4. Birokrasi yang melayani masyarakat;

5. Birokrasi yang akuntabel.

¥ Indonesie, Peratuaran Menleri Negarm Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Pedoman Umum
Reformasi Birokrasi, KEPMENPAN No. PER/]1 S/M PAN/7/2008.

& Lampiren Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Bagian Kedua “Arah
kebijakan Reformasi Birokrasi”, hal. 16-17.
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Didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasionai dan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor :Per/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum
Reformasi Birokrasi, maka Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
(BPPT) menerbitkan :

1. Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Nomor 179/Kp/BPPTX/2008 tentang Pembentukan dan Pengangkatan
Tim Kerja Reformasi Birokrast BPPT dan telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Keputusan Kepala Program Reformasi Birokrast
BPPT Nomor 20/KP/RB-BPPT/I/2010 tentang Pembentukan Personil
Pelaksana Program Reformasi Birokrasi BPPT;

BPPT dalam rangka menciptakan Good Governance di
linglungannya juga telah menerbitkan beberapas keputusan dan/atau
peraturan, yaitu :

1. Keputusan Kepala BPPT Nomor 4%/Kp/BPPT/I/2010 tentang
Pembentukan Organisasi dan Pengangkatan Tim Penyusun Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Di Lingkungan
BPPT;

2. Keputusan Kepala BPPT Nomor 159/Kp/BPPT/IV/2010 tentang
Pembentukan dan Pengangkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
Secara Elektronik (LPSE-BPPT) Di Lingkungan BPPT.

Hal-hal tersebut memupakan tinjauan umum terhadap

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
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Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme dan pelaksanaan Good Governance yang telah diupayakan oleh
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dengan mengacu kepada

aturan nasional.
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HUBUNGAN TIMBAL BALIK ANTARA PELAKSANAAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999 DENGAN EFEKTIVITAS GOOD
GOVERNANCE

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme merupakan instrument
untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik dan berwibawa (Good
Governance).*Undang-undang ini, merupakan salah satu perwujudan politik hukum
nasional, yakni untuk menciptakan atau pembenfukan hukum baru, dalam era

reformasi pembangunan nasional **

Penciptaan dan pembentukan undang-undang tersebut, dilakukan untuk
mendukung reformasi, khususnya dibidang hukum, serta mengatasi dan memulihkan
krisis di bidang hukum dan merupakan upaya untuk mempercepat memberikan
kejelasan dan kepastian hukum kepada masyarakat, bahwa pemerintah benar-benar
ingin mewujudkan tekadnya untuk melaknkan pemberantasan praktek-praktek
korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan
masyarakat terhadap penegakan hukum dan jaminan hukum, bagi para investor
dalam negeri maupun luar negeri.

Undang-Undang ini sebagaimana dikatakan dalam bab sebelumnya dapat

menjadi “payung” dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

:: Keterangan Pemerinteh Dihadapan Rapal Paripurna DPR RI, Jakarta: 18 Pebruari 1999.
™ Ibid.
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penegakan hukum terhadap perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang khusus

ditujukan kepada para penyelenggara Negara.

A, Pelaksanaan Undang-Upndang Nomor 28 tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme Di Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

Dalam bab sebelumnya sudah dijjelaskan bahwa kedudukan
Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 dimaksudkan sebagai payung hukum
terhadap perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan sasaran pokok
kepada penyelenggara negara, artinya sifat undang-undang ini sebagai
penegakkan, norma-normanya mengacu pada ketentuan sanksi administratif,

keperdataan dan pidana dan peraturan perundang-undangan terkait.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 berdampak
terhadap perubahan dan pembentukan undang-undang yang baru, yang
berkaitan erat dan mempunyai dampak terhadap efektivitas pelaksanaan
undang-undang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi,

kolusi, dan nepotisme.

Pembangunan nasional yang telah dilaksanakan selama ini telah
menunjukkan kemajuan di berbagar bidang kehidupan masyarakat, yang
meliputi bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu

pengetahuan dan teknologi, politik, pertahanan dan keamanan, hukum dan

Unlversltas Indonesla

Aspek-aspek hukum ..., Ulfiandri, FH Ul, 2010



89

aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan

prasarana, serta pengelolaan sumber daya alam.

Khusus mengenai pembangunan hukum, pembangunan nasional
diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan; mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi,
terutama dunia usaha dan dunia industr; serla menciptakan iklim yang
kondusif bagi investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum
sebagaimana diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) 2005-2025, vang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2007. Lebih jauh, pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan
kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan
menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait dengan Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (KKN).*!

Keseriusan pemerintahan sekarang ini dalam memberantas korupsi
antara lain, ditunjukkan dengan diumumkannya delapan langkah yang
menurut presiden untuk “beres-beres dirumah sendiri”. Kalau dikaitkan
dengan kompleksitas korupsi, tampaknya langkah tersebut baru merupakan
langkah awal jangka pendek dan terbatas. Dengan demikian, cukup mendesak
untuk disusun sebuah grand desain yang mencakup program jangka pendek,
menengah, dan panjang yang tidak hanya mencakup dimensi refresif namun

Jjuga mencakup dimensi preventif. Bahkan harus menciptakan sifat proaktif

* Rencana Jangka Panjang Pemeriniah, “Bab VIII Hukum dan Aparetur.”
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untuk membangun peradaban bangsa yang bersih dan efisien, baik dilevel

pemerintzhan, parlemen, penegak hukum, maupun masyarakat luas.”

Peraturan  peraturan yang terkait mengenai peraturan

penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan

nepotisme diantaranya adalah :

1.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomer 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban;

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

% Didin S Damanhuri, “Kompelksitas Korupsi,” Republike, (19 Mei 2005)
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Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 {entang Pembinaan Jiwa
Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1992 tentang Perubahan atas
Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa
Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeni dalam Rangka Pendayagunaan
Apartur Negara dan Kesederhanaan Hidup;

Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi;

Keputusan Nomor :Kep/94/M PAN/8/2005 tentang Pedoman Umum
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi;

Instruksi Kepala BPPT Nomor : 01/INS/Kp/BPPT/V/2006 teniang
Percepatan Pemberantasan Korupsi Di Lingkungan Badan Pengkajian
dan Penerapan Teknologi;

Peraturan Kepala BPPT Nomor 164/Kp/BPPT/V/2007 tentang Wajib
Lapor Harta Kekayaan Bagi Pejabat yang Memangku Jabatan Strategis
dan Potensial/Rawan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme Di Lingkungan
BPPT;

Keputusan Sekretaris Utama Nomor : 25A/SETAMA/BPPT/VIL/2008

tentang Organisasi dan Pengangkatan Tim Koordinasi, Monitoring dan
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Evaluasi (KORMONEYV) datam Rangka Pengawasan, Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan BPPT.

Adanya peraturan perundang-undangan di atas menunjukkan adanya
upaya-upaya baik pemerintah manpun Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi (BPPT) sebagai Lembaga Pemeriniah Non Kabinet atau
sebelumnya disebut sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen untuk
bersungguh-sungguh memberantas berbagai macam penyalahgunaan
kewenangan yang dapat berakibat pada tindak pidana korupsi. Hal tersebut
dimulai sejak dikeluarkannya Instruksi Kepala BPPT fentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi.

Dengan diterbitkannya Instruksi Kepala BPPT Nomor
01/INS/Kp/BPPT/V/2006 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Di
Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, bersamaan itu pula
Kepala BPPT (Alm. Prof Said Djauharsyah Jenie) yang baru dilantik tersebut
mengundurkan diri dari jabatannya sebagai salah satu komisaris di PT. ATI
(Advance Technologi Indonesia) dan memberikan pilihan kepada 2 (dua)
orang Eselon I stafnya untuk keluar dari PT tersebut atau melepaskan jabatan
Eselon I nya

Pada saat yang bersangkutan masih menjabat Eselon I
permasalahan tersebut pernah ditanyakan kepada Bagian Hukum dan HKI
BPPT, tetapi adanya tekanan yang kuat dari Menristek/Kepala BPPT

sebelumnya membuat yang bersangkutan belum dapat berbuat banyak
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Perusahaan tersebut didinkan oleh para Eselon I di BPPT atas
perintah Menrisick/Kepala BPPT sebelumnya, dan dalam pendiriannya tidak
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada tangal satu bulan pebruati tahun
dua ribu lima telah ditandatangani Kesepatan Bersama Nomor 04/KB/BPPT-
PT.ATI/II/2005 antara Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dengan
PT Advance Technology Indonesia (PT. ATI). Ruang lingkup pekerjaan
meliputi tugas dan fungsi BPPT. Artinya dalam pelaksanaannya perusahaan
ini mengambil kegiatan BPPT sendiri, dan tentunya dengan adanya PT ini
sangat memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang yang akan
berdampak pada kerugian Negara Pendirian PT tersebut juga bermasalah,
karena menggunakan wang APBN, dan dengan menggunakan
pertanggungjawaban dalam bentuk lain.

Permasalahan ini sempat muncul dalam laporan Badan Pengawas
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK), dan bahkan permasalahan ini pemah sampai ke Kejaksaan Agung,
tapi akhimya dapat dihentikan/diendapkan. Hal ini menunjukkan pengawasan
Internal maupun eksternal tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menjadi tidak efektif.

Kemudian BPPT juga menerbitkan Peraturan Kepala BPPT Nomor
164/Kp/BPPT/V/2007 tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan Bagi Pejabat
Yang Memangku Jabatan Sirategis dan Potensial/Rawan Kolusi, Korupsi dan
Nepotisme di Lingkungan BPPT. Padahal kewajiban melaporkan harta bagi

Pejabat Negara sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
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tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme dalam pasal 5 ayat (3), yang isinya melaporkan dan
mengumumbkan kekayaan sebelum dan sesudah menjabat. ™

Artinya peraturan internal tersebut baru direspon delapan tahun
kemudian Aturan inipun tidak mudah untuk diterapkan, karena dalam
pelaksanaannya seringkali terhambat dengan adanya keengganan pejabat-

pejabat untuk mengirimkan laporan wajib haria kekayaan tersebut.

Begitu juga administrasi dalam hal kepemilikan harta baik berupa
tanah atau kendarasn yang dimiliki masih belum on line, walaupun untuk
harta berupa nang yang disimpan di Bank, saat ini kita sudah mempunyai
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga
independen yang dibentuk untuk mencegah dan memberantas tindak pidana
pencucian uang, tapi dalam pelaksanaannya wewenang dari badan ini masih
terbatas, sehingga baru efektif terhadap aparatur negara tertentu saja dan
belum menyentuh aparatur negara yang ada di BPPT dan setingkainya. Selain
itu, Pembentukan Tim Koordinasi, Monitoring dan Evatuasi dalam rangka
pengawasan, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, serta
diatumya kewajiban melaporkan harta kekayaan bagi pejabat yang
memangku pejabatan strategis dan potensialrawan kolusi, korupsi dan

nepotisme di lingkungan BPPT juga belum berjalan sebagaimana seharusnya.

" Indonesia, Undang-Undang Penyelenpparaan Nepara Yang Bersih dan Bebasa Dari Komuspsi,
Kolusi, Dan Nepotisme, Undang-Undang No. 28 TN No. Tehun 1999, TLN No. 3851, Pasal 5 ayal
.
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Hal-hal tersebut’ di atas merigisyaratkan kepada kita bahwa
peraturan-peraturan  yang ada, baru bersifat seremonial dalam rangka
memenuhi tuntutan perafuran yvang ada di atasnya, tetapi kesadaran dan
prilaku aparatur negara masih belum memahami sepenuhnya mengenai
dampak yang ditimbulkan dari perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme

terhadap kehidupan berbangsa dan bemegara.

B. Pelaksanaan Geood Governance (Pemerintahan yang Baik) di Lingkungan

Badan Pengkajian dan Pererapan Teknologi.

Secara umum Good Governance mengandung unsur utama yang
terdiri dari akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum (Kashi
Nisjar 1997). Benkut ini dikemukakan penjelasan tentang unsur—unsur
tersebut.**

1. Akuntabilitas : Tanggung gugat dari pengurusan, penyelenggaraan dari
governance yang dilakukan lebih jauh diartikan adalah kewajiban bagi
aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan
penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijaksanan yang
ditetapkan.

Pelaporan keuangan yang dilakukan oleh BPPT pada umumnya

hanya menekankan pada perlanggungjawaban apakah sumber dana yang

* Kisri Nisiar, “Belerapa Catalan tentang Good Govemance, “ Jurmeld Administrasi dun
Pembangunan, PP. Persadi, (Jakarta 1997).
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diperoleh sudah digunakan sesuai dengan anggaran atau perundang-
undangan yang berlaku, artinya pertanpgungjawaban  atau
akuntabilitasnya baru sebatas tahap kepatuhan beturn berfokus pada hasil
{outcomes). Dalam pengadaan barang yang habis pakai, banyak sekali
celah yang memungkinkan setiap user untuk hanya melakukan
pertanpgunpgjawaban administrasi, artinya barang tersebut sebenamya
hanya dibelikan sebahagian atau bahkan tidak pernah ada.

Pengawasan semacam ini sangat sulit, karena belum ada

mekanisme yang rasional dalam hal menentukan suatu kebutuhan
pengadaan barang pada sualu kegiatan, baik di intenal instansi atau
BPPT, maupun pada waktu pembahasan di Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Negara Departernen Keuangan Hal-hal semacam ini
yang mengakibatkan penerapan Good Governance tidak dapat berjalan
dengan mulus.
Transparansi : yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak mengenai
perumusan kebijaksanaan (Politik) dari pemerintah, organisasi, badan
usaha. Dengan kata lain, segala tindakan dan kebijaksan_aan pemerintah
baik di pusat maupun di daerah harus selalu dilaksanakan secara terbuka
dan diketahui oleh umum.

BPPT baru mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan
masalah ini melalui Keputusan Nomor 159/Kp/BPPT/TV/2010 tentang
Pembentukan dan Pengangkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Secara Elektronik (LPSE-BPPT) di Lingkungan BPPT.
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Dari sini kita dapat mengetahui adanya keinginan BPPT untuk
melakukan transparansi terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa di
lingkungan BPPT, sehingga dapat diketahui oleh umum. Sedangkan hasil
kerja dari tim yang dibentuk, baru dapat kita nilai dan evaluasi
dikemudian hari, apakah kebijakan yang dilahirkan tersebut didasari atas
kesadaran pentingnya kebijakan tersebut dikeluarkan atau hanya sebuah
pemenuhan suatu kebutuhan yang didasarkan kebijakan pemerintah yang
mengharuskan tim itu ada di setiap instansi pemerintah termasuk BPPT,
dan keputusan tersebut belum berbicara mengenai hasil akhir dari
manfaat dibentuknya tim tersebut
Keterbukaan : pemberian informasi secara terbuka, terbuka untuk open
Jree suggestion, dan terbuka terhadap kritik yang merupakan partisipasi.
Keterbukaan bisa meliputi bidang politik, ekonomi dan pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan
Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 mewajibkan instansi
pemerintah wajib menyediakan informasi setiap saat. Hal ini disikapi
oleh BPPT dengan merintis pembentukan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID) yang akan bertugas dan bertanggungjawab
untuk menghimpun, mengolah, mendokumentasikan, mengklasifikasi,
dan menyediakan data informasi di unit kerja masing-masing. Artinya

sampai dengan saat ini masalah keterbukaan di BPPT baru akan dirintis.
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4. Aturan Hukum : keputusan, kebijakan pemerintah, organisasi, badan
usaha berdasarkan hukum jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan
masyarakat terhadap setiap kebijaksanaan publik yang ditempuh. Juga
dalam sosial economic transactions. Conflict resolution berdasarkan
hukum (termasuk arbitrase). Istitusi hukum yang bebas, dan kinerjanya
yang terhormat (Bintoro Tjokroamidjojo 2000).

Sebagai instansi pemerintah maka setiap kegiatan yang
dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku, hanya saja yang menjadi
persoalan apakah aturan yang berkaitan dengan setiap kegiatan yang
dilaksanakan oleh instansi sudeh sempurna atau masih ditemukan celah
hukum yang dapat mengakibatkan aparatur negara yang berkaitan dengan
aturan tersebut masih memungkin melakukan suatu tindakan yang dapat
merugikan negara walaupun pertangpungjawaban secara adminstrasi
telah terpenuhi.

Sebagai contoh dalam hal pengadaan barang masih
dimungkinkan adanya pertemuan sebelum kepiatan diusulkan untuk
dilaksanakan, dan pada saat proses pelaksanaan dar pengadaan
barang/jasa sangat dimungkinkan hal tersebut terjadi terutama untuk
barang habis pakai, dalam pelaksanaan kegiatan tidak dibelanjakan,
dikarenakan sebelum kegiatan dilakukan sudah ada tanda terima barang
dari si user yang merupakan persyaratan administrasi untuk pembayaran

di Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN), artinya secara
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pertanggungajawaban hukum pengadaan tersebut telah selesai
Pengaturan masalah pengadaan barang/jasa dalam Keputusan Presiden
Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya tampakmya masih
mengandung kelemahan khususnya mengenai pengumuman, Pasal 4
huruf h. mengisyaratkan adanya keharusan pengumuman secara terbuka
rencana pengadaan barang/jasa kecuali yang bersifat rahasia, tetapi
pertanggungjawaban kegiatan lebih bersifat administratif, sehingga
kemungkinan para pihak melakukan pelanggaran dimungkinkan, seperti
yang terjadi di BPPT. Harian umum Berita Metro Edisi 049/Th 1T 22 — 02
Februari 2007 memuat berita * BPPT Kangkangi Kepres Nomor 61 tahun
2004, yang intinya BPPT telah melakukan pengumuman lelang dengan
cara menggunakan Koran Suara Pembaharuan yang dipalsukan. Kondisi
seperti ini menyebabkan target untuk mencapai pemerintahan yang
baik(Good Governance) menjadi terkendala, karena besar kemungkinan

akan terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Akuntabilitas birokrasi publik dalam melaksanakan tugas ,
wewenang dan tanggung jawabnya seringkali dihadapkan pada banyak
permasalahan. Permasalahan tersebut bukan saja karena sifat individu

pegawai dan kurangnya tanggung jawab pribadi, tapi juga karena sifat
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dari jabatan dan tanggung jawab merupakan kepentingan pribadi

pemerintah seperti yang dikemukakan oleh Peters™
“ the problem of accountanility id more acute in publik agency not
because of the nature of the individual employeed and their lack of

personal responsibility. but because of the nature of the jobs and
the nature of the responsibility vested government.’

Selain itu, masalah akuntabilitas dalam badan-badan
pemerintahan disebabkan juga karena tidak cukupnya pengetahuan dan
informasi serta standar pengukuran kinerja. Hughes® menegaskan :

‘political leaders often have an adeguate imowledge of lower level
Sfunctions to all low managerial oversight, and accountability was

never easy to ensure when inadequale knowledge was reinforced
by poor measures of performance .”

Sebelum merumuskan strategi yang tepat dan menyeluruh bagi
peningkatan akutanbilitas, perlu dikenali terlebih dahulu sebab-sebab
yang membuat akuntabilias serta kinerja instansi publik pada urmumnya
masih rendah. Penyebab pertama dar rendahnya akuntabilitas dan kinerja
aparat publik umumnyA berasal dari sistem kultur atau budaya yang
sudah tertanam selama puluhan fahun, bahkan akar permasalahannya
mungkin dapat ditemukan sejak sIstem pemerintahan kolonial Belanda

Tidak dapat dipungkiri bahwa sejak jaman Belanda, para birokrat atau

% Krina P, ap. cit.
% Owen E. Hughes, Public Management and Administration An Introduction, (London: SL. Martin's
Press, 1994), hlm. 245,
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aparat pemerintah memang telah memperoleh berbagai hak istimewa,
sehingpa setelah kemerdekaan sekalipun, hak-hak istimewa itu tetap

tertanam di dalam pola berpikir dan berpola berprilaku mereka.*’

Para birokrat publik di Indonesia kebanyakan masih berorientasi
kepada kekuasaan, bukan kepada kepentingan publik atau pengabdian
kepada masyarakat. Meskipun sudah terdapat berbagai upaya untuk
untuk mengubah pola berpikir dari konsep pangreh praja (penguasa,
ambtenaar) menjadi pamong praja (abdi masyarakat), nilai-nilai lama
para pejabat publik tersebut masih begitu kuat. Akibatmya, konsep yang
menyatakan bahwa seorang pejabat atau pegawai publik harus menjadi
pelayan masyarakat mungkin masih terasa asing bagi pejabat publik di
Indonesia pada umumnya® Pengaruh nilai-nilai tradisional dalam
konsep pangreh praja mengakibatkan budaya patemalistic yang demikian

kuat.

Birokrasi publik demikian disusun dalam strukiur hirarkhis
yang sangat ketat, sehingga ujung dari kekuasaan bukan terletak pada
pengguna jasa layanan, melainkan pada pejabat birokrasi puncak.
Dengan demikian, birokrasi publik secara otonom mengembangkan

sistem budaya pengistimewaan kepada atasan secara berlebihan.

7 Healher Sutherland, #he muking of A Bureaucratie Elite. (Singapore | ASAA Southeast publication
Series, Heinemann Educationsl Books, 1979).

9 Agus Dwiyanto, el.., Mewgudkan Good Governance Melalui Peluyanan Publik, (Yogyakarta:
Gadjah Mada Universily, 2005}, him.120.
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Meskipun kecenderungan yang sama terjadi di negara-nepara
berkembang bahkan dalam intensitas yang mungkin lebih parah, masalah
serupa belum banyak dibahas. Hal yang harus mendapat perhatian serius
bagi para pembuat kebijakan di Indonesia adalah bahwa sebagian besar
kebijakan publik yang dirumuskan itu belum benar-benar sesuai dengan
kehendak rakyat. Akibat dari berbagai bentuk kebijakan publik masih
terpisah dari kehendak rakyat yamg sebenarnya, maka mekanisme

pelayanan publik juga masih jauh dan keinginan masyarakat.

Selanjutnya, masalah yang mengakibatkan rendahnya
akuntabilitas aparat publik di dalam menyelenggarakan pelayanan publik
adalzh ketidakjelasan antara kekuasaan politik dan kekuasaan
administratif atan manajerial, Selama pemerintahan Orde Baru, birokrasi
pemerintah dibuat steril dari kepentingan politik dan dijadikan alat
legitimasi bagi rezim yang tengah berkuasa. Dalam situasi tersebut,
aparat birokrasi publik mungkin bisa bekerja lebih efesien karena tidak
perlu mempertimbangkan permasalahan-permasalahan yang termasuk
ranah politik. Namun posisi birokrasi publik semacam ifu ternyata
menumpulkan kepeksan aparat birokrasi publik terhadap kebutuhan
rakyat yang sebenamya Pada saat yang sama, sistem mono loyalitas
yang dikembangkan oleh Orde Baru sering kali disalah gunskan untuk

melakukan represi terhadap aspirasi masyarakat,
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Setelah rezim otoritarian diganti dengan sistem yang lebih
demokratis, ternyata masalah dikotomi politik-administrasi masih sering
menimbulkan masalah dari segi pelayanan publik. Pada sistem politik
yang lebih terbuka, paris batas antara otoritas politik dan otoritas
administratif terkadang sulit ditemukan. Ttulah sebabnya intervensi
politik ke dalam wilayah birokrasi pelayanan publik yang semestinya
netral sering kali tidak terhindarkan. Untuk melaksanakan berbagai
strategi baru dalam peningkatan akuntabilitas, dukungan penuh perlu
diperlukan bukan hanya dari puncak pimpinan, melainkan dari seluruh
strata organisasi pemerintah dan perlunya pengawasan secara
berkesinambungan dari berbagai kalangann yang memiliki perhatian
terhadap sistem pelayanan publik, baik dari kalangan legislatif,
akademisi, LSM, wartawan, lembaga konsumen, dan unsur-unsur publik

lainnya

Dengan kata lain dalam implementasinya, penerapan unsur-
unsur diatas membutuhkan kemauan dan waktu yang cukup lama untuk
dapat diterapkan dalam jajaran aparatur birokrasi pemerintahan Hal ini
disebabkan aparatur birokrasi pemerintahan di Indonesia masih memiliki
pengetahuan dan kemampuan yang rendah dalam memahami model
manajemen yang menerapkan prinsip good governance (pemerintahan

yang baik). Akibat darn ketidakmampuan penerapan prinsip pemerintahan

% Agus Dwiyanto, ap.cit., hlm. 126.
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yang baik dalam pola birokrasi pemerintahan adalah, “inkrementalisme

dan rutinisme”, 1%

BPPT sendiri dalam penerapannya masih bersifat formalitas
belaka, sebagai contoh dalam hal pertanggungjawaban penggunaan dana
kegiatan disesuaikan dengan anggaran yang telah disetujui oleh
Departemen Keuangan dan formatnyaz sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, sehingga hanya menekankan pada
pertanggungjawaban apakah sumber dama yang diperoleh sudah
digunakan sesvai dengan anggaran dan perundang-undangan yang
berlaku. Dengan demikian hanya memaparkan informasi yang berkaitan
dengan sumber pendapatan pemerintah, bagaimana penggunaannya dan

posisi keuangan pemerintah saat itu.'®!

C. Hubungan antara Pelaksanaan Good Governance dengan Efektifitas

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.

Good governance dalam arti tata pemerintahan yang baik dalam
penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola
urusan-urusan negara pada semua tingkat, merupakan indikator yang akan
digunakan untuk mengukur efektifitas Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999

tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

19 Ramlan Surbakii, “Perilaku Birokrasi Dalam Melayeni Publik di Kota.” Suwabayn Past (18 Mei
1995} : 4.

' Arja Sadjiarto, “Akuntabiliias dan Pengukuran Kinerja Pemeriniah, http://puslit. petra.ac.id/
jurnals/accountingy/.
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Kolusi dan Nepotisme. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
berdasarkan pada pasal 12 ayat (1) Komisi Pemeriksa mempunyai fungsi
mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan
negara Dimana pengangkatan dan pemberhentian anggota komisi pemeriksa
ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat persetujuan DPR.

Upaya mewujudkan good governance di Indonesia hendaknya tetap
menjadi suatu komitmen nasional atau prioritas utama dalam rangka
menciptakan suatu talanan masyarakat, bangsa dan negara yang lebih
sejahtera, dengan birokrasi yang tidak korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dampak negatif yang ditimbulkan oleh adanya praktek-praktek
korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat merusak sendi-sendi kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta membahayakan eksistensi
negara

Seiring dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28
tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dad
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme tanggal 19 Mei 1999 dan diberlakukannya
enamn bulan setelah diundangkan, tentunya praktek-prakiek korupsi, kofusi,
dan nepotisme ini diharapkan menjadi berkurang. Dengan dikeluarkan
undang-undang ini, hal-hal mendesak yang perlu dilakukan dalam rangka
penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sesual tuntutan reformasi
adalah:
1. Diperlukan kesamaan visi, persepsi , dan misi dar seluruh penyelengpara

negara dan masyarakat untuk terwujudnya penyelenggara negara yang
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mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sunggub,
penuh rasa tanggung jawab, yang dilaksanakan secara efektif, efisien,
bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Diperlukan  peran  serta  masyarakat unfuk  mewujudkan
penyelengparanegara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan
nepotisme dengan melaksanakan kontrol sosial secara optimal,

Mengatur kewajiban penyelenggara negara untuk mengumumkan dan

melaporkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.
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PENUTUP

A, Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya,

dapat dikemukakan kesimpulannya sebagai berikut.

1.

Badan Pengkajian dan Penerapan Tekmologi sampai saat ini secara
normatif diantaranya sudah menerbitkan keputusan-keputusan yang
berkaitan dengan kinerja pemerintah, kewajiban melaporkan harta bagi
pejabat, reformasi birokrasi, dan layanan pengadaan secara elektronik
sebagai tindak lanjut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
tetapi dalam pelaksanaannya dapat dikatakan masih belum optimal,
Pelaksanaan Good Governance maupun Asas-Asas Penyelenggaraan
Negara Yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
dilingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dapat
terlaksana dengan baik jika dimulai dar sikap dan prilaku yang
dicontohkan oleh jajaran pimpinan yang ada.

Kinerja pengawas internal di lingkungan Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi harus lebih ditingkatkan, sehingga dari tahun ke
tahun akan terjadi peningkatan persentase pelaksanaan Good
Governance.

Penggunaan sarana Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sistem Elektronik

(LPSE) harus lebih dioptimalkan untuk setiap kegiatan pengadaan
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barang/jasa dilingkungan BPPT, agar Asas Keterbukaan dan
Akuntabilitas suatu pengadaan semakin baik.

Pengertian prinsip kepemerintahan yang baik (Good Governance adalah
etika berpemerintahan yang baik yang sebaiknya dijalankan dan ditaati
oleh aparatur negara dan mengandung karakteristik sosial yang
membentuk watak aparatur untuk cenderung dinamis dan kreatif. Ada
enam prinsip vang terkandung dalam Good Governance, yaitu
partisipasi, supermasi hukum, fransparansi, cepat tanggap, membangun
konsensus, kesetaraan efektif dan efisien, bertanggung jawab, dan
mempunyai visi yang strategis.

Permasalahan dalam menciptakan birokrasi yang profesional dan bebas
dari KKN di Indonesia adalah persepsi masyarakat yang masih
menganggap birokrasi sebagai prilaku organisasi yang negatif dan
berbelit-belit. Disamping itu, jajaran birokrasi terstruktur dengan padat
dan penuh dengan fungsi dan jabatan sampai kepada hal yang terkecil
dalam melayani kepentingan publik, sechingga terlihat kurang efisien dan
efektif. Akibatnya, anggaran belanja rutin unfuk memenuhi kebutuhan
birokrasi cenderung jauh kebih besar dibanding dengan anggaran belanja
pembangunan yang ditujukan bagi penyediaan kebutuhan dan pelayanan
publik.

Konsep reformasi birokrasi yang tepat untuk diterapkan di Indonesia
guna mendukung terciptanya Good Governance adalah dengan

mengarahkan pada upaya pengembangan diri dan meningkatkan kinerja
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serta profesionalisme aparat negara, prasyarat utama reformasi birokrasi
adalah berfungsinya birokrasi dengan terjadinya peningkatan peranan
birokrasi secara aktif dalam melayani kegiatan publik. Peningkatan
pelayanan publik secara profesional merupakan komitmen birokrasi yang
pada akhimya dapat mencerminkan pelayanan kepada publik yang
efisien dan efektif.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme
merupakan implementasi Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/199 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme yang berusaha untuk menciptakan tata pemerintahan yang

baik dan berwibawa (Good Governance).

B. Saran

Berikut ini disampaikan beberapa saran :

I

Perlunya penekanan Reformasi Birokrasi kepada pemerintah dengan
mengunakan standar yang sudah teruji diseluruh instansi pemerintah
dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga perubahan kearah
pemerintahan yang baik menjadi lebih cepat dan maksimal.

Perlu ada pemahaman yang sama di kalangan aparatur negara mengani
konsep profesionalisme pelayanan publik. Hal tersebut diperlukan agar
persepsi para aparatur negara tersebut sama dalam hal melakukan

pelayanan publik.
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3. Perlu adanya sinergi antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara denpan Komisi Nasional Kebijakan Governance, sehingga akan
didapatkan masukkan yang positif dan signifikan dalam rangka upaya
meningkatkan pemahaman dan penerapan pemerintahan yang baik
dikalangan aparatur negara.

4, Meningkatkan peran Ombudsman Nasional sebagai lembaga yang
berfungsi untuk memantau kinerja pemerintah;

5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparat pengawas baik internal yang
ada di Inspektorat di tiap-tiap institusi pemerintah maupun BPKP dan
BPK, sehingga fungsi kontrol menjadi lebih optimal dan berdaya guna,
karena dalam sistem pemerintahan yang baik, fungsi pengawasan ini

menjadi sangat penting,
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KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR XI/MFPR/1998
TENTANG
PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN
BEBAS KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa berdasarkan Undang Undang Dasar 1945, pelaksanaan penyelenggaraan
negara dilakukan oleh lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif;

. bahwa dalam penyelenggaraan negara telah terjadi pemusatan kekuasaan
wewenang, dan tanggung jawab pada Presiden/ Mandatats Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang berakibat tidak berfungsinya
dengan baik Lembaga Tertinggi Negara dan Lembapa-lembaga Tinggi Negara
lzinnya, seria tidak berkembangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan
kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

. bahwa tunftutan hatt nurani rakyat menghendaki adanya penyelenggara negara
yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan
penuh tanggung jawab agar reformasi pembangunan dapat berdayaguna dan
berhasif guna;

. bahwa dalam penyelenggaraan negara telah terjadi praktekpraktek usaha yang
lebih menguntungkan sekelompok tertentu yang menyuburkan korupsi, kolusi,
dan nepotisme yang melibatkan para pejabat negara dengan para pengusaha
sehingga merusak sendi-sendi penyelenggaruar negara dalam berbagai aspek
kehidupar nasional,

. bahwza dalam rangka rehabilitasi seluruh aspek kehidupan nasional yang
berkeadilan, dibutuhkan penyelenggarc nepara yang dapat dipercaya melalui
usaha pemeriksaar harta kekayaan para pejabat negara dan mantan pejabal negara
serta keluarganya yang diduga berasal dari praktek korupsi kolusi, dan
nepotisme, dan mampu membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan
nepotisme;

bahwa berhubung dengan itu perlu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia yang mengatur tentang Penyelenggara Negara yang Bersih
dan Bebas Korupsi, Kolusi; dan Nepotisme.

Mengingat:

a. Pasal I ayat (2), Pasal 2 ayat (2), Pasal 4, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 23,

Pasal 24, dan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945;
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b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
I/'MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir
dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
I/MPR/1998;

c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
IX/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Nomor II/MPR/1998 tentang Garis-garis Besar Haluan
Negara.

Memperhatikan :

1. Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Nomor 10/PIMP./1998 tentang Penyelenggaraan Sidang Istimewa Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

2. Permusyawaratan dalam Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia tamggal 10 sampai dengan 13 November 1998 vang
membahas Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia tenlang PenyelenggaraNegara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi,
dan Nepotisme yang dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia;

3. Putusan Rapai Paripurna ke- 4 tanggal 13 November 1998 Sidang Istimewa
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 10 sampai dengan
13 November 1998.

MEMUTUSKAN
Menetapkan:

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA TENTANG

PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS KORUPSI,
KOLUSI, DAN

NEPOTISME,

Pasal |
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia berketetapan untuk
memfungsikan secara proporsional dan benar Lembapa Tertinggi Negara, Lembaga
Kepresidenan, dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara lainnya, schingga
penyelenggaraan negara berlangsung sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945.

Pasal 2
(1) Penyelenggara negara pada lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif

harus melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab kepada
masyarakat,bangsa, dan negara.
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(2) Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut, penyelenggara negara harus
jujur, adil, terbuka, dan terpercaya serta mampu membebaskan diri dari praktek
korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Pasal 3

Untuk menghindarkan praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, seseorang
vang dipercaya menjabat suatu jabatan dalam penyelenggaraan negara hams
bersumpah sesuai dengan agamanya, harus mengumumkan dan bersedia diperiksa
kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Pemeriksaan atas kekayaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan oleh suatu lembaga yang
dibentuk oleh Kepala Negara yang keanggotaannya terdini dari pemerintah dan
masyarakat. Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan secara tegas
dengan melaksanakan secara konsisten undang-undang tindak pidana korupsi.

Pasal 4
Upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas
terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan
kroninya maupun pihak swasta’konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto
dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak asasi
manusia.

Pasal 5
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan ini diatur lebih lanjut dengan
Undang-undang.

Pasal 6
Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 November 1998

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKY ATREPUBLIK INDONESIA
KETUA,

H. Harmoko

WAKIL KETUA, WAKIL KETUA,

Hari Sabamo, S.IP., M.B.A., M.M. dr. Abdul Gafur
WAKIL KETUA, WAKIL KETUA,

H. Ismail Hasan Metareum, S.H Hj. Fatimah Achmad, S.H.
WAKIL KETUA,

Poedjono Pranyoto
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Tap MPR VIII/2001
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK. INDONESIA NOMOR VII/MPR/2001
TENTANG
REKOMENDAS! ARAH KEBIJAKAN PEMBERANTASAN DAN
PENCEGAHAN KORUPSI,
KOLUSI, DAN NEPOTISME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a

bahwa permasalahan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melanda banpsa
Indonesia-sudah sangat -serius, dan -merupakan ‘kejahatan -yang -lvar ‘biasa dan
menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara;

‘bahwa -sejak -tahun 1998, masalah pemberantasan dan pencegahan korupsi,

kolusi, dan mepotisme telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia sebagai salah satu agenda reformasi, tetapi belum
menunjukkan arah perubahan dan hasil sebagaimana diharapkan;

‘bahwa terdapat desakan kuat masyarakat yang menginginkan terwujudnya

berbagai langkah nyata oleh pemerintah dan lembaga-lembaga tinggi negara
lainnya dalam hal pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi, dan
nepotisme;

bahwa pembaruan komitmen dan kemauan politik untuk memberantas dan
mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme memerlukan langkah-langkah

-percepatan;

bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

-ab.c. dan IV/d perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Republik Indonesia tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan

‘Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Mengingat :

a

b.

Pasal 1 ayat (2), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 23, Pasal 28 I'V/d ayat (1) dan Pasal 33
Undang-Undang Dasar 1945;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme;

Ketetapan Majelis Permmsyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2001,

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004.

121
Unlversitas Indonesia

Aspek-aspek hukum ..., Ulfiandri, FH Ul, 2010



122

Memperhatikan :

1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
/MPR/2001 tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat

2. Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Perubahan Jadwal Acara
Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun
2001;

3. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
VII/MPR/2001 tentang Pembentukan dan Tugas Komisi Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada Sidang Talmman Majelis
Permusyawaratan Rakyat Indonesia Tahun 2001 ;

4. Permusyawaratan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia tanggal 1 sampai dengan 9 Nopember 2001 yang membahas
Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme;

5. Putusan Rapat Paripuma ke-7 (lanjutan) tanggal 9 Nopember 2001 Sidang
Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA TENTANG

REKOMENDASI ARAH KEBIJAKAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI,
DAN NEPOTISME,

Pasal 1
Rekomendasi Arah Kebyakan ini dimaksudkan untuk mempercepat dan lebih
menjamin efektivitas pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme sebapgaimana
diamanatkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang
terkait.

Pasal 2

Arah kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah :

1. Mempercepat proses hukum terhadap aparatur pemerintah terutama aparat
penegak hukum dan penyelenggara negara yang diduga melakukan praktek
korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dapat dilakukan tindakan administratif
untuk memperlancar proses hukum.
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Melakukan penindakan hukum yang lebih bersungguh-sungguh terhadap semua
kasus korupsi, termasuk korupsi yang telah terjadi dimasa lalu, dan bagi mereka
yang telah terbukti bersalah agar dijatuhi hukuman yang seberat-berataya.
Mendorong partisipasi masyarakat luas dalam mengawasi dan melaporkan
kepada pihak berwenang berbagai dugaan praktek korupsi, kolusi, dan
nepotisme yang dilakukan oleh pegawai negeri, penyelenggara negara dan
anggota masyarakat.
Mencabut, mengubah, atay mengganti semua peraturan perundang-undangan
serta
keputusan-keputusan penyelenggara negara yang berindikasi melindungi atau
memungkinkan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Merevisi semua peraturan perundang-undangan yang berkenan dengan korupsi
sehingpa sinkron dan konsisten satu dengan yang lainnya
Membentuk Undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya untuk
pencegahan korupsi yang nmatannya meliputi :

a. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

b. Perlindungan Saksi dan Korban,

c. Kejahatan Terorganisasi;

d. Kebebasan Mendapatkan Informasi;
¢. Etika Pemerintahan;

f. Kejahatan Pencucian Uang;

g. Ombudsman.

8. Perlu segera membentuk Undang-undang pguna mencegah tegadinya
perbuatanperbuatan kolusi dan/atau nepotisme yang dapat mengakibatkan

terjadinya tindak pidana korupsi.

Pasal 3

Rekomendasi arah kebijakan ini ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia dan
lembaga-lembaga tinggi negara lainnya untuk dilaksanakan sesuai dengan peran,
tugas, dan fungsi masing-masing, dan dilaporkan pelaksanaannya pada Sidang

Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 4

Ketetapan ini muiai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Nopember 2001

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKY AT
REPUBLIK INDONESIA,

Ketua,

Ttd.

Prof. Dr. H. M. Amien Rais

Wakil Ketua,

tid.

Prof Dr.It, Ginandjar Kartasasmita;
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 1999
TENTANG
PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI
KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Presiden Republik Indonesia

Menimbang:

a. bahwa Penyelenggaraan Negara mempunyai peranan yang sangat
meneniukan dalam penyelenggaraan Negara unfuk mencapai cita-cita
perjuangan bangsa mewujudkan

masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-
Undang Dasar 1945

b. bahwa untuk mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang mampu
menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh
tanggungjawab, perlu diletakkan asas-asas penyelenggaraan negara;

c. bahwa praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak hanya dilakukan antar-
Penyelenggara Negara melainkan juga antara Penyelenggaraan Negara dan
pihak lain yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara, sehingga
diperiukan landasan hokum untuk pencegahannya;

-d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b,
dan ¢ periu dibentuk Undang-undang tentang Penyslenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-UndangDasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
XIMPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARAAN
NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DAR! KORUPSI, KOLUSI DAN
NEPOTISME.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
24
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1. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi
eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang funsi dan tugas
pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penyelenggara Negara yang bersih adalah Penyelenggara Negara yang
menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek
korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.

3. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

4. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hokum antar-
Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang
merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.

5. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan
hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di
atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

6. Asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik adalah asas yang menjunjung
tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum, untuk mewujudkan
Penyelengara Negara yang bersih dan bebas dar korupsi, kolusi, dan
nepotisme.

7. Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut
Komisi Pemeriksa adalah lembaga independen yang bertugas untuk memeriksa
kekayaan Penyelenggara Negara dan mantan Penyelenggara Negara untuk
mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

BAB Il
PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 2
Penyelenggara Negara meliputi:
1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubemur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi sirategis dalam kaitannya dengan
penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan yang berlaku.

BAB Ilf
ASAS UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA

Pasal 3

Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:

1. Asas Kepastian Hukum;

2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

3. Asas Kepentingan Umum;

4, Asas Keterbukaan;
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5. Asas Proporsionalitas;
6. Asas Profesionalitas; dan
7. Asas Akuntabilitas.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA NEGARA
Pasal 4

Setiap Penyelenggara Negara berhak untuk:

1. menerima gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berkaku;

2. menggunakan hak jawab terhadap setiap teguran, tindakan dari atasannya,
ancaman hukuman, dan kritik masyarakat;

3. menyampaikan pendapat di muka umum secara bertanggungjawab sesuai
dengan wewenangnya; dan

4. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 5
Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk:
1. mengucapkan sumpah atau Janji sesuai dengan agamanya sebelum
memangku jabatannya;
2. bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat;
3. melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat;
4. tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
5. melaksanakan fugas tanpa membeda-bedakan suku, agama, tas, dan
golongan;
6. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan
perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni,
maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun
yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
beriaku; dan
7. bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme serta
dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
yang berlaku,

Pasal 6
Hak dan kewajiban Penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 dan Pasal S dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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BAB V
HUBUNGAN ANTAR PENYELENGGARA NEGARA
Pasal 7

(1) Hubunrgan antar-Penyelenggara Negara dilaksanakan dengan menaati
norma-norma Kelembagaan, kesopanan, Kkesusilaan, dan efika yang
berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1845.

(2) Hubungan antar-Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dafam ayat
(1) berpegang teguh pada asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal B

(1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan
tanggungjawab: masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang
bersih.

(2) Hubungan antara Penyelenggara Negara dan masyarakat dilaksanakan
dengan berpegang teguh pada asas-asas umum penyelenggaraan negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 9

(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan
dalam bentuk:

a. hak mencari, mempercleh, dan memberikan informasi tentang
penyelenggaraan negara;

b. hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggara
Negara,

c. hak menyampatikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab terhadap
kebijakan Penyelenggara Negara; dan

d. hak memperoleh perindungan hukum dalam hal:

1). Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan ¢;

2). Diminta hadir dalam proses Penyelidikan, penyidikan, dan disidang
pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Hubungan antar-Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) berpegang teguh pada asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Ketentuan mengenal tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
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BAB Vil
KOMIS|I PEMERIKSA
Pasal- 10

Untuk mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari
korupsi, kolusi, dan nepotisme, Presiden selaku Kepala Negara membentuk
Komisi Pemeriksa.

Pasal 11
Komisi Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan lembaga
independen yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden selaku Kepala
Negara.

Pasal 12
(1) Komisi Pemeriksa mempunyai fungsi untuk mencegah praktek korupsi,
kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan negara.
(2) Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat 91),
Komisi Pemeriksa dapat melakukan kerfjasama dengan lembaga-lembaga terkait
baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pasal 13
(1} Keanggotaan Komisi Pemeriksa ferdii atas unsur Pemerintah dan
masyarakat.
(2) Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa ditetapkan
dengan Keputusan Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat.

Pasal 14
(1) Untuk dapat diangkat sebagai Anggofa Komisi Pemeriksa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 seorang calon Anggota serendahrendahnya berumur
40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya berumur 75 (tujuh puluh lima)
tahun.
{2) Anggota Komisi Pemeriksa diberhentikan dalam hal:
a. meninggat dunia;
b. mengundurkan diri; atau
c. tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Anggota Komisi Pemeriksa diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima)
tahun dan setelah berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali
hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan serta
pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa sebagaimana dimaksud datam ayat
(1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Remerintah.
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Pasal 15
(1) Susunan keanggotaan Komisi Pemeriksa terdirid dari seorang Ketua
merangkap Anggola dan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang Anggota
yang terbagi dalam 4 (empat) Sub Komisi.
(2) Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemeriksa dipilih oleh dan dari para Anggota
berdasarkan musyawarah mufakat.
(3) Empat Sub Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas;
a. Sub Komisi Eksekutif;
b. Sub Komisi Legislstif;
c. Sub Komisi Yudikatif; dan
d. Sub Komisi Badan Usaha Milik Negera/Badan Usaha Milik Daerah.
{4) Masing-masing Anggota Sub Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3) diangkat sesuai dengan keahliannya dan bekerja secara kolegial.
(5} Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Pemeriksa dibantu oleh Sekretariat
Jonderail.
(6) Komisi Pemeriksa berkedudukan di Ibukota negara Republik Indonesia.
(7) Wilayah kerja Komisi Pemeriksa meliputi Seturuh wilayah Negara Republik
indonesia.
(8) Komisi Pemeriksa membentuk Komisi Pemeriksa di daerah yang ditetapkan
dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 16

(1) Sebelum memangku jabatannya, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi
Pemeriksa mengucapkan sumpah afau janji, sesuai dengan agamanya, yang
berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpah atau besjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas
dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, jujur, berani, adil, tidak
membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, dan golongan dari
Penyelenggara Negara yang saya penksa dan akan melaksanakan kewajiban
saya dengan sebaik-baiknya, serfa berfanggungjawab sepenuhnya kepada
Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa dan negara”.

"Saya bersumpah dan berjanji bahwa saya untuk melakukan atau lidak
melakukan sesualu dalam tugas dan wewenang saya ini, tidak akan menerima
langsung atau lidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian”.
“Saya bersumpah alau berjanji bahwa saya akan memperfahankan dan
mengamalkan Pancasila sebagai Dasar Negara, melaksanakan Undang-
Undang Dasar 1945, dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku bagi
negara Republik Indonesia”.

(2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diucapkan di
hadapan Presiden.

Pasal 17
(1) Komisi Pemeriksa mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan
pemeriksaan terhadap kekayaan Penyelenggara Negara.
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(2) Tugas dan wewenang Komisi Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) adalah:

a. melakukan pemantauan dan Klarifikasi atas harta kekayaan Penyelenggara
Negara; _ ' S

b. meneliti laporan atau pengaduan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat,
atau instansi pemerintah tentang dugaan adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme
dari para Penyelenggara Negara;

c. melakukan Penyelidikan atas inisiatif sendii mengenai harta kekayaan
Penyelenggera Negara berdasarkan pelunjuk adenya korupsi, kelusi, dan
nepotisme terhadap Penyelenggara Negara yang bersangkutan;

d. Mencari dan memperoleh bukti-bukti, menghadirkan saksi-saksi untuk
Penyelidikan Penyelenggara Negara yang diduga melakukan korupsi, kolusi,
dan nepotisme atau meminta dokumen-dokumen dari pihak-pihak yang terkait
dengan Penyelidkan harla kekayaan Penyelenggara Negara yang
bersangkutan;

e. Jika dianggap periu, selain meminta bukti kepemilikan sebagian atau Seluruh
harta kekayaan Penyelenggara Negara yang diduga diperoleh dari Korupsi,
kolusi, atau nepotisme selama menjabat sebagai Penyelenggara Negara, juga
meminta pejabat

yang berwenang membuktikan dugaan tersebut sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pemeriksaan kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dilakukan sebelum, selama, dan setelah yang bersangkutan
menjabat.

(4) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan kekayaan Penyelenggara
Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 18

(1) hasil pemeriksanaan Komisi Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 disampatkan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan
Pemeriksa Keuangan.

{2) Khusus hasil pemeriksaan atas kekayaan Penyelenggara Negara yang
dilekukan oleh Sub Komisi Yudikalif, juga disampaikar kepada Mahkamah
Agung.

(3) Apabila dalam hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ditemukan petunjuk adanya korupsi, kolusi, atau nhepotisme, maka hasil
pemeriksaan tersebut disampaikan kepada instansi yang berwenang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang beraku, untuk ditindak
lanjuti.

Pasal 18
(1) Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi
Pemeriksa dilakukan oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.
(2) Ketentuan mengenai tata cara pemantavan dan evaluasi sebagaimana
dimaksud dalam ayat {1} diatur dengan Peraturan Pemerintah.
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BAB Vil

SANKSI

Pasal 20
(1) Setiap Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud datam Pasal 5 angka 1, 2, 3, 5, atau 6 dikenakan sanksi administratif
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
(2) Setiap Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 atau 7 dikenakan sanksi pidana dan atau
sanksi perdata essuai dengan kefentuan peraturan pefundang-undangan yang
beraku.

Pasat 21
Setiap Penyelenggara Negara atau Anggota Komisi Pemeriksa yang melakukan
kolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dipidana dengan pidana
penjara pafing singkat 2 {dua) tahuit-dan paling tama 12 {dua belasy tahun dan
denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp. 1.906.800.000,- {satu mflyaf rapiahy).

Pasal 22
Setiap Penyelenggara Negara atau Anggota Komisi Pemeriksa yang melakukan
nepotisitre $ebagainana dimraksud dalam Pasal 5 angka 4 dipidana dehgan
pidana penjara paling singkat 2 {dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas)
tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah}

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23
Dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Undang-undang ini
muiai berlaku sefiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan
mengumumkan harta kekayaannya dan bersedig dilakukan pemeriksaan
terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
Undang-undang ini mulai berlaku 6 {enam) bulan sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undangundang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Mei 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
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Pada tanggal 19 Mei 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

PROF. DR. H. MULADI, S.H.
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SALINAN
KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGKAJIAN dan PENERAPAN TEKNOLOGI

NOMOR 159 /Kp/BPPTAVI2010
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN

LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE-

BPPT)

DI LINGKUNGAN BADAN PENGKA.JIAN dan PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)

TAHUN ANGGARAN 2010

KEPALA BADAN PENGKAJIAN dan PENERAPAN TEKNOLOGI,

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok dimana setiap
orang berhak memperolehnya, dan keterbukaan informasi
publik merupakan salah satu ciri penting Reformasi Birokrasi
Pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang
baik serta pengoptimalan pengawasan publik tferhadap
penyelenggaraan negara dan pemerintahan;

bahwa dalam upaya pengoptimalan pengawasan publik
terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang baik,
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
mencanangkan pelaksanaan pelayanan pengadaan barang dan
iasa secara elektronik berbasis webfintemet pada bulan Juni
2010;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
dalam huruf 2 dan huruf b diatas, periu dibentuk dan ditetapkan
suatu unit yang melaksanakan kegiatan pelayanan pengadaan
barang dan jasa secara elekironik di lingkungan BPPT, dan
nama-nama yang fercantum dalam lampiran Keputusan ini
dinilai cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai
anggota Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara
Elektronik berdasarkan penetapan Keputusan ini;

Undang-Undang Republik indonesia Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004
Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang . . .
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3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elekironik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843};

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2008 Nomor 58, Tamhahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 4843);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun
2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemeriniah Non
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun
2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon | Lembaga
Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tzhun
2005;

7. Keputusan Presiden Republik Indenesia Nomor 80 Tahun 2003
Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Kepulusan
Presiden Normor 80 Tahun 2003;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Republikk Indonesia
Nomor 144M, Tahun 2008;

9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003
tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-
Government;

10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004
tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

11. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Nomor 170/Kp/BPPT/IV/2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN dan PENERAPAN
TEKNOLOGI TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN
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LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA
ELEKTRONIK (LPSE-BPPT) D! LINGKUNGAN BADAN
PENGKAJIAN dan PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT) TAHUN
ANGGARAN 2010.

PERTAMA ...
Membentuk dan menetapkan Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa
Secara Elekironik {LPSE-BPPT) Di Lingkungan Badan Pengkajian
dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya tercantum pada
kolom 2 (dua), dengan NIP, jabatan organik dan jabatan dalam Unit
Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elekironik
sebagaimana tercantum berturut-furut dalam kolom 3 (tiga) sampai
dengan kolom 5 (lima) Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota
Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE-) di
Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT),
yang selanjutnya akan disebut sebagai L PSE-BPPT.

Tugas Pokok dan tanggungjawab masing-masing pihak yang
tergabung dalam LPSE-BPPT tercantum secara lengkap dalam
Lampiran || Keputusan ini.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggungjawabnya
sebagaimana tersebut dalam DIKTUM KETIGA diatas, LPSE-BPPT
mempunyai kewajiban untuk:

a. Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode
akses (user id dan password) para pihak;

b. Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan

informasi elektronik yang tidak diperuntukkan untuk umum;
dan,

¢.  Memenuhi ketentuan yang diafur dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang terkait dengan pengaturan

pelaksanaan pengadaan barangfasa secara elektronik (e-
procurement).

Setiap pihak yang tergabung dalam LPSE-BPPT dilarang untuk:
a.

engganggu, mengacaukan, danfatau  merusak  sistem
pengadaan barang/jasa secara elekironik;

encuri informasi, memanipulasi data, danfatau berbuat curang
dalam pengadaan barangf/jasa secara elektronik, yang dapat
mempengaruhi tujuan pengadaan barang/jasa secara elektronik
tersebut.
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LPSE BPPT bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengkajian
dan Penerapan Teknologi.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan
ini, dibebankan sepenuhnya kepada Anggaran Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran {DIPA) Satuan Kerja Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi.

Keputusan ini mulai berlaku sejak fanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan pembetulan seperlunya
dan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 23 April 2010

KEPALA BADAN PENGKAJIAN dan PENERAPAN
TEKNOLOGI (BPPT),

ttd

DR. IR. MARZAN A
ISKANDAR

SALINAN Sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM DAN HUMAS,

f.t.a

Hamir Hamzah
NIP. 19611030.198703.1.003

Unlversitas Indonesla
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NOMOR

159 IKp/BPPT/IV/2040

DAFTAR NAMA PERSONIL
LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK {LPSE)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGKAJIAN dan PENERAPAN TEKNOLOGI {BPPT)
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NO NONAMA NP JABATAN STRUKTURAL | JABATAN DALAM
1 12 3 4 5
1 |Marzan A Iskandar | 19580518198512 1 001 |Kepala BPPT Pembina
2 [Jumain Appe 18591025498703 1 001 | Sekretaris Utama Pengarah
? \HamirHamzah  |18611030198703 1 001 |;\ePala Biro Limum dan Penanggungjawab
4 | Ardi Matutu 18600818198703 1 005 |Kepala Bagian Perlengkapan |Ketua
5 |Lukas Lukman 19580520198711 1 001 |Ka. Sub. Bag. Pengadaan Sekretaris
6 [Risdawati 19750218200312 2 003 | Staf Bagian Perengkapan Sekretariat
7 . . Ka.Sub.Bag. Perundang- .
Yanti Permatasari | 18711010200212 2 001 Undangan Sekretariat
8 |Pudji Hastuti 19611009198210 2 001 | Staf Bagian Perengkapan Sekretariat
9 |Triyanto 19730807192411 1 001 | Ka. Subbap. Pemeliharaan | Sekretariat
10 | Agus Setiawan 19680816199312 1 001 |Ka. Subbag.Urusan Dalam Sekretariat
dan Perjalanan
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LAMPIRAN |
KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGKAJIAN dan PENERAFAN TEKNOLOGI
NOMOR 159 /Kp/BPPT/IVI2010

NO "JABATAN -
NAMA NIP STRUMTORAL DALAW

1 2 3 4 5
BIDANG PELATIHAN

11 |Heri Lumbiana 19610117198303 1 007 Staf Rumah Tangga  |Koordinator

12 |Ardiyan Aulia 19750122200212 1 003 Staf PDIS Anggota
BIDANG ADMINITRASI DAN SISTEM INFORMAS

13 | Taslim Rachmadi 19580213198402 1 001 JK:r?;?;;ZnS;%gd' Koordinator

14 |Budiyanto 19721129199444 1 001 g‘:;fnzgl‘::;an Anggota
BIDANG LAYANAN PENGGUNA

15 |Fanny Fedrina Siregar | 19830711200801 2 010 gt:rflgaggl:aagan Koordinator

16 |Denna Adfiani 198512132008012007 |5 f;ﬂﬁ;ﬁ"[‘;fé‘ Anggota
BIDANG REGISTRASI DAN VERIFIKASI

17 | Alexis Nabara 19630407198903 1 005 ﬁ‘:r:;ﬁ:;an Koordinator

Aspek-aspek hukum ..., Ulfiandri, FH Ul, 2010
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SALINAN
LAMPIRAN I

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGKAJIAN dan PENERAPAN TEKNOLOGI
NOMOR 159 IKp/BPPT/IV/2010

NO , - . | JABATAN
NONAMA NP JABATAN STRUKTURAL | DALAM
: CUNIT

1 12 3 4 5

18 | Adhi Pramono 19630710159103 1 004 | Staf Bagian Perlengkapan Anggota

19 Aceng Makmur 19590222198203 1 003 | Staf Bagian Perlengkapan Anggota

BIDANG SOSIALISAS| DAN PENGEMBANGAN

- Kepala Bidang Data dan Koordinato
20 | Zainul Azwar 195806121986031 001 Informasi \
21 | M. Sudiono 19600508198703 1 002 | Kepala Bagian Rumah Tangga | Anggota

22 | Supriana Suwanda | 19810420200501 1 001 [Ka. Sub. Bag. Dokumentasi | Anggota

Ditetapkan di Jakarta
pada fanggal, 23 Aprl 2010

) . KEPALA BADAN PENGKAJIAN dan
SALINAN Sesuai dengan aslinya PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT),
KEPALA BIRO UMUM DAN HUMAS,

Ttd

DR.IR. MARZAN A, ISKANDAR

Hamir Hamzah
NIP. 19611030.198703.1.003

Universitas Indonesia
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SALINAN

LAMPIRAN it

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGKALJIAN dan PENERAPAN TEKNOLOGI
NOMOR 159 /Kp/BPPT/IV/2010

TUGAS POKOK DAN TANGGUNGJAWAB
LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGKAJIAN dan PENERAPAN TEKNOLOG! (BPPT)

Tugas pokok dan tanggungjawab UNIT Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa
Secara Elektronik {LPSE) di lingkungan Badan Pengkajian Dan Penerapan
Teknologi (BPPT) sebagaimana tersebut dalam DIKTUM KETIGA Keputusan ini
adalah sebagai berikut:

1. Pembina LPSE - BPPT
Pembina LPSE BPPT mempunyai tugas pokok dan tanggungjawab:
a. Membentuk Organisasi LPSE;
b. Mengangkat Pelaksana LPSE;
c. Membina Tim LPSE — BPPT.

2. Pengarah LPSE - BPPT
Tugas dan tanggungjawab Pengarah LPSE - BPPT adalah:

a. Mengarahkan program kerja LPSE BPPT;
b. Memberikan arah kebijakan unfuk pelaksanaan kegiatan LPSE - BPPT

3. Penanggungjawab LPSE - BPPT
Tugas dan tanggungjawab Penanggungjawab LPSE - BPPT adalah :
a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan program kegiatan LPSE — BPPT;
b. Memantau pelaksanaan monitoring dan evaluasi (MonEv) kegiatan LPSE
BPPT.

4, Ketua LPSE -BPPT

Tugas dan tanggungjawab Ketua LPSE BPPT adalah :

a. Melaksanakan tugas koordinasi, pelaksanaan dan pengendatian terhadap
seluruh program kegiatan LPSE - BPPT baik dari segi administrasi maupun
dari segi sumber daya dan operasional di lingkungan

b. Memimpin operasional LPSE BPPT & Membuat Laporan Kegiatan LPSE.

5. Sekretaris LPSE-BPPT:
Tugas dan fanggungjawab Sekretaris LPSE BPPT adalah :
Melaksanakan tugas koordinasi kegiatan administrasi dan sumber daya di
lingkungan LPSE;

Universitas Indonesia
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SALINAN
LAMPIRAN Il

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGKAJIAN dan PENERAPAN TEKNOLOGI
NOMOR 159/Kp/BPPT/IVi2010

Tim Sekretariat LPSE-BPPT:
Tugas dan tanggungjawab Tim Sekretariat LPSE BPPT adalah :
a. Mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Sekretaris LPSE
BPPT.
b. Mempersiapkan dukungan pelayanan administrasi bagi terselenggaranya
LPSE BPPT;
c.Membantu mempersiapkan dukungan logistik LPSE BPPT,;

Tim Bidang Pelatihan LPSE-BPPT:

Tugas dan tanggungjawab Tim Bidang Pelatihan LPSE BPPT adalah :
Memberikan pelatihan-pelatihan kepada KPA, PPK, Panitia Pengadaan, Pejabat
Pengadaan, Pengguna serta Penyedia Barang dan Jasa.

Bidang Administrasi dan Sistem Informasi LPSE-BPPT:
Tugas dan tanggungjawab Tim Bidang Administrasi dan informasi LPSE BPPT
adalah :
Menyiapkan ( set up ) perangkat teknis system informasi { hard ware )
Memelihara server LPSE dan perangkat lainnya
Menangani permasalahan teknis system informasi yang terjadi
Memberikan informasi dan masukan kepada LPSE tentang kendala-kendala
teknis yang terjadi
Melaksanakan instruksi teknis dari Ketua LPSE.

hPON~

o

Bidang Layanan Pengguna

Tugas dan tanggungjawab seorang Help desk adalah:

1. Memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadan secara
elektronik baik melalui intemet, telepon maupun hadir Ingsung di LPSE

2. Membantu proses pendaftaran pengguna LPSE.

3. Menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE : dan

4. Menangani keluhan tentang pelayanan LPSE.

Bidang Registrasi dan Verifikasi

Tugas dan tanggungjawab seorang verivikator adalah:

1. Menagani pendaftaran pengguna LPSE;

2. Melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan
pendaftaran pengguna LPSE;

3. Menyetujui dan menolak pemmohcnan pendaftaran pengguna LPSE
berdasarkan hasil verifikasi; dan

Universitas Indonesia
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4. Mengelola arsip dan dokumen pengguna LPSE;
5. Melakukan konfirasi kepada pengguna LPSE tentang persetujuan dan
penclakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi; dan

Universitas Indonesia
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGKAJIAN dan PENERAPAN TEKNOLOGI
NOMOR 139 /Kp/BPPT/IVi2010

6. Menyampaikan informasi kepada LPSE tentang
kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

Bidang Sosialisasi dan Pengembangan

1, Mengembangkan  dan
menyempumakan sisiem yang ada dan semua sitem terkait dengan
pengadaaan Barang dan Jasa secara elekironik

2, Memberikan  pelatihan
bagi pengguna LPSE; dan

3. Menjawab perfanyaan-
pertanyaan terkait pengadan barang dan jasa.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 23 April 2010

KEPALA BADAN PENGKAJIAN dan
PENERAPAN TEKNOLOG! (BPPT),

ttd
DR. IR. MARZAN A. ISKANDAR

Universitas Indonesia
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KEPUTUSAN
KEPALA

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

NOMOR 49 /Kp/BPP1/1/2010
TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISAS!
DAN

PENGANGKATAN TIM PENYUSUN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

DI LINGKUNGAN

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

TAHUN ANGGARAN 2010

KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan

Pemerintahan Negara dan pembangunan yang
didasarkan pada prinsip-prinsip good govermnance/
penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), perlu adanya
pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan
dalam suatu bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP);

. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan

kinerja serta kualitas Laporan Akuntabilitas Instansi
Pemerintah (LAKIP) Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi (BPPT) peru dibentuk suatu organisasi ad
hock dan ditunjuk dan ditetapkan suatu tim penyusun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah
(LAKIP) di Lingkungan Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2010;

. bahwa berdasarkan pada perlimbangan sebagaimana

tersebut dalam huruf a dan huruf b diafas, periu
ditetapkan organisasi adhock penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah (LAKIP) dan
mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran
Keputusan ini dinilai cakap dan memenuhi syarat untuk
diangkat sebagai Tim Penyusun LAKIP di Lingkungan
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun
Anggaran 2010, berdasarkan penetapan Keputusan ini;

144
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. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesta Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 33851);

. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang

Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun
2005;

. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang

Unit Organisasi dan Tugas Eselon | Lembaga
Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52
Tahun 2005;

. Keputusan Presiden Nomor 144/M Tahun 2008;

. Instruks! Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.02/2009

tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010;

. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman
Umum Evaluasi Laporan Akunfabilitas Kinerja
Pemerintah (LAKIP);

. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara

Nomor 239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP);

. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan

Teknologi Nomor 170/Kp/BPPT/IV/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi;

10 Keputusan Kepala Badan

Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor
065/Kp/KA/IV/2003 tentang Kewajiban Kepala Unit
Kerja dan Kepala Unit Satuan Kerja Di Lingkungan
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Untuk
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Melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP);

Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
203/M.PAN/7/2002 perihal Pelaksanaan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN
PENERAPAN TEKNOLOGI TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISAS]I DAN PENGANGKATAN TIM PENYUSUN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANS!
PEMERINTAH (LAKIP) DI LINGKUNGAN BADAN
PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TAHUN
ANGGARAN 2010.

Membentuk Organisasi Adhock Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di lingkungan Badan
Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran
2010 dengan Siruktur dan Bagan Organisasi
sebagaimana tersebut dalam Lampiran | Keputusan ini.

Mengangkat dan menetapkan mereka yang nama, jabatan
dan tugas dalam Tim sebagaimana beriurut-turut tersebut
dalam kolom 02 {dua), Kolom 05 (lima) dan Kolom 06
(enam) Lampiran {l Keputusan ini sebagai Tim Penyusun
LAKIP BPPT Tahun Anggaran 2010 yang selanjutnya
disebut sebagai Tim Penyusun LAKIP BPPT Tahun
Anggaran 2010.

© Tugas pokok, kewenangan dan fanggungjawab Tim

Penyusun LAKIP BPPT Tahun Anggaran 2010
sebagaimana tersebut dalam DIKTUM KEDUA diatas
adalah sebagai berikut:

1. Membuat petunjuk teknis (juknis) dan pengembangan
sistem perangkat lunak AKIP BPPT Tahun Anggaran
2010;

2. Mensosialisasikan arti penting LAKIP kepada Pimpinan
Unit/Satuan Kerja tingkat eselon |, H dan lll;

3. Workshop juknis dan sistem perangkat lunak AKIP
BPPT Tahun Anggaran 2010 kepada Tim Kerja
UnitySatuan Kerja tingkat esefon Il dan Il (Pusat, Biro,
Inspektorat, BE, UPT/Balai);
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4. Memfasilitasiimengkoordinasikan dalam melakukan
penyusunan Rencana Strategis 2010-2014, Rencana
Kerja Tahunan (RKT) tahun 2010, Indikator Kinerja
Utama (IKU)} tahun 2010, serta pengukuran
akuntabilitas kinerja dan realisasi Indikator Kinerja
Utama (IKU} tahun 2009 untuk Unit/Satuan Kerja di
tingkat eselon I, Il dan lil;

5. Penyusunan Rencana Sirategis 2010-2014, Rencana
Kerja Tahunan (RKT) tahun 2010, Indikator Kinerja
Utama (IKU) tahun 2010, serta pengukuran
akuntabilitas kinerja dan realisasi Indikafor Kinerja
Utama (IKU) tahun 2009 unfuk tingkat Lembaga BPPT;

6. Membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP} lembaga BPPT Tahun Anggaran
2009;

Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA
diatas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan
Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan
bertanggungjawab penuh atas seluruh pelaksanaan tugas
pokok, kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaiman
tersebut dalam DIKTUM KETIGA diatas kepada Kepala
BPPT melalui Kepala Inspektorat BPPT.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan
penetapan Keputusan ini, dibebankan sepenuhnya
kepada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Tahun Anggaran 2010 dari masing-masing unit/satuan
kerja yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang
fidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini dan mempunyai
kekuatan hukum yang mengikat anggota Tim Penyusun
LAKIP BPPT Tahun Anggaran 2010 sebagaimana
tersebut dalam DIKTUM KEDUA diatas.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai
dengan tanggal 31 Desember 2010, dan mempunyai daya
laku surut terhitung mulai tanggal 2 Januari 2010, dengan
ketentuan apabita dikemudian hari terdapat kekeliruan
akan diadakan perbaikan seperlunya dan sebagaimana
mestinya.

Aspek-aspek hukum ..., Ulfiandri, FH Ul, 2010



148

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang
berkepentingan.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Jakaria
pada tanggal 28 Januari 2010

KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN
PENERAPAN TEKNOLOGI,

Tid

Dr. Ir. Marzan Aziz Iskandar

Aspek-aspek hukum ..., Ulfiandri, FH Ul, 2010
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KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

NOMOR 69/Kp/BPPT/I/2009

TENTANG

PENGANGKATAN TIM KERJA REFORMASI BIROKRAS!
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

bahwa dalam rangka melaksanakan Perafuran Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman  Umum
Reformasi Birokrasi, maka Badan Pengkajtan dan
Penerapan Teknologi (BPPT) memandang periu
mengangkat Tim Kerja Reformasi Birokrasi di lingkungan
BPPT berdasarkan Keputusan ini;

bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini dinilai cakap dan memenuhi syarat untuk
diangkat sebagai Tim Kerja Reformasi Birokrasi di
lingkungan BPPT Tahun Anggaran 2009, berdasar
penetapan Kepttusan ini;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik [ndonesia Nomor 3851);

. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 64 Tahun 2005;

Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit
Organisasi dan Tugas Eselon { Lembaga Pemerintah Non
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun
2005;

Keputusan Presiden Nomor 144/M Tahun 2008;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor Per/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman
Umum Reformasi Birokrasi;

160
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Menetapkan :

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA
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6. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi Nomor 170/Kp/KARV/2006 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN
PENERAPAN TEKNOLOGI TENTANG PENGANGKATAN
TIM KERJA REFORMASI BIROKRASI BADAN
PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI.

- Mengangkat mereka yang namanya tercantum pada lajur 2

(dua) Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Kerja Reformasi
Birokrasi di lingkungan BPPT Tahun Anggaran 2009.

- Tim Kerja Reformasi Birokrasi BPPT :

a. diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BPPT.
b. bertanggungjawab kepada Kepala BPPT.

. Tim Kerja Reformasi Birokrasi BPPT bertugas :

a merumuskan cetak biru Reformasi Birokrasi BPPT.

b. menyusun jadwal pelaksanaan Program Reformasi
Birokrasi BPPT.

c. melakukan koordinasi dan kerjasama antar Tim Kerja
Reformasi Birokrasi di war BPPT danfatau Tim Kerja
Reformasi Birokrasi Tingkat Nasional.

d melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala
kepada Kepala BPPT.

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Tim Kerja

Reformasi Birokrasi BPPT dibebankan pada Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPPT Tahun Anggaran 2009.

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai

dengan tanggal 31 Desember 2009, dan mempunyai daya
laku surut sejak tanggal 2 Januari 2009 dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekelinuan dalam Keputusan
ini akan diadakan pembetulan seperiunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang
berkepentingan.

Unlversitas Indonesia
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PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang
bersangkutan  unfuk  diketahui dan  dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2009

KEPALA BADAN PENGKAJIAN
DAN
PENERAPAN TEKNOLOG!,

t.i.d.

Dr. Ir. Marzan Aziz Iskandar

Universitas Indonesla
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LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

NOMOR : 69/Kp/BPPT/IV2009

163

DAFTAR NAMA TIM KERJA REFORMAS! BIROKRASI
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

NO NAMA NIP JABATAN
DALAM TIM

1 2 3 5

A | Tim Pengarah

1 | Br. ir. Marzan Aziz Iskandar 680001427 | Ketua

2 | Dr.Ir. Utama H. Padmadinata 680000276 | Pengarah

3 ;rgf Dr. Jana T. Anggadiredia, 680000842 Pengarah

4 | Prof. Dr. Wahono Sumaryono 680000725 | Pengarah

5 | DR.-Ing. Surjatin Wiriadidjaja 680000267 | Pengarah

B | Tim Pelaksana

1 | Ir. Jumain Appe, M.Si. 680001973 | Ketua

2 | Ir. Sulaiman Kurdi, M.Sc 680000707 { Wakil Ketua |

3 | Dr. Ir. Ugay Sugarmansyah 680001718 | Wakil Ketua Il

4 | Drs. Dedy Roesmajadi, MM. 680002956 | Sekretaris

5 | Dr. Asep Husni Yasin Rosadi 680003442 | Ketua Pokja - 1

6 | Dr. Derry Pantiadarma, M.Sc. 680001691 | Wk Ket. Pokja - 1
7 | Br. Mochammad Mustafa Sarinanto | 680002163 | Ketua Pokja - 2

8 | Privo Wahyudi, S.Si 680003524 | Wk Ket. Pokia-2
9 | Ir. Ronny D. Tulak, MM. 680001961 | Ketua Pokija - 3
10 | Ir. Ronald S.P. Panggabean, M.Si | 680000678 { Wk. Ket. Pokja - 3
11 | Drs. Dharmawan, M.Sc 680001406 | Ketua Pokia - 4
12_| Dr. Iding Chaidir 680000010 | Wk. Ketl. Pokja - 4
13 | Ir. Isman Justanto, MSCE. 680001711 | Ketua Pokja - 5
14 |Ir. Y.B.S. Sananugraha, M.Eng 680002105 | Wk. Ket. Pokja - 5
15 | Dra. Nadirah, M.Sc 680001322 | Ketua Pokja - 6
16 | Anita Yustisia IZ, SE, MM. 680002977 | WK. Ket. Pokia-6
17 | Dr. Erzi Agson Gani, M.Sc 680003886 | Ketua Pokja -7
18 | Ir. Wendranirsa, M.Sc. 680001848 { Wk. Ket. Pokja -7
19 | Ir. Hamir Hamzah, M.Eng. 680002047 | Ketua Pokja- 8
20 | Ulfandri, SH 680003168 | Wk. Ket. Pokja - 8
21 [ Ir. Djuma’ali, M.Si. 680000134 | Ketua Pokja - 8
22 | Ir. Eddy Nugroho Hadisusilo, MT 680002862 | Wk. Ket. Pokja-9
23 | Ir. Kunio Ismoyo, MT 680002219 | Anggota Pokja 1

Universltas Indonesia
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24 | Dr. lwan Sudradjat 680001834 | Anggota Pokja 1
25 | Ir. Yanto Sugiharto, MBA 680002457 | Anggota Pokja 2
26 | Ir. Atang Sulaeman, M.Si. 680003042 | Anggota Pokja 2
27 | Ir. Muhajirin, MM. 6680001954 | Anggota Pokja 3
28 | Drs. Lestario Widodo, MM 680001940 | Anggota Pokja 3
29 | Ir. Damanio, MM 680001993 | Anggota Pokja 4
30 | Ir. Emy Ricardo Nurzal, M.Sc 680003298 | Anggota Pokja 4
31 | M. Beni Nugraha, SE, MM 680002520 | Anggota Pokja 5
32 | Dr. Ferdi Armansyah 680001769 | Anggota Pokia 5
NO NAMA NIP JABATAN
DALAM TIM
33 | Ir. Novi Irawati, M.Sc 680002489 | Anggota Pokia 6
34 | Dra. Suratna, M.Psi. 680003303 | Anggota Pokja 6
35 | Drs. R. Tri Prabowo Broto, M.Ed. | 680001980 | Anggota Pokja 7
36 | Ir. Rudi Herdioso, M.inf. 680001142 | Anggota Pokja 7
37 arAs [ Wayan Paster Susenapathy, 680001188 | Anggota Pokja 8
38 | Yanti Permatasari, SH 680003994 | Anggota Pokja 8
39 | Drs. Harry Poerwanto 680000450 | Anggota Pokja 9
40 | Sulaeman, SH 680004053 | Anggota Pokja 9
41 | Dr. ir. Kardono, M.Eng 680000643 | Nara Sumber
42 | Dr. Tatang A. Taufik, M.Sc. 680001714 | Nara Sumber
43 | Ir. Iskendar, MS. 680000434 | Nara Sumber
44 | Ir. N.F. Sulaeman 680003224 | Sekretariat
45 | Restuadi, SE, M.Si. 680003260 | Sekretariat
46 | Tri Widyawati, SE 680003739 | Sekretanat
47 | Diadjeng Laraswati H., SE, M.Si. 340012449 | Sekretariat
48 | Ir. Nani Gunawati, MT 680000328 | Sekretariat
49 | Hendrarto Hermanoe 680001854 | Sekretariat

Aspek-aspek hukum ...,

Ditetapkan di Jakaria
pada tanggal 18 Maret 2009
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ftd.
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KESEPAKATAN BERSAMA
No.: 04/KB/BPPT-PT.ATI/II/2005

ANTARA
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
DENGAN
PT. ADVANCE TECHNOLOGY INDONESIA
TENTANG

PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI ENERGI
TRANSPORTASI DAN REKAYASA

Pada hari int Sefasa , tanggal safu , bulan februar, @hun Dua ribu
fima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Dr.. Ir. Marzan A. Iskandar, MSc, : Sekretaris Utama Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi, dalarm hal ini bertndak untuk dan atas nama Badan
Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang berkedudukan di Jalan M.H. Thamirin,
Nomor 8, Jakarta 10340, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Dr. Ir. Indrayati Subagio, DEA. : Direktur Keuangan PT. Advance Technology
Indonesia (PT. ATI), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Advance
Technology Indonesia (PT.ATI) yang berkedudukan di Jalan M.H, Tharnrn, Nomor
8, Jakarta 10340, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

Dengan teriebih dahulv menerangkan bahwa masing-masing pihak mempunyai
kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama yang
dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai kemampuan, tugas
dan fungsi masing-masing unftuk berperan serta di dalam pelaksanaan
pesnbangunan bangsa dan Negara, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk
selanjutnya disebut KEDUA PIHAK sepakat untuk bekerjasama dalam bidang
“Pengkajtan dan Penerapan Teknologi Energi, Transportasi dan Rekayasa”, dengan
ketentuan—ketentuan sebagai berikut :
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Pasal 1

TUJUAN
Tujuan Kesepakatan Bersarma ini adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan
mengembangkan teknologi dalam usaha memajukan industri dalam negeri melalui
pengkajian dan penerapan teknologi guna mewujudkan komersialisasi hasil
peneliian dan pengembangan teknologi menjadi produk komersial baik berupa
barang maupun jasa.

Pasal 2
RUANG LINGKUP
Ruang Lingkup kerjasama yang akan dilaksanakan oleh KEDUA PIHAK meliputi :

1. Pengkajian dan penerapan teknologi energi;

2. Pengkajian dan penerapan teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);

3. Pengkajian dan penerapan teknologi pembangkit listrik energi terbarukan;

4. Pengkajian dan penerapan teknologi konvensi dan konservasi energi lainnya
yang tepat guna dan sesuail dengan kebutuhan;

5. Pengkajian dan penerapan teknologi rekayasa;

6. Pengkajian dan penerapan teknologi transportasi;

7. Bidang-bidang lain yang disetujui oleh PARA PIHAK.

PASAL 3
BENTUK KERJASAMA

Kesepakatan Bersama ini akan dilaksanakan dalam bentuk :
1. Penugasan tenaga ahli sesual dengan ketentuan;
Tukar menukar serta pemanfaatan data dan informasi;
Bantuan Teknologi ;

Pendidikan dan pelatihan;

LA A

Bentuk kerjasama lainnya yang disusun dan disetujui oleh KEDUA PIHAK.
Pasal 4
ORGANISASI, PERSONALIA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

(1}  Untuk merealisasikan Kesepakatan Bersama ini, maka KEDUA PIHAK setuju
dan sepakat untuk menunjuk wakil-wakil dari masing-masing pihak, dimana
persontl-personil yang terlibat berdasarkan persetujuan KEDUA PIHAK dan
akan dijelaskan di dalam Perjanjian Pelaksanaan;
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Setiap kegiatan yang disepakati oleh KEDUA PIHAK akan dijabarkan dan
dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui
oleh KEDUA PIHAK dengan mengacu pada Kesepakatan Bersama ini serta
disesuaikan dengan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing pihak.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini beraku untuk 5 (lima) tahun, terhitung sejak
ditanda tanganinya naskah Kesepakatan Bersama ini;

Jangka waktu Kesapakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu
tersebut dalam ayat (1) pasal ini atau diperpanjang, dengan ketentuan
bahwa pihak yang akan mengakhiri Kesepakatan Bersama ini harus
memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak fainnya
paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;

Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya
apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintzh
yang tidak mernungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat kerjasama ini akan diatur dalam Perjanjian
Pelaksanan yang akan ditentukan oleh KEDUA PIHAK dan didasarkan kepada
anggaran dan kemampuan masing-masing sesuai dengan ketentuan dan peraturan
perundangan yang berlaku.

(L

Pasal 7
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL ( HaKl)

Hal-hal yang berkenaan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)
sebagai hasil dari Kesepakatan Bersama ini akan dibahas dan ditetapkan
kemudian dalam Perjanjian Pelaksanaan yang disetujui dan ditandatangani
oleh KEDUA PIHAK.
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Seluruh Informasi dan data sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini
harus dijaga kerahasiaannya oleh PARA PIHAK dan masing-masing pihak
sepakat untuk tidak memberitahukan dan atau memberi sebagian data atau
seluruhnya kepada pihak ketiga kecuali diatas persejuan tertulis dari KEDUA
PIHAK.

Pasal 8
LAIN-LAIN
Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan
pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan
dalam kerjasama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama;

Hal-ha! yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan
ditetapkan kemudian dalam Adendum dan atau Amandemen yang disepakati
oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Kesepakatan Bersama ini.

Pasal9
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari,
tangagal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal naskah Kesepakatan
Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua} asli bermeterai cukup serta mempunyai
kekuatan hukum yang sama, yang dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK

KEDUA.
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
ttd. t.td.
Dr. Ir. Marzan A. Iskandar, MSc. Dr. Ir. Indrayati Subagio, DEA.
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Jl. Raya Jatinegara Timur No. 61 - 85 Jakaria TImuf..TeIp. {021) 70160694 Fax, {021) 85914498

3. Dugaan kuat semeritara kami perbuatan tersebit bapak lakukan untuk
kepentingan KIKN {(Karupsi Kolusi dan Nepotisme) antara bapak dan
kronl, karena dengan demnikian para perusahaan yang juga berminat
untizk  menglkut! lelang hdak mengetatrai  keglatan  tersebut,
selanjuinya harga .penawaran dapat bapak atur dengan kroni
_(peruaalumyangmendapatkmpekqnnbmebut) '

4. Dugaan kuat juga kemi sampalken bahwa bapek mendapatkan
Fee/gratiflkasi atau uang suap yang cukup besar dengan perbmaten
penggelapan lelang dengan cara memalsukan Scrat kebar Scara
‘Pembaruan tersebut, dengan demikian terkait dugaan kuat bapak
telahmehkukmkumpd

5. Dmgandugamperbuahnbmebutjdaste:dapatkemgmNegam
karena dengan demilkdan Negara tidak mendapatkan harga yeng
bersaing {atan harga yang lebih murah) dan dalem masalah ird jugn
diduga kuat bapak teleh menghambat timbuhnya persaingen yang
sehat dalam dunia teaha di Negara kita.

6. Dengan dugaan kuat pemslsuan tersebut dapat juga dikategorikan
pada perbuaten Tindak Pidana Pemalsuan seperti yang telah diatur
dalam pasal 263 KUHP, danpllukyangdnugikmadnhhé‘:umthbar
harlan Suara Pembaruan

Bilz bapak tidak berkenan mengklarifikasikannya kepada kami secara
lugas dan transparan kami anggap dugaan tersebut benar dan kami berhak
untuk memberitskan dan nuwngkembangkannya  kepada plhak Komisl
Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemantau Persaingan Usaha. ‘o
DmManhﬂMhﬂmmpﬂubmkajammynmupmbmngan
yang bapak betikan kami ucapkan terima kasth.

Tembusan :
- Pimpinan Kenegaraan dan than
Badan Pengkajlan dan Penerapan Teknologi (BFFT)
-~ Arslp
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BERITA METR&
[PRINSIP ORTENTASI DAN INVESTIGAST]
Ji. Raya Jalinegara Timur No. &1 - 85 Jakaria. Timur, Telp'. {021) 70160894 Fax. (021) B5914409

3. Dngamkuatsenmﬂamhnupetbmhnumbuthpakhknkmunh&
kapentingan KKN (KorupsiKolusi dan Nepotisme) antara bapak dan
hud,knmdenga.ndenﬁhanpampaumhaanymgh;gabermmat
uniuk mengikntl lelang tidek mengetahoi kegiahn tersebut,
selanjutniya harga penawaran dapat bapak atur dengan  kroni

4. Dugsan kuat juga kami_sampa!lcanhhwa bapak mendapatkan
Fee/gratifikasi atau uang snap yang cukup besar dengan perbuatan
penggelapen lelang dengan cara memalsukan Surat kabar Suara
Pembaruan tersebut, dengan demikian terkait dugaan kuat bapak
telah melakukan korapsi

5. Dengan dugaan perbuatan tersebut jelas terdapat kerugian Negara
karena dengan demikian Negara tidak mendapatian harga yang
benah\g(ahutmgaynnglebﬂ\mah)dmdahmuusalahndjuga
diduga kuat bapak telah menghambat tumbuhnya persaingan yang
pehat dalam dunda ussha di Negara kita.

6. Dmgmdugamkuatpmalsumteueh:tdnpat)‘uga dikategorikan
pada perbuatan Tindak Pidana Pemnalsuan seperti yang telah diatur
dalarn pasal 263 KUHF, da.npﬂukyungduugihmnduhhﬁmathhr
harian Suars Pembaruan

Bﬂahnpakhdakbe:keua.nnmgklnﬂﬂhsﬂumyakepadahmm
luges dan transperan kemi anggap dugasn tersebut benar dan kami berhak

’ Deudldmhalhﬂkamlm.npaikamamkujamyangupunketumgm
yang bapak berikan ko ueaplan terima kasth. e

Tembusan
- Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerinthan
Badan Pengkajlan dan Penerapan Teknologl (BFPT)
- Arsip
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